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Takut akan TUHAN adalah permulasn pengetahuan,
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
{Amsal 1:7)

Tetapi carilah dahulu Kerajasan Allah dan kebenar-
annys, meka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
(Matius 8:33)

Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-
Nya datang pengetabuan dan kepandaian. " (Amsal Z:8)
SOLON : " Law are like cobwebs that entangle the weak,
but are broken by the strong." (Hukum adalah bagaikan
SAarang léba—laba yang menjerat si lemah tetapl vane
dihancurkan cleh si kuat). |

Lebih baik membebaskan seratus orang yang hersalah,

dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah.”

Tesis ini ku persembahkan untuk

— Istansi tempat ku bekerja,

- Orang tua serta isteriku tercinta,

- Abang, kakak dan sdik-adik tersavang,

— Almam

aterku.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba menggali
iebih dalam apakah Lembaga Peninjauankemball sudah berfungsi
dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan apakah Mahka-
mah Agung sudah berperan dalam mewujudkan berfungeinys lemba-
ga peninjauvankembali.

Metode vang digunakan dalam penelitian ini adalah meng-
gunakan metode rendekatan yuridis normatif, khususnya peneli-
tisn terhadap sistematik hukum dan menemukan hukum inconcre-
to. Adapun lokasi penelitian adalsh di Daerah Khusus Ibukotsa
Jakarta khususnyva di Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan
Mahkamah Agung..

Hasil penelitian vang didapat antara lain adalah bahwa
Lembaga Peninjauvankembali sudah menunjukkan fungsinya dalam
menperjuangkan hak asasi, harkst dan martabat manusia yang
telah dilsnggar. Hal lain yang juga terungkap dalam pembaha—
san adalah bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan peranannya
dalam memperjuangkan hak asasi manusia, walauvpun dalam prak-
tek terdapat putusan MA yang mana penerapan hukumnya sudah
sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi putusan tersebut
justru bertentangan dengan rasa keadilan dan hak asasli manu-
sia.

Kata kunci : Peninjavankembali, Perlindungan HAM.
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ABSIRACE

The purrpose of this research is to explore two problems
more deeply: first, wether the judial review institution has
had TfTunction in protecting human righte and second, wether
the Supreme Court has had role in order to function Judiclal
review institution.

The method used in this research was normative legal
approach method, particularly research on legal systemic and
discovered law inconcreto'. This research was conducted in
Jakarta, particularly in District Court, District Prosecutlion
Office znd the Supreme Court.

FResults +that may be taken from this research were !
first, the judicial review institution had shown human rights
protection and human dignity. Second, another result which
exposed in this study was the Supreme Court had shown it s
role in promoting human rights, although in practice there
was a verdict which fullfill the legal procedure but contra-
dicted with human rights and the sense of Jjustice.

Key words : The Jjudicial review, Human rights rrotec-
tion.
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A. Latar Belakanes Masalah

Sebagaimanaz termaktub Ai dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 alinea ke—4, bahwa tujuan didirikennya Negara
Republik Indonesia antara lain adalah : "... melindungi
segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan uvmum, e

Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dengan tegas dinya-
takan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(machtsstaat) dan Pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan
atas sistem konstitusi (hukum dasar) , tidak bersifat abso-
lutieme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara
Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala
warganegara bersamasn kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan, serta memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuwaliava.

Selanjutnya sebagalimana tercantum dalam Kebtetapan MPR
No. IV/MPR/1978 tentang Garis—garis Bedar Haluan Negara, maka
wawasan untu

k mencapal tujuan pembangunan nasional adalah

Wawasan yang dalam bidang hukum ﬁenyatakan bahwa seluruh

TP PUSTRR- NP
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Kepulauan Nusantara inil merupaksn sustn kesatuan Hukum dalam
arti bahwa harnya ada satu Hukum Nasional vang mengsbdi pada
kepentingan nasional.

Sebagai perkembangan selanjutnya hingga saat ini, maka
Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluvarkan ketetapan Ler-—
haru, vaitu TAP MPR Nomor IV/MPR/1998 tentang Garis—garis
Besar Haluan Negara, khususnya dalam Bab IV Arah Kebijakan
dalam bidang hvkum menegaskan bahwa :

i. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan Masyars—
kat untuk terciptanya kesadarsn dan kepatuhan hukum
dalam kerangka supremasil hukum dan tegaknya negars
hukum.

2 Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan
terpadu dengan mengakui dan menghormati hvkum agama
dan hukum adat serta memperbaharul rerundang-undangan
warisan kolonial dan hukum nasional vang diskrimina-
tif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidakee—
suaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program
legislasi.

3. Menegakkan hukum secara ronsisten untuk lebih men)a—
min kepastian hukum, keadilan dan kebenarsan, sSuprema-
si hukum, serta menghargal hak asasl manusia.

4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional teruta-
ma yang bverkaltan dengan hak asasi manusia sesual
dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk
undang-undang.

5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan
aparat penegak hukum termasuk Kepoliglan Negars
Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayasan
masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan dukungan
sarans den pPragarana hukum, pendidikan sertsa  penga—
wasan yeng efektif.

6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas
dari pengsruh penguass dan pihak manapun.

7. Mengembangkan reraturan perundang-undangan vang
mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapli era
perdagangan bebas btanpa merugikan kepentingan nNa-
sional.

8. Menyelenggarakan proses reradilan Becara cepat,
mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi
dan nepotisme dengan tetap menjunjunsg tinggl &asas
keadilan dan kebenaran.

g. Meningksatkan pemahaman dan penyadaran, serta mening—
katkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak
asasi manusia dalam selurvh aspek kehidupan.
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10. Menyelesaikan berbagal proses peradilsan terhadap
pglang%a?an ?ukum dan h%k agasi manusia yang belum
ditangani secara tuntas.

Pembangunan vyang sedemikian itn di bidang Hukum Acara
Pidana (HAP) bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak
dan kewajibannys dan agar dapat dicapal serta pembinaan sikap
para pelaksans penegak hukum sesvail dengan fungsi dan wewe-—
nangnya masing-masging ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan
dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap kepastian
hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagail Negara Hukum
sesual dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Hal ini Jjuga dikatakan oleh Prof. Dr. Muladi, S.H.,
bahwa perlu adanya peningkatan konsistensi dan einkronisasi
vertikal, antara KUHAP dengan pelaksanaannya, sehingga tidak
menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antar penegak hukum.2

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitabk Undang-
undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan dalam Lembaran
Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209 adalah merupaskan salah satu “karya agung” bangsa Indone-
sia. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 8  tahun 1981
ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengensai hukum acara pidana dengan sendirinve sudah tidzak
berlaku lagi karena tidak sesuvai dengan cita—cita ‘hukum

1. Majelié Permusyawaratan Rakyat, Garis- s Besar
5 5 egara 1899- Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 15-

?

2. Muladi, Hak Asasi Masnusis. Politik dan Sistem Pera-—
dilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang., 1897, h. 20. -
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nasional. Hal ini dapat 4ilihat di dalam Penielasan Umum atas
) No. 8 tahun 1981 yaitu terdapat pada alinea tersakhir
bagian I sub 1 sebagai berikut :
“Het Herzmiene Inlandsch Reglement” (Stastsblad Tahun 1941
Nomor 44), berhvbungan dengan dan Undang-undang Nomor 1
Drt. +tahun 18561 (Lembaran Negara Tahun 1951 MNomor 59,
Tambahan Lembaran Negars Nomor 81) serta semua peraturan
pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundsng-
undangan lainnya., sepanjang hal itu mengenal hukvm  acara
pidana, perliu dicabut karena +idak sesusal dengan cita-cita
hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukuin
scara pidana baryu yang menpunyal civi kodifikatif dan
unifigatif berdagarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945,

Dengan demikian, dalam kebulatannya vyang utuh serta
menyeluruh telah disdakan pembaharuan atas hvkum acara pidana
yvang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghim—
pun ketentuan acara pidana yang masih tersebar dalam berbagail
undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana
nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi hukum
di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidansa 1ini mervpskan
sarans yvang sangat penting dalam mempertahankan hukum materi-
el vyang langsung mengatur kehidupan masyarakat Indornesia
serta hak-hak asazsi manusia.

Dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terha-

deapr hak asasi manustia, perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia, Muladi berpendapat ada 4 {empat) kelompok

3. Abdul Hakim G. Nusantara, et al., KUHAFP dan Feratu-—
pan-peraturan Pelakesna, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986,
h. 85.




pemikiran besar tentang HAM di dunia, vaitu : (1} Pandangan
Universal Absolut, (Z2) Pandangan Universal Relatif, (3)
Pandangan Partikularistik Absolut dan (4) Pandasngan Partiku—
laristik Relatif.? Negara Indonesia sendiri menganut pan-
dangan Partikularistik Relatif, yazitu dengan herusaha untuk
menemukan titik dialogis di antara empat pandangan tersebut
atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesanpingkan
substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM.

Dari beberapa konvensi internasional yang ads, ada empat
produk konvensi intebnasional vang telah diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia, yaitu : (1) Convention on the Blimina-
tion of Discrimination Against Woman atau Konvensi mengenai
Penghépusan Diskriminasi terhadap Wanita, (2) Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punisbmént atzu Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Ferlakuan ataw Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau
Merendahkan Martabat Manusia, (3) Convention on the Rights of
Child ataun Konvensi Mengenai Hak-hak Anak dan (4) Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau
Konvensi Internasional Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi
Rasial.

Dari hal tersebut di atas mengenali HAM, UU No. 8 tahun
1981 telah mengatur mengenal upaya hukum vang dapat dilakﬁkan
oleh terdskwa abau terpidana yang tidak puas terhadap putusan

sidang Pengadilan. Upaya hukum tersebut dapat berupa Upaya

4. Mulasdi, Op. Cit., h. 2-3.




Hukum Biasa msesupun Upaya Hukum Luar Bisssa.

Dalam Bab XVIII Kitab Undang-undang Hukum Acara FPldana
tentang Upava Hukum Lwar Bissa, ada 2 (dua) bagian yvang dia-
tur, yaitu :

Bagian Kesatu : Pemerikeaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
Bagian Kedua : Peninjauvankembali Putusan Pengadilan Yang
Telsh Memperocleh Eekuatan Hukum Tetap.

Bagian vang menarik bagi penulis dalam Bab XVIII  ini
adalah bagian kedua. yaitu mengenai Peninjauvankembali Putusan
Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Sebagaimansa diketzhui, ada suatu asas yang berliaku bahwa
suatu putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum
tetap/mutlak tidak bisa diubah lagi. Apabila suatu perkars
vang sudah pernah diputus dengan svatu keputusan VAng bariaka
mutlak akesn diajuken lagi ke muka pengadilan, maksa tuntutan
Jaksa dalam perkara pidana atauv gugatan baru dalam perkara
perdata, dapat ditangkis dengan mengajukan ekgepsi tentang
sudah adanys putussn vang berkekuatan mutlak itu. Pasar dari
eksepsi tersebut adalah asas yang herbunyi @ ‘nebis jg
idem*”.®

Nomun demikiasn, bangss Indonesia menyadari bahwa Hakim
juga merupakan manusia biasa yvang tidak terluput dari kekhi-
lafan atau kekeliruan. Denegsn diaturaya Lembaga FPenindauan-

kembali ataw Herziening secars tegas dalam KUHAP maka terpi-

5. R. Subekti, Praktek Hukvom. PT. Qitfa Aditya Bakti,
Bandung, 1989, h. 63.
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dana atau ahli warisnva vang tidak puas terhadap putusan
Pengadilan walaupun sudah melakukan Upaya Hukum Bizsa, mereka
masih diberi kesewmpatan untuk mengajukan Upaya Hukum Luar
Biasa melalui Lembaga Peninjsuankembali kepada Mahkamah Agung
(MA) melalui Pengadilan Negeri yang telah memutus rerkaranya
dalam tingkat pertama dengan menﬁebutkan secars Jelas ala-
sannya eeperti yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal
ini terlihat Mahkamzh Agung sebagai Pengadilan Tertinggi vang
melakukan pengawasan tertinggi atas semua perbuatan Penga-
dilan, Jjuga mempunyai peranan dan kedudukan serta WEWenang
untuk meninjauw kembali putusan Pengadilan yang telah mempero-
leh kekuatanlhukum tetap.

Dengan melihat peranan dan wewenang Mahkamsh Agung yang
demikisn itu, maka akan membawa dampak vang baik bagi tegak
mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusisa,
ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan
UUJD 1945. Dengan adanyva peraturan yang memungkinkan adanya
Peninjavankembali di dalam undang—undang nasional kita, maksa
diharapkan masalah yang timbul karena kekhilafan atau keke-
liruan Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya sakan
ada jalan penyelesaiannva.

Sehagai contch kasus Peninjauankembali yang banyak
menarik perhatian masyarakat kita di tzhun 70-an adalah kasus
Sengkon bin Yakin dan Karta alias Kerung alias Encep bin
Salam yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bekasl tahun 1877
vang dapat diklasifikasikan sebagail kekeliruan hakim sehingga

Mahkamah Agung dalam putusannya antara lain membebaskan




mereka dari segala dakwaén.

Dengan melihal kenyataan 4l atas diharapkan_ "Keadilan
dan kebenaran sesungguhnva' vang sudah lama didsmbskan oleh
setiap warganegara Indonesia yang "haus" dan "lapar' akan
keadilan dan kebenaran itu dapat ditegakkan secara nyatae di
negars Republik Indonesisa dalam menegakkan gupremasi hukum
dengarn Pancasila eebsgal dasar falsafah negara.

Sesuai dengesn Pasal 263 avat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Acarsa Pidana, dituliskan bahwa :

“Terhadap putusan pengadilan yang telsh mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuall putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum, terpidana atauw ahli warisnyva dapat menga-

Jukan permintaan peninjuauvankembalil kepada Mahkamah
Agung.

Yang dimaksud dengan‘Putusan Pengadilan di sini adalah
pernyatssn Hakim vang diucarkan dalam sidang Pengedilan
terbuka, yang dapat berupa pemidanasn atauw hebas stau lepas
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuvrut cara Vang
di stur dalam undang-undang.

Dengan memperhatikan definisil tersebuﬂﬂmaka depat diss-
dari betapa besar peranan dan wewenang SeOrang Hakim dalam
memutus suatu perkars, yang sekaligus menentukan nasib dari

seorang terdakwa dalam suatu sidang pengsdilan.

6. Abdul Hakim G. Nusantara et. al., Op. Cit,., h. 87.
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Mengingat demikian besarnya tanggung jawab yang dibeban—
kan kepada Hakim dalam mewujudkan keadilan serta tetzp tegak
mantapnya hukum yang berlaku di negara kita, maka sSe0rang
Hakim héruslah bertaqws dan beriman kepada Tuhan, Judjur dan
berani dalam mengambil keputusan secars tegas dan benar
disertai pendirian yang kokoh tanpa adanya pengaruh darl
siapapun atau dari golongan manapuh dan instansi manapun
juga. Satjipto Raharjo, mengatakan dengan kita terlanjgr
mengatakan bahwa Pengadilan adalah "benteng terakhir keadi-
lan', maka dengan demikian kita sudah memandang hakim seperti
malaikat belaka.7

Pengakuan tersebut dapat diterima, akan tetapil kita Jjuga
harue ingat bashwa Hakim adalah manusia blasa yang tidak dapat
terhinday dari kekhilafan dan kekeliruan. Selain itu mungkin
juga terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan Hakim,
baru kemudian muncul sesuvatu yang baru vang dapat dijadikan
bukti baru (novum) yang mampu “me lumpuhkan' bukti yang perta-
ma. Kekeliruan dan kekhilafan vang demikian itu dapat menga-
kibatkan dihukumnya seseorang yang tidak bersalah akan tetapl
orang yang seharusnya dihukum malah dengan leluasa dapat
berjalan kian kemari dan hidup dengan bebas dalam masyarakat.
“Adalah 'lebih‘baik membebaskan seratus orang yang bersalah

dari pada menghukum se0Yang vang tidak bersalah™.

7. Satjipto Rahardjo, Mahkamah Aeung, Majalah Mingguan
GATRA, Nomor 23 Tahun 1L, Tanggal 20 April 1898, h. 30.
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Dengan wmempertimbangkan hal-hsal tersebut 4di atas meaka
pembentuk Undang-undang merasa perlu mengadakan Lembaga
Peninjauvankembali ataun Hersziening agar kekeliruan atau kekhi-
1afan putussn Pengadilan vang telah dijatuhkan dan berkekua-
+an  hukum tetap itu dapat ditinjau kembali sesual dengan
dasar dan alassn untuk Peninjavankembalil sebagaimsna diatur
Pasal 263 ayat (2) dan (3} Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.
Dengan adanya Lembaga Peninjavankembali di dalam KUHAP,
di satu sisi harus bérbangga menyvebutkan sebagal suatu sarana
untuk menegakkan hukum den keadilan di Negara kita, akan
tetapi di sisi lain kita masih meragukan peransnnys sSebagail
jembaga pengayoman dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat menusia. Kalsu kite amati situasi dan kondisi ma-
syarakat kita sekarsng ini ternyata masih banyak yvang “buta”
akan pengetahdan hukum atau tidak mau memanfaatkan hak-hak
vang sudah diberikan oleh Undang-undang Kepadanya. Selsin
itu masih banyvak yvang enggan memperpanjang perkaranya adi
Pengadilan mengingat rrosedur yang harus mereka hadapi esen—
diri. Bahkan harus diakui bahwa setiap karya manusia tidak
ada yang sempurns seperti halnya peraturan yang umengatur

tentang Peninjauvankemball.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uralan tersebut di atas, penulis

mengemukakan beberapa permasalahan, vaitu
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1. Apskah Lembaga Peninjauankemball atau Herziening
sudah berfungsi sebagai upaya perlindungan hak asasi
manusia, setelah berlakunya Undang-undang Nomor B

{ Tehun 1981 (KUHAP), dimana hal tersebut belum diatur

ketentuannya dalam Herziene Inlands Reglemen (HIR)}.

N

Apakah Mahkamah Agung (MA) telah mewujudkan peran
sebagaimana mestinya terhadar berfungsinya lembaga

peninjauvankembali.

C. Penelaahan Studi Kepustakaan

Jika mengkaji suatu hukum maka yang perlu dipertanyvakan
adalah apakah hukum itu mengandung esensi keadilan atau
tidak, terutama dalam hubungannya dengan kesenjangsn struk-
turalnya. Oleh Gustav Radbruch dikatakan ada 3 (tiga) nilai
dasar dari hukum, yaitu : Keadilan, Kegunaan '(ZWEckmaszig—
keit) dan Kepastian Hukum.8 Sekalipun ketiga-tiganya itu
merupakan nilai dasar dari hukum, namun antars mereka terda-
pat esuatu Spannungsverhaltnis, suatu ketegangan satu sSama
lain.

Berbicara tentang keadlilan yang sampai saat ini belun
dapat terlaksana dengan baik di Indonesisa vyang merupakan

negara hukum, ada pendapat seorang ahli bangsa Yunani Vyang

8. Gustav Radbruch, dalam Satjipto Rshardjo, llmu Hukum,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 19.




12
bernams  Aristoteles vang mengatsksn, bahwa keadilan tidak
boleh dipandang sama artinya dengan persamasan. Beliau Jjuga
mengajarkan 2 {(dua) macam keadilan, yvaitu :

1. Keadilan Distribusi ialsh keadilan vang memberikan
kepada tiap-tiap orang menurut jasa-jasanya. Ia tidak
menuntut supays orang wmendapat bagian Vang sama
banyaknya. Jadi bukan berdasarkan 8s8a88 Persamadr
melainkan asas keseimbangan.

2. Keadilan EKomutatif ialash keadilan vang memberikan
kepada setiap orang yang sama banyaknya dengan tidak
memberiksn Jasa—-Jjasa perorangat. La memegang paeranan
dalam tukar—-menukar pada pertukaran barang-barang dan
jasa-jasa dalam mans sebanyvak mungkin harus terdapat
persamaaan antara perorangan khusus. Keadilan distribu-
8i terutama menguasai hubungan antar mgsyarakat, khu-
suenya antarsa negars dengan perorangar.

Dengan demikian manusia, masyarakat dan hukun merupakarn
suatu pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pemeo
Yunani mengatakan “Ubi societas ibi jus", artinya dimana ada
masyarskat di situ ada hukum, dan ini menggambarkan keadaan
vang sangat tepat yaitu selain ketertiban dan perdamaian
tujuan lain dari hukum adanya tercapalnya keadllan.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan diundangkannya Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981, maka diharapksn hak asasi manusia bangsa Indone-
aia sebagail negara Hukum lebih terangkat di mata dunia inter-
nasional. Hukum Acarya Pidana haru yang menggantikan Hukum
Acaras Pidana Kolonial (HIR) ini merupakan tonggak sejarah
baru vang patut membuat semua pihak lega, karena Jaminan
terhadap keadilan dan hak asasil manusia cukup luas. Hal ini

9. Van Apeldoorn, Pepeantar Limn Hukum, PT. FPradnya
Paramite, Jaksrta, 1980, h. Z1.
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antara lain bisa disebut dengan adanya lembaga. preperadilan
vang menjamin perlindungan HAM, hak mendaspat bantuvan  hukunm,
hak mengsjukan permintasn peninjauankembali apsbila terpidana
atau &hli warisnya tidak puas terhadap rutusan Pengadilan
vang sudah mempunyal kekuatan hukum tetap. Terpidana atau
Ahli Warisnyva dapat mengajukan permintaan peninjsvankembali
kepadsa Mahkamah Agung melalui Pengadilan vang telah
memutus perkaranya di tingkat pertama.

Pengaturan Peninjavankemball atau Herziening ini diatur
dalam Bab XVIII, Bagisn Kedua, Pasal 263-269 KUHAP. Menurut
Prof. Dr. Andi Hamzah, 5.H.. “Peninjavankembali yaitu hak
terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan Pengadilan yang
telah menjadi tetap. sebagal akibat kekeliruvan atau kekhila-

‘10 geguai dengan

fan Hakim dalam menjatuhkan putusannyz.
bunyi Pasal 263 ayat (1) Kitabk Undang-undang Hukum Acara
Pidana, bahwa :
“"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum, terpldana atau ahli warisnya dapat menga-
Jukan lfermintaan peninjauankembalil kepada Mahkamzh
Agung."”
Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka dapat disimpul-
kan bahwa ayvat tersebut merupakan syarat formil vyang harus

dipenuhi terlebih dulu disamping syarat lainnys guna mengaju-

kan permohonan peninjauvankembali kepada Mahkamah Agung.

10. Andi Hamzah - Irdan Pahlan, Upava Hukum Dalam

Ferkars Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 4.

11. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al.., Loc. L3F.
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Jadi, ada 3 (tiga) syarat formlil vntuk mengajukan Penlin-—
jausnkemball, vaitu :
1. Harus eudah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap ;
7. Putusan tersebut bukan putusan bebas ataun lepas dari
segala tuntutan hukvm ;
3. Yang berhak mengajukan Herziening adalsh terpidana ataua
shli warisnya.
Sedangkan vyang dapat menjadi syarat materiel untuk
mengajuvkan permintaan peningavankemball sepertl yang disebut-
kan dalam Pasal 263 ayat (Z2) KUHAP, adalah :

a. apabila terdapat kesdaan baru yang menimbulkan dugaan
kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu
sidsng masih berlangsung, hasilnyva akan berups putusan
bebas atan lepas dari segala tuntntan hukum atau
tuntutan penuntut uvmum tidak dapat diterima atau terha-
dap perkara itu diterapksn ketentuan pidana yang lebih
ringamn 3

b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernvataan
bahws sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atav

- keadsan sebagsi dasar atau alasan putusan yang dinvata-
kan telah terbukti itu, ternyata telsh bertentangan
satu samsa lain 3

. apsbila putusan iltu dengan Jjelas memperlihatkan ?5atu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruvan vang nyata.

Selanjutnya dalam ayat (3) Pasal 263 KUHAP menyvatakan :

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebutl pada ayat
(2) terhadap suatu putusan vang telzh mempercoleh kekuatan
hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjavankemball
apabila putusan itu enatu perbuatan yvang didakwakan telah
dinvatakan %erbukti skan tetapi tidak diikuti cleh suatu
pemidanaan.l '

12. Abdul Hakim G. Nusantara, et.al., I b 1 4

13. Abdul Hakim G. Nusantara, et_al., Op. Cit., h. 88.
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Hal ini menurut Andi qimzah dizrtikan untuk rehabilitasi
nama bterdakwa belaka.
Menurut penulis hal tersebut adalah kurang tepat. karena
vang dimaksudkan +idak diikuti oleh suatu pemidanaan
adalah bukan untuk rehabilitasi. Buatu contoh perbuatan
pidana vang terbukti bersalah, tetapli tidak dapat dipidana
misalnya terhadap terdskwa anak, terhadapnya dapat tidak
dipidana melainkan dididik menjadi “anak negara'.

Mengenali pengertian Hersziening tidak dijelaskan dalam
KUHAP, hanya dikatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan vang
telah mempunyai kekuvatan hukum tetap dapat dimintakan penin-—-
jeuankembali kepada Mahkamah Aguﬁg.

Dalam hal ini_ Andi Hamzzh mengatakan bahwa Fenin-
jauvankembali yaitu hak‘terpidana untuk meminta menperbaiki
keputusan Pengadilan vang telah menjadi tetap sebagai &akibat
kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam menjatuhkan
putusannya. Sedangkan 5.M. Amin mengatakan bahwa :

Bilamana suatu vonis yang telah berdaya ujud memenuvhi
beberapa syvarat tertentu maka vonis tersebut dapat dijadi-

kan persoalan ulangan, herziening menurut igtilah BS1ing
vang seharusnya kita sebut tinjauan vlangan.

Pengertian Putusan Pengadilan sebagaimana termuat di

dalam Pasal 1 Butir 11 KUHAP, disebutkan sebagail berikut :

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim vang diucapkzan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemida—
naan atawn bebas atau lepas dari segala tuntu&@n hukum
dalam hal serta yang diatur dalam undang-undang.

14. Andi Hamzah, Pengantar Bukum Acara Pidana Iopdonesis.
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 284.

15. S.M. Amin, Hukum Acara Penegadilan Neegeri, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1976, h. 79.

16. Abdul Hakim G. Nusantara, €t. al., Pp. Cit., h. B.
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Kapan dapat dikatakan suatu putusan telah mempercleh
kekuatan hukum tetar ataw in kracht van gewijsde, KUHAF
maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanasn KUHAP tidak mengaturnya sama sekalil.
tetapi dapat dijumpal dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.
M. 14. PW. 07.03 tzhun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksa-
naan KUHAP.

Dikatakan dalam Keputusan tersebut bahwa Putusan FPenga-
dilan vang telah wempunyai kekuatan hukum tetap adalah apabi-
la waktu berpikir telah dilsmpaui 7 (tujuh) hari setelah
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan 14 (empat belas) hari
setelah Putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Suatu Putusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum
tetap maka pelaksansan dari putusan itu sudah dapat dilaksa-
nakan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAF vang ber—
bunyi : "Pelaksanasan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap di lakukan oleh Jaksa, Vang untuk itu
Panitera mengirimkan salianan surat putusan kepadanya-"17

Dengan demikian Jaksa akan segersa menjalankan tugas dan
kewajibannya yaitu melaksanakan apa:yang sudah diputuskan
oleh Hekim Pengadilan sekalipun terpidana mengsjukan Upaya
Hukum Luar Biasa berupa permintaan'Peninjauankembali kepada
Mahk=zmah Agung. Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak . mem-—
berikan kesempatan terhadap putusan hebas atau. lepas darl

segals tuntutan hukum untuk mengajukan permintaan reninjauan-

17. Abdul Hakim G. Nusantara. et. al., Pp. Cit., h. 80.
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kembali. Contohnya adslah kasus Muchtar Pakpahan.

Menurut penulis hal seperti itu memang masuk akal karena
Lembaga Peninjzusankembalil ini diadakan untuk memperjuangkan
hak dan kepentingan dari terpidana atau shll warisnya.

Tanggapan positif juga diberikan oleh M. Yahya Harahap
dengan mengatakan bahwa : "Apabila seorang terpidana diputus-
kan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, berarti
tidak ada lagi- kepentingan terdakwa yang perlu diperjuangkan
lewat Lembagae Herziening. ~18

Sebagaimana diketahui, Lembaga Peninjauvankemball merupa-
kan salah satu sarana yvang dapat dipergunakan cleh terpidana
atau ahli warisnya untuk mempertahankan hak-hak asasinya,
harkat' serta martabatnya sebagail manusia dari tindakan yang
sewenang-wenang dari para penegak hukum yang sudah menyiwmpang
dari fungsinya baik disengaja maupun tidak disengaja.

Agar suatu ketentuan hukum dapat terlaksana dengen baik
dan efektif maka diperlukan sekali adanya kesadaran dari
penegak hukum dan masyarakat sendiri. Sedangkan kesadaran
hukum tersebut akan timbul apabila masyarakat dan para pene-
gak hukum itu mempunyal pengetshvan hukun, menghayati dengan
benar fungsi serta senantiasa taat terhadap hukum vang berla-—
ku.

Harus juga diakui bahwa peranan pengetahuan hukum sangat

penting karena dengan adanya pengetahuan hukum tersebut akan

18. M. Yahys Harahap, Pembazhasan Permasalahan dan Pener—

apan KUHAP -~ Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h.
1200.
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timbul kesadaran hukum sehinggs wmasyarakat juga akan mengertl
bagaimana caranya memperjuangkan hak-hak mereks termasuk
melaluil Lewbaga Peninjauvankewbali sebagai Upaya Hukum terak-
hir lewat proses peradilan.

Di dalam Kitalb Undang-undang Hukum Acara Pidana, FPasal
2684 ayat (4) dikatakan bahwa :

"Dalam hal pemchon peninjsuvankembali adalah terpidana yang
kurang mampu mamahami hukum, panitera pada waktu menerima
permintasn . peninjsrankembali wajib menanyvakan apakah
alagan ia mengajukan permintggn tersebgt_dan untuk. %}g
panitera membuatkan surat permintaan peninjauvankembali.

Berdasarkan ayaﬁ tersebut 4di atas dapat diketzhui betapa
penting peranan dari Panitera Penga&ilan Negeri dalam memban-
tu rencari keadilan (j&sticiable} guna mengajukan permintasn
peninjauankembali kepada Mahkamah Agung., terutama bagl mereka
vang kuraneg memahesmi hukum.

Dleh karena itu seorang Panitera Pengadilsn Negeri
haruslah orang vang benar-benar memahami dasar-dasar pengeta-
huan hukum. Agar apabila ada pencari keadilan yang kurang
memzshami hukum mengajukan permintaan peninjasuankembali ia
dapst segera menanyakan alasan-alasan dari terpidans untuk
mengajukan permintaan peninjavankembali dan segera membantu
membuatkan surat permintaan peninjauvankembalil.

Yang dimaksudkan dengan mereka yang kurang memahami
hukum adalsh mereka vang tidak termasuk Barjana Hukum atan

Ahli Hukum mauvpun Pengacara. Terhadap golongan ini Panitera

19. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., e, Cif., L. 88.
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Pengadilan Negeri; vang telah memutusksn perkaranyva wajib
membantu mereka untuk merumuskan alassn yang telah dikemuka-—
|

|

kan tersebut ke dalam Surat Permintasn Peninjauvankembalil
|

tersebut. }

Setelah Sura% Permintasn Peninjasvankembali dibuat maka
Ketua Pengadilan?ﬁegeri menunjiuk Hakim yvang tidak memeriksa
perkara semula yaﬁg dimintaksn peninjauankembali itu untuk
memerliksa apakah ﬁermintaan peninjavankembali tersebut meme-
nuhi glasan sebag%imana yvang dimaksud dalam Pasal 263 ayat
{2} Kitabk Undang—%ndang Hukum Acara Pidana.

Adapun maksud pembentuk Undang-undang untuk tidak menun-

juk kembali Hakﬂm yvang sudah pernah meweriksa dan mematus

perkara eemula ygng dimintakan peninjauankembali itu adalah

i
semata-mata untukimenjaga obyektivitas dari pemeriksaan atau

i o
tinjauan ulangan bersebut.“o
Kata-kata ya ﬂg verbunyi : ... menunjuk Hakim yang tidak
|
memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjvankembali itu

\
|
untuk memeriksa é akah permintaan peninjuankembali tersebut

memenuhi alasan—élasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263
ayvat (2,7 meng&ndung pengertian bahwa tugas Hakim yang

=

ditunjuk tersebu§ hanya berwenang wmemeriksa dan menilai’

alapan yang dikémukakan pemohon Peninjauvankembali secara
|

formil saja. Jadi secara materiel Hskim tersebut tidak mem-
|
i v ..

punyai kewenangan untuk menilai dan mengujl kebenarannya.

20. M. Yahya 'Harshap, Qp. Cit., h. 1212.
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Hasil penilaian secars formil tadi dituvangkan dalam

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandastangani oleh Hakim,

Jaksa, Pemohon dan Panitera. Berdsssrksn Berita Acaras terse-

but, dibuat Berita Acara Pendapat vang ditandatangani oleh
Hakim dan Panitera Pengadilsn Negeri yang bersangkutan.

Setelah selesai maka Ketva Pengadilsn Negeri segera

melanjutkan  rermintaan Peninjavankembali yang dilampiri

o
o

rkas perkara semulas, Berita Acars Pemeriksaan dan Berits
Acara Pendapat kepada Mahkamsh Agung.

Mahkamsh Agung-leh yvang berwenang menilail secara materi-—
el alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemchon Peningauvankem—
ball dalam perkara pidana tersebut. Dapat tidaknya permohonan
péninjeauan kembhali tersebut diterima, merupakan kewenangan
dari Mahkamah Agung juga. Namun demikian. Mahkamah Agung
harus menvertakan alasan-alasannya.

Menurut M. Yahya Harshap, sebaikayvas dalam sidang Penga-
dilan untuk memeriksa permintsan Herziening diusahakan untuk
menemikan "kebenaran sejati.” Kebenaran sejati di sini diar-
tikan sebagal kebenaran materiel dari alasan yvang dikemukakan
oleh Pemohon. FPermvlis sendiri dapat menerima pandangan yang
demikian karena hal ini akan menguatkan alasan permintaan
Peninjau&nkembali pemchon, sekaligus membantu Mahkamah Agung
dalam menyelesaikan perkara tersebut, mengingat perkara ysng
harus ditangani oleh Mshkamah Agung begitu banyak dan ssngat

kompleks.




D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penelitian
ini adalah :

1. Untuk mengetahul sampai sejauvh mana berfungsinys lemba—
ga  Peninjauvankembali atau Herziening dalam rangksa
perlindungan Hak Asasi Manusia, dimans hal tersebut
szma sekali belum diatur dalam Herziene Inlands Hegle-
ment (HIR).

2. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan -Mahkamah
Lgung (MA)} dalam mewujudkan berfungsinya lembaga Penin-

Jauankenmbali.

E. Kontril i P 1iti

Penelitian ini sangat penting, karena renulis akan meng-
gali banyvak data tentang penerapan Lembaga Peninjauankembali
atau Hersiening dalam praktek peradilan dan kemuadian penulis
menghubungkan dengan teori—teori disiplin ilmu yang dikemuka-—
kan oleh pakar hukum serta dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku khususnya KUHAP.

Dengan demikian diharapkan akan mendapatkan satu karya
iimiah vang akan berguna bagl perkembangan ilmu hukum pada
vmumnya dan perbaikan penerapan hukum acara khuéusnya masalah
Peninjavankembali/Herziening. Diharapkan pula dapat_merupakan
masukan (input) bagi para penegak hukum dan mendukung' pelak-

ganaan fungsinys dengan baik dan lebih berhati-hati dalam




memutuskan suatu perkars dan akhirnys jaminan dan

dungan hak asasi manusia mendapat dukungan positif.
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Metode Pendekatan

Penelitiasn ini mengegunakan metode pendekatan
normatif, khususnya penelitian hukum positif dan p
uwntuk menemukan hukum inconreto, vaitu merupak

untuk menemukan apakah hukumnya vang sesuvai untuk

kan in concreto guna menyelesaikan suatu perkara

(legal research).

Ditunjang dengan metode pendekatan empiris,

metode pendekatan rasional dan metode pendekatar

yvarig dinamakan metode ilmiah.21

. Penentvan Loksasi Penelitian

Penulie mengadakan penelitian 4di satu lokasi,

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Jenis dan Sumber Data

Jenis data vang dipergunaksn adslsh data

1

J
(N

: perlin-

yuridis

enalitian

s usahsa

diterap-

tertentu

khueuenya

empiris

vaitu di

sekunder,

yvaitu data vang diperoleh melaluil penelitian kepustakaan

sebagail dasar bagi peneliti dalam mengamati dan

sis permasalahan secara lebih obyvektif.

- 921. Ronny Hanitijo Soemitro, s i Pe

dan Jurimetri. Ghalia Indenesisa, Jakarta, 1990, h. 38

wenganali-
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Sumber data diperocleh dari Data Sekunder . vang didapat
dari buku-buku, literatur., Jurnal, peraturan-peraturan,
dokumen—dokumen atau catatan yveng relevan dengsan permasa-—
lahan, meliputi @
a. Data sekunder yang bersifat pribadi, yaitu :
1}. dokumen—-dokumen pribadi,
2). data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di

tempat vang penulis pernah bekerja.

b. Data sekunder vang bersifat publik, yaitu :
1). data arsip,
2). data resmi pada instansi-instansi pemerintah,
3). data yang dipublikasikan (misalnya : Putusan-putusan

Mahkamah Agung).

Untuk penelitian yuridis normatif, strategi yang
digunakan dalam menganalisis data adalah kualitatif-deduk-
tif-verifikatif , vaitu melalui observasi dan analisis,
yvang dilakukan terhadarp aparat penegak hukum seperti Hakim,

Jakes, Panitera Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung.

Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini lébih memfokuskan perhatian pada
data sekunder, maka pengumpulan data d;tempuh dengan pene-—
litian kepustakaan (studi pustaka) dan studi dokumen. Demi
ke lengkapanmya Juga dilskukan penelitian di Pengadilan

Negeri, Kejaksaan Negeri dan Mahkamah Agung.




5. Teknik Anslisis Data

Data vang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk
selanjutnya dilakukan analisis secara analisis komparasi
konstan.

Sedangkan teknik anélisis datanye digunakan analisis
domein untuk mempercleh gambaran atau pengertian yang
bersifat wumum dan relatif menyeluruh tentang apa yang
tercakup di prermasalahan yvang diteliti.

Kemudian peneliti berusaha lebih memfokuskan pada
domein tertentu sehingea diharapksn mempercleh analisis
vang lebih mendalam dan lebih rinci dengan menggunakan
analisis taksonomis.

Kemudian peneliti akan mencoba melakukan analisis
komponensial yang berguna menemukan pengertian yvang kompre-—
hensif, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenali suatu
domein eehingga dapat memshami makna dari masing-masing

domein secara holistik.

G. Sistematika Penuli Tesi

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat bab
denpan masing-masing hab sebagal berikut ini.

Bab I merupakan pendahuluan, yvang di dalamnya meliputi
tentang latar belakang mengapa penulis tertarik meneliti
tentang fungsionsalisasi lembsagsa peninjauvankembali disertal
dengan perumusan masalahnya. Dalam perumusan masalah, ada

dua hal vang menjadi pusat perhatian penulis, vaitu (1)
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apaksh lembaga peninjsuvankembsli sudah berfungsl sebagai
upava perlindungan hak asasi m&nusia dan (Z) apakah Mahka-~
mah Agung sudah mewujudkan peran terhadap berfungsinya
lembaga peninjauvankembali. Dua hal inilah vyang nantinya
akan penulis bahas dalam bab selanjutnya dan akhirnya
diambil suatu kesimpulan.

Bab I akan penulis uraikan tinjauvan umum, yang antara
lain memvat tentang pengertian apakah upayva hukum menurut
KUHAP. Hal ini menjadi dasar bagi penulisan-penulisan
selanjutnya, sebab lembaga peninjavankembalil merupakan
suatu upaya hukum. Upaya hukum yang diatur dalam KUHAP
dibagi menjadi 2 (dua} kelompok besar, yaitu : (1) Upaya
hukum bilasa dan (2) Upaya Hukum luar biasa. Peninjauankem-
bali sendiri termasuk dslam kelompok vang kedua. Dalam
mengajukan peninjauankembali, tidak terlepas peranan dari
panitera pengadilan negeri karena setiap pengajuan penin-
janankembali harus melalul pengadilan tingkat pertama yaitu
pengadilan negeri dan dalam hal ini menjadi tugas dari
panitera. Panitera tersebut kemudian mengirimkannya ke
Mahkamah Agung untuk mendapstkan putusan. Adapun vang dapat
mengajukan peninjauankembali bukanlzah setiap orang, sebab
hal ini sudah ada kriteria-kriteria tertentu yang menjadi
dasar untuk mengajukan peninjavankembalil. Apabila syarat-
syarat dan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan penin-
jaunankembali tersebut ternyata tidak lengkgp, maka hal ini
menjadi tidak dapat diterima cleh Mahkamah Agung. Untuk

itulah maka dalam bab ini hal-hal tersebut akan diuvraikan
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secara rinci.

Dalam Bab III, penulis akan memsparkan hasil renelitlan
dan pembahasan. vang antara lain terdiri dari dua permasas-—
1shan vang dikemukakan dalam sub bab terdahulu. Permasala-
han pertama adalah mengenai apaksh lembaga peningjsuankemba-—
1i sudsh berfungsi sebagal upaya perlindungan hak asasi
manusis. Adapun sub bab vang penulis uraikan untuk menun-
jang permasalahan pertama ini adalsh wmengenai lembaga
peninjavankembali dalam hubungannya dengan perlindungan hak
asasi manusia. Juga diuraikan secara panjang lebar mengenal
progedur Lata cara mengajukan permintaan peninjauan kembali
terhadap putusan yvang telah mempunysi kekuatan hukvin tetap
dan Proses acara peumeriksaan reninjeuan kemball di Mahkamah
Agung. Oleh karena dalam praktek sering terjadil silang
pendapat mengenal apaksah jaksa dapat mengajukan penlinjavan-
hembali atau  tidak, maka penulis skan mencoba sedlkit
mengansl isa  periasslahan tersebut secaré obyektif dnn
transpararn. .

Dsri hasil penelitian dan pembahasan pubusan Mahkamah
Agung tentang peninjavankemball ternyata ada beberapsa macal
putusen Mahkamah Agung tentang reninjauankembali. Ada 4
{empat) macam putusan Mahkamah Agung vang penulis teliti,
vaitu : (1) Putusan yang menyatakan tidak dapat diterimsa,
(2) Putusan menolak peninjavankembali, (3) Putusan menerina
peninjauankembali dan (4) Putusan peninjagankembali Vang
sekaligus terdapat dua putusan Mahkamah- Agung sekaligus.

Keempat macem putusan ini tidak terlepas dari permasslahsn
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kedua vaitu apaskah mahkamsh Agung telah mewujudkan peran
sebagaimana mestinya terhadap berfungsinya lembaga penin—
Jauankembali.

Bab IV, yang meruvpakan bab terakhir dari penulisan tesis
ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari
keselurvhan vraian ini dan selanjutnya disertakan beberapa
saran yang munghin berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya

ilma hukum.




BEAaB IX

TIMJIABAN PUSTAKA

A. Pengertian Uvava Hukum.

Dpaya hukum merupskan sarana yvang sangat penting dalam
hukum acara di dalam mensegakkan hukum. Dengan adanya upaya
hukum ini maka terbuka kesempatan bagi terdakwa ztau terpida-
na atau Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan
atauy putusan Hakim karena tidak merasa puas dengan penetapan
atau putusan Hakim tersebut, yaitu dengan mengajukan suatu
vpays ke Badan Peradilan yang lebih tinggi.

Menurut Erni Widhayanti, dalam bukunya berjudul "Hak-hak
Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP" mengatakan bahwa

Tugas pokok dari Badan Peradilan itu antara lain ialah

1. Menyelesaikan suatu perkara baik perkara pidana

maupun perkara perdata dengan memberikan suatu kepu-
tusan vang adil ;

2. menegakkan hukum ?an keadilan ;
3. membentuk hukum.

Kalsu kita memperhatikan tugas pokok dari Badan Peras-
dilan tersebut di atas, memang rasanya tidak perlu  lagi
adanyz upaya hukum. Namun dalam kenyataannya masih ada
kekurangpuasan dari para pencari keadilan (Justiciable)
dengan putusan yang diberikan oleh Hakim dalam sidang penga-—

er e R Lars a7 aaas mase e e s

i. Erni Widhayanti, 1-hak
KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1983.
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dilan karena merasa tidak =zesnal dengan rasa keadilan atsupun
karens sdanya kekelirvan atau kekhilafan Hakim dalam mewmberi-
kan suatu kepuvtusan.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas. maka pembentuk
Undang-undang memberi kesempatan kepsada peocari keadilan
untuk mengajukan upaya-upays hukum, asgar akhirnya adsa
kepuasan dari semua pihak terhadapr putusan atauv penetapsan
Hakim tersevuat.

Mengenai pengertian dari Upaya Hukum ini, Pasal 1 butir
12 Kitab Undang-undang Hukum Acapa Pidana menentukan sebagail
berikut :

Upayva Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk

+idak menerima putusan pengadilan yvang berupa perlawanan

atan banding atsu kasasi atau hak terpidana untuk menga-

jukan permohonan peninjauvankemballi dalam hal serta
menvrut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam Pedoman Pelsaskssnsoan KUHAP disebutkan sebagai beri-

kut :

Adapun maksud dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya

adalalh :

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi

vang sebelumnys.

2. Untuk kesatuan pendapat dalam peradilan.

Dengan adanva upayva hukum ini ada Jaminan baik bagt

terdakwa moupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut

fakta gan hukum adalah benar dan sejauh mungkin
seragai.

2. Abdul Hakim G. Nusantars, et. al.,EUHAP dan Peratu-
ran-peraturan Pelaksans, Penerbit Djzunbatan, Jakarta, 1986,
h. 6. '

3. Departemen Kehakiman, Pe elak £ »

1982, h. 108.




S
bedangkan Erni Widhayanti, mengatakan bahwa :
Penggunaan dari upaya hukum menurut ketentuan undang-
undang bertujuan agar
1. Diperoleh kesatuan dan kepastian hukum dalam hal,
2. melindungi tersangka terhadapr tindakan—-tindskan yang
bersifat sewenang-wenang dari Hakim,
3. memperbaiki kealpaan-kealpaan atau kesalshan-kesa—
lahan dalam menjalankan peradilan,
4. usaha dari para pihak baik dari terdakwa maupug Joksa
memberikan keterangan-keterangan baru (novum).
Sesual dengan sistematika yvang terdapat dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu UD No. 8 Tahun 1981,

Upaya Hukum itu terdiri dari :

1. Upaya Hukum Biasa.

2. Upayas Hukum Luar Biasa.

Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acarsa Pidana Indonesia,
didapat adanyva 2 (dua) Jjenis Upaya Hukum Biasa, yaltu
1. Terhadap putusan Pengadilan dalam tingkat pertama, yaitu
a. mengajuvkan perlawanan (verseil),
b. mengajukan rermohonan banding (revisi).
2. Terhadapr putusan tingkat banding dengan mengajukan permno-
honan Kasasi maupun Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh

Jaksa Agung.

4. Erni Widhayanti, Op. Cit., h. 88,
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Upaya Hukum Biasa, yaitu :
a. Verzet (perlawanan)
b. Banding
c. Kasasi
Sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

yvang mengatur upays hukum tersebui tidak dijelaskan bahwa

verzet termasuvk ke dalam bagisn mana dari Upaya Hukum. Hanya.

saja di dalam Bab XVI tentang pemeriksaan di sidang Penga-
dilan, Bagisn Keenam paragaraf keduva Pasal 214 avat (4)

sampai dengan ayat (8), masalah verzet ini diatur.

ad a. Verzet (perlawanan).

Yang dimaksud dengan perlawanan (verzet) dalam ketentuan
tersebut di atas ialah hak terdakwa untuk meminta pemeriksaan
ulang perkaranya vang diputus oleh Pengadilan tanpa hadirnya
terdakwa.

Perlawanan (verzet) atas putusan ini hanya dapat berlaku jika
putusan tersebut berupa pidansa perampasSarn kemerdekaan se-—
seorang., sedangkan dengan adanya perlawanan tersebut putusan
di luar hadirnya terdakwa itu menjadi gugur.

KUHAP Jjuga menentukan bahwa jika putusan setelah diajukan
perlawanan masih tetapr berupa perampasan kemerdekaan, terdak-
wa dibenarkan untuk mengajukan Banding. Kalau berubah menjadi
pidana denda, maka langsung kasasi.

Selain itu KUHAP juga mengatur bahwa yang daéat diperikss dan

diadili tanpa hadirnya terdakwa terbatas hanva pada perkara
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"pelanggaran lalu lintas" dan perkara cepat perkara ringan.
Hal ini sesuai dengasn Surat Edaran Mahkamah Agung No. @ Tahun

1985 .9

ad b. Banding
Yang dimaksud dengan Banding dalam Ketentuan KUHAP tidak
dijelaskan sama sekali. KUHAP hanya menjelaskan tentang
pengertian Upaya Hukum seperti yang terdapat di dalam Pasal 1
butir 12 KUHAP.
Pengertian Banding sebenarnya asdalah hak terdakwa atau Penun-
tut Umum untuk menolak putusan Pengadilan dengan tujuan untuk
meminta pemeriksaan ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi,
karena merassa tidak puas atas putusan FPengadilan Negeri serta
menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan Pengadilan
tingkat pertama.
Hak untuk banding ini secara tegas diatur pada Pasal B&Y
KUHAP vang bunyvinya sebagal berikut
"Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali
terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum
vang menyangkut masalah kurang tepatnya pegerapan hukum
dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”
Pernyataan Banding dari pihak terpidana atau Fenuntut Umun

pada umumnya dilakukan oleh Terpidana atau Penuntut Umum .

apabila dirasakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan

5. Suryono Sutarto - Sudarsono, 7 CALS idan
Jilid II. Bshan Ajar Materi Kulish, Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Muria Kudus, Kuduvs, 1999, h. B66.

6. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op, it ., 27.
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Negeri terlalu berat atauvpun terlalu ringan, sehingga tidsk
mencerminkan rasa keadilan, atau &iperkirakan adanya kekhi-
lafan atau kekeliruvan Hakim dalam menjatuhkan putusannya.
Menurut Hermann Mostar dalam bukunya “Peradilan Yang BSesat”,
dikatakan bshwa :
“"Kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan
pidana adalah wajar (Errare Humanum Est) karena Hakim
jugs adalah manusis biasa yang tidak terluput dari
kodratnya berbuat khilaf dan salah, bahkan “Jjustru
manusia itulah sumber dari kedua sifat itu. Dan seorang
Hakim vang adalah seorarg manusia ti?&k selalu menyadsari
telah melakukan kesalahan-kesalahan.
Kekeliruan dan keluputan ingatan para saksi, prasangka dan
pra anggapan mereka dapat mengakibatkan hukuman dan penderi-
taan terhadap Terdakwa, bahkan kekhilafan tersebut dapat
menggiring terdakwa ke muka regu tembak.
Apalagi seorang Hakim hanya ditugaskan untuk memerikss dan
mengadili suatu perkara tidak dapat berbuat lebih dari meni-
lai fakta-fakts dan bukti-bukti yvang dapat diungkapkan adi
muka persidangan oleh Penuntut Umum atau Saksi dan atau
Terdakws. Untuk itulah diperiuvkan adanyahUpaya Hukuvm Baading
guna memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan mauvpun kekurang-
cermatan Hakim Pengadilan dalam tingkat pertama.
Jadi dapat disimpulkan ada dua tujuan diadakannva Banding,
vaitu :
a. Untuk menguji putusan Pengadilan tingkat pertams Eéntang
ketetapan ;

7. Mostar, Hermann, Peradilan Ysne Sesat, FT. Fustaka

Utsma Grafiti, Jaskarta, 1987, Halaman pengantar.
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b. untuk pemeriksasn baru terhadap keseluruhan perkara itu.

Pemeriksasn banding sebenarnyva merupakan suatu penilaian |

baru (Judicium novum}. Jadi, dapat diajukan saksi-saksi

baru, ahli-ahli dan surat-surat baru. KUHAP Jjuga tidak

melarang hal vang demikian, khususnya kalauv dilihat dari
Fasal 238 ayat (4) KUHAP yang berbunyil :

“Jika dipandang wperlu Pengadilan Tinggl mendengar

gendiri keterangan terdakwa atau saksi atau  penuntut

umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat

panggila kepada mereka tentang apa vang ingin diketa-
huinya.”

Begitu pula Pasal 240 ayat (1) KUHAP turut mendukung kesim-
pulan tersebut di atas, yang berbunyi :
“Jika Pengadilan Tingei berpendapat bahwa dalam pemerik-
BAaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam
penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada vyang
kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu
keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk

memperbaigi hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya
sendiri. ™

Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa acara pemeriksaan
pertama tetap menjadi dasar pemeriksaan Banding kecuali kalau
ada penyimpangan-penyimpangan dan rerkecualiannya.

Dari pengamatan selama penelitian, tenyata seringkali terjadi
Terdakws atau Penuntut Umum vang merasa dirugikan oleh adanya

putusan Pengadilan tingkat pertama mengajukan - permohonan .

8. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cit , h. 79.

9. Ik i d h. 80.
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Banding ke Pengadilan Tinggi sekalipun rutugan Fengadilan
negeri telah mencerminkan adanyva keadaan denmikian, penulis
melihat bahwa kesadaran masyarakat di era reformasi ini
terhadap hak dan kewadibannya untuk menemukan keadilan dan
kebenarsn semakin nyata, mereka tidak cepsat puas terhadap
prutusan Pengadilan Negeri saja.

Dengan adanya lembaga Banding ini hendsknya Jangan
diartikan bahwa Hakim Pengadilan tingkat Banding tersebut
lebih ahli/pakar dari Hakim Pengadilan Negeri, tetapi tingkat
Banding hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atsau
kekhilafaﬁ dari Hakim pehgadilan tingkat pertamsa. Tidak
jarang terjadi bahwa putusan Hakim pada tingkat Banding
dibatalkan oleh Hakim pada tingkat Kasasi dan membenarkan
putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan tTingkat
rertama. Ini merupakan bukti bshwa Hakim pada Pengadilan
Banding bukanlah merupakan Hakim yang lebih ahli/pakar.

Permohonan untuk menyatakan Banding terhadapr putusan
Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 67 Jjuncto Pasal 233
KUHAP. Dari Pasal 67 KUHAP daspat disimpulkan bahwa pada
asasnya hanya putusan pidana pada Pengadilan tingkat pertama
sajs, vang dapat dimintakan Banding ke Pengadilan Tingegi oleh
Terdskws atau vang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut
Umum dengasn beberspas pengecualian, sebagal berikut
a. Putusan bebas (vrijspraak) ;

L. lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang
tepatnya penerapan hukum ;

c. putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa denda.
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Sedangkan dari Pasal 233 KUHAP dapat disimpulkan bahwa :

a.

b.

Banding dapat dilakukan oleh Terdakwa atau vyang khusus
dikvasakan untuk itu. |
Penuntut Umum.

Tenggang wakitu Banding adalah tujuh hari setelah putusan
dijatuhkan, atau sesudah putusan diberitahukan kepada
Terpidana yang tidak hadir.

Paniters membuat surat keterangan dan ditandatangani oleh
Pemohon dan Panitera. Kepada pemohon diberikan
tembusannya.

Pemohon yang tidak menghadap dicatat oleh Panitera diser-
tai dengan alasannya dan dilampirkan dalam berkas serta
ditulis dalam daftar perkara pidana.

Permintaan Banding vang dilakukan oleh Penuntut Umum dan
atau Terdakwa sekaligus, Panitera memberitahukan kepads

masing-masing pihak.

Adalah tidak masuk akal bilamana ada Terdakwa yang dibebaskan

atau lepas dari segala tuntutan hukum akan mengajukan Banding

karena dengan sendirinya isa akan senang hati menerima putusan

tersebut. Sedangkan tidak dibenarkannya Banding dalam perkara

ringan dimaksudkan, karena

sifatnya sederhana dan pembuktiannya mudah,
tidak banyak memakan waktu,
ancaman pidananya tidak terlalu berat yang biasanya berupa

denda.
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Mermurut Pasal 241 KUHAP terhadar rperkars-—perkara vang
diajukan Banding putusan Fengadilan Tinggi dapat berupa :
a. Menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertams,
b. mengubah putusan Pengadilan Negeri,
c. dengan mengadili sendiri akan membatalkan putusan Penga-

dilan Negeri.

Jika Terdakws vang dipidana itu ada dalsm tahanan Pengadilan
Negeri pada saat pemeriksaan tingkat Banding., maka Pengadilan
Tinggi dalam putusannysa dapatb memerintahksan apaksh terdakwa

perlu tetap ditahan ataukah dibebaskan.

ad c. Kasasi.

Perkataan Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu
cassation vang berarti memecah. Asal kata cassation adalah
caster. Dalam hal ini semua berasal di tangan raja hegerta
dewannya vang disebut Consell du roi. Lalu dibentuk suatu
hadan khusus setelah runtuhnysa kerajaan Perancis dalam euatu
Revolusi Perancis. Badan kbusus tergebut bertugas wmenjaga
kesatuan venafsiran hukum. Jadi merupaksn badan antara  yvang
menjembatani pembuat Undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Karens Negeri Belanda pada Jaman Napocleon berkuassa
dijajah cleh Perancis. maka lembaga Kasasi ini berpengaruh di
negeri Belanda yang akhirnya masuk pula ke Indonesia melalui
asas konkordansi, sawmpal terakhir Indonesia sendiri berhasil
membuat cuatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, lembaga

Kasasi ini masih diatur.
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Menurut kamus hukum karangan Sudarsono, Kasasi adalah
pembatalan/pemerikeaan keputusan dari pengadilan-rengadilan
bawzhan oleh Mahkamah agung.lo

Sedangkan pada kamus Istilah Hukum, Fockoma Andreze,
dimuat arti Ekasasi sebagai berikut :  "Cassatie, Lkasasi,
pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan Hakim
rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan
peradilan."ll
Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamazh Agung, bahwa Mahkamah Agung-lah yang
bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan
Kasasi. Hal ini tersimpul dari Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985, yang berbunyi : “"Kagasi adalah
pembatal putusan atas penetapan pengadilan-pengadilan dari
semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan
tevakhir.“lz

Kalau ditinjau dari sisi pihak Terdakwa ataun Penuntut
Umum maks Kasasi adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk

meminta pembatalan atas :

putusan atau penetapan Pengadilan lain dalam tingkat

iy

peradilan yang terakhir ;

10. Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1998,
h. 214.

11. Leden Marpaung. Perumusan Memori Kasasi, Peninjauan-
Kembali Perkars Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 3.

12. Kejaksaan Agung R.1L., i e

e ejaksas , Penerbit Kejaksaan Agung RI,
Jakarta, 1995, h. 480. .
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b. penetaran dan rperbuatan-rerbuatan lain dari Pengadilan

lain dan para Hakim vang bertentangan dengsan hukum.

Hal ini ditegaskan oleh Yahya Harahap, bahwa "Mahkamah Agung
adalah persdilan kasasi bagi semua lingkurnigan peradilan.“l3
Pasal 244 KUHAP menegsasken bahwa : "Terhadapr putusan perkara
pridana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan
lain daripads Mabhkamsh Agung. terdakwa atau penuntut uwmum da-—
pat mengajukan permintsan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Jadi terhadap semua
putusan perkara pidana pada tingkat terakhir selain dari
putusan Mahkamah Agung sendiri, dapat diajukan permintaan
pemeriksaan Kasasi baik oleh Terdakws ataupun coleh Penuntut
Umum kecuali putusan bebas. Permintaan Kasasi ini tanpa dida-
sarkan pada syarat serta keadaan tertentu terhadap semua
perkara pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat
terakhir dapat diajukan pemeriksaan Kasasl kepada Mohkamsh
Agung.
Yahya Harsahap, berpendapst bahwa :
Ini berarti Terdakwa dan atau Penuntut Umum dapat menga-
juksn permintaan Kasasi kepada mahkamah Agung terhadap
semua putusan perkars pidana vang diambil oleh peradilan
tingkat terakhir yang dapat berupa :
a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan
terakhir.
Jenie perkars vang diperiksa dan diputus oleh Penga-
dilan pada tingkat pertama dan terakhir 5ekdllgu5 ia—

lah perkara-perkata “tindak pidana ringan’.
b. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding.

13. Yahya Harahap, FPembahasan Permasalahan dan Penerc
apan KUHAP Jilid IT, Pustaka Kartini, Jsksrta, h. 1098.

S e e T T e s e
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Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat Banding adalah
putusan Pengadilan pada tingkat terakhir.

Karena itu terhadap semua putusan Pengadilan tingkat
Banding dapat mengajukan Kasasi kepads Mahkamah
Agung.
Bahkan dalam praktek hampir terhadap semua putusan
tingkat Banding selalu diajukan permintasasn Kasasi.
Setiap pihak vang merasa tidak puas terhadar putusan
vang diambil penga%;lan tingkat Banding., mereks dapat
mengajukan RKasasi. 4
Alasan-alasan yang dapat digunskan untuk mengsjukan
rermohonan kasasi sesual dengan Pasal 253 ayat (1)  EKUHAD
secara limitatif sudah disebutkan. Berarti pemerikssan ting-
kat Kasasi vang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus berpedo-—
man pada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu pula

Pemohon Kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan Kasa-

sinya bertitik tolak dari alasan—-alasan vang disebutkan dalam

Pasal 253 avat (1) KUHAP tersebut. Yang haruse diuvtarakan

dalam Memori Kasasi ialah keberatan atas putusan Pengadilan

vang 1isinya wmengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak
dibensrkan oleh Pasal Zb3 avat (1; tadi.

Alasan Kasasil yang dibenarkan atau diperkenankan oleh Pasal

2R3 ayst (1), terdiri dari :

a. apakah bhenar suatu peraturan hukum tidak diterarkan
atau diteraprkan tidak sebagaimana mestinyva ; '

. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan
menurut ketentuan undang-undang ;

c. apakah ?@nar pengadilan telah melanmpaui batas wewe-—
nangnya. ~- .

4. I b i d, h. 1101,
16. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cit., h. B4.
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Penentuvan alasan Kasasi yang limitatif inil dengan sendirinya
serta sekaligus merupzakan batasan bagl wewenang Mahkamah
Agung untuk melakukan pemeriksaan RKasasi harus bensr-benar
memperhatikan keberatan Kasasi yang disampaikan dalam Memori
Kasasi agar keberatan-keberatan terssbut dapat mengenai
sasaran yang ditentukan dalam Pasal 283 ayat (1) KUHAP.
Menyimpang dari maknz dan jiwa vang terkandung dari ketiga
alasan tersebut, akibatnya tidak akan diperhatikan dan tidak
akan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedapat mungkin pemohon
Kasasi dapat memperlihatkan dalam Memori Kasasinva hahwa
bahwa putusan Pengadilan yang dikasasinya mengandung keke-
liruan sebagaimana vang disebutkan secara tegas dalam Pasal
30 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
vang berbunyi :
a. pengadilsn tidak berwenang atsu melampaul batas
wewenangnya ;
b. salah menerapkan atzu melanggar hukum yang berlaku
c. lalai memenuhi syarat-syarat yvang diwajibkan oleh
geraturan perundéng—undanggn vang mengancam kei%laian
itu dengan batalnya putusan vang bersangkutan.
Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahka-
mah Agung dalam melakukan pemeriksaan Kasasi tidak meneliti
kese luruhan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggil.
akan tbtetapli tugas dari Mahkamah Agung terbatas psda menye-—
1idiki apakah putusan itu bertentangan hukum atan tidak atau
cara—cars mengadili sudah benar atau tidak ateu cara-cara

-

mengadili sudah benar atau tidak atau apakah Pengadilan telah

16. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Loc. Cit.
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melampaui batas wewenangnya atau tidak 7. Jadi, Mahkamsh
Agung dalam memeriksa perkars dalam tingkat kasasi tidak akan
menilai fakta-fakta atzu berat ringannya hukuman.

Karena penilaian fakta—-fakta (Judex facti) atau berat
ringannya hukuman menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau

Pengadilan Tinggi.

Menurut Erni Widhayanti. bahwa :

Dalam tingkat Kasasi, seperti putusan Mahkamah Agung
diberi kekuasaan dan pengaruh vang cukup besar serta
mempunyai sifat menciptakan suatu peraturan, meskipun
kekuasazn tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat
karena mengingat adanya kebebasan Hakim. Harus diakui
bahwa putusan Hakim Kasasil amat penting dan memegang
peranan dalam penciptaan hukum (rechtshepping}, pemben—
tukan hukum (rechtsvorming) atau mempertahankan hukum
(rechtshandhaving).

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasasi dapat

berupa :
a. peranyataan permohonan Kasasi tidak dapat diterima ;

L. penclakan permcohonan Kasasi ;

c. mengabulkan permohonan Kasasi.

Yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dalam permintaan

kasasi, meliputi 2 (dua) hal, vaitu :

17. Erni Widhayanti, Op. Cit., h. 112,




1). Persvaratan formil ; dan

2}. Persyaratan materiel.

Arabila syarat formil tidak dipenuhi. maka Mahkamah

Agung akan mengambil putusan yane menvatakan permohonan

kasasi tidak dapat diterims. Sebagal ketiasdaan syarat formil

dapat dikemukaksn di sini misalnya :

1.

Arabila permohonan kasasi dizjukan langsung ke Mahkamah
Agung (Putusan MA Tgl. 10-3-1959 No. 2 K/Kr/1958}) ;
Apabila permohonan kasasi diajukan oleh secreng wakil

tanpa ada surat khusus (Putusan MA Tgl. 11-9-1858 No. 117

K/Kr/1958) ;
Apabila permohonan kasasi diajukan melampaui tenggang
waktn (Putuesan MA Tgl. 12-38-1974 No. 521 K/Kr/1874)} ;
Apabila permohonan kasasi tidak disertai risalah kasasi
(Putusan MA Tgl. 30-9-1975 Neo, 20 K/Kr/1975H)

Apabila risalah kasasi diajukan melampaui tenggang waktu
(Putusan MA Tgl. 10-2Z-1968 No. 92 K/Kr/1867)

Apabila terdskws mengajukan kasasl sedang ia tidak pernah
banding (Putusan MA Tgl. 20-1-1958 No. 235 K/Kr/18957) ;
Apabila terdakwa tidak mengajukan perlawanan (verzet)
terhadap putusan verstek (Putusan MA Tgl. 17-5-1958 No. 66
K/Kr/1858) ;

Apabila permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan
(akhir) Pengadilan Tinggi (Putusan MA Tgl. 24-8-1955 No.

36 K/Kr/195656).
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Apabila syarat formil sudah terpenuhi, tetapi sebaliknya
syarat materiel tidak terpenuhi., maka Mahkamah Agung akan
mengambil putuvsan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi
ditolak. Dalam hal ini vaitu apabila Mahkamah Agung berpenda-
pat bahwa keberatan—keberatan yang diajukan oleh pemohonan
kasasi sebagai alasan kasasinya tidak dapat dibenarkan oleh
karena judex-facti tidak salah dalam menerapksn hukum pidana
materiel atau tidak salah dalam menerapkan hukum acara pidana
ataupun tidak melampsui batas wewenangnya (Pasal 253 ayat (1)
KUHAP).
Sebagai contoh misalnya alasan kasasi vang bukan merupa-
kan salah penerapsan hukum, antara lain
1. Dalam perkara menyimpan senjata api tanpa hak bahwa
pistol vyang bersangkutan sudah rusak dan tildak dapat
ditembakkan (Putusan MA Tgl. 15-2-1856 No. 87 K/Kr/1954) ;

2. Berat ringannya pidana dalam batas maksimum yang ditentu-
kan dalam Undang-undang (Putusan MA Tgl. 26-6-1972 No. 15
K/Kr,/71870) 3

3. Hal-hal vang tidak menyangkut pokok perscalan (Putusan MA
Tgl. 31-5-1972 No. B9 K/Kr/1870) ;

4 Alasan merasa keberatan atau alasan. sewmacam itu (Putusan
MA Tgl. 13-1-1971 Bo. 9 E/Kr/1970) ;

5_ Novum (Putusan MA Tgl. 13-1-1971 No. 101 K/Kr/1969) ;

6. Hal-hal vang bertentangan dengan keterangannya di persi-

dangan (Putusan MA. Tgl. 7-2-1970 No. 63 K/Kr/1863).




Apabila permohonan kasasi tersebut benar-benar telah
memenuvhi syarat formil dan materiel, wmaka mahkamah Agung
mengabulkan kasaszi tersebut dan Mahkamazh Agung membatalkan
{(mengkasasi) putusan pengadilan yang dimintakan kasssl terse-
but.

Menurut Pasal 2585 ayat (1) KUHAP, dalam hal suatu putu-
san dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung menga-
dili esendiri perksrsa tersebut. Dalam hal mengadili sendiri
ini, maka putusan Mahksmah Agung dapat berupa putusan bebas,
lepas dari segala tuntutan hukum atauvpun pemidanaan, tuntutan
jakea tak dapat diterima, dakwaan batal.

Sedangkan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara
mengadili tidak dilaksanakan menuvrut ketentuvan undang-undang
(vormverzuim), Mahkmah Agung akan memetapkan disertal petun-
juk agar pengadilan yang mematue perkara vang bersangkutan
memeriksanya lagi mengenal bagian yang dibatalkan, atau
herdasarksn alasan tertentu Mahkamsh Agung dapat menetapkan
perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan eetingkat yang
lain {Pasal 255 KUHAP avat (2)}.

Sedangkan menurut ayat (3) Pasal vang sama menyatakan
bahwa dalam suatu hal putusan dibatalkan karensa pengadilan
atau hakim vang bersangkutan tidsk berwenang mengadili
perkara tersebut, maks Mahkamah Agung menetapkan pengadilan

atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut .




Dpaya Hukum Luar Biasa tercantum di  dalam Basb XVIII

KUHAP. Upaya ini merupakan pengecualian dan penyimpangan dari

Upaya Hukuvm Biasa, yakni Upsya Hukum Banding dan Kasasi.

Putusan Pengadilan yang dimochonkan Banding atau Kasasi belum

merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat

diasjukan terhadap semua putusan Pengadilan baik oleh Terdakwa
maupun Penuntut Umum.
Lain halnya dengan Upaya Hukum Luar Biasa. Dalam Upaya

Hukum Luar Biasa :

1. diajukan dan ditujukan terhadap semua putusan pengadilan
vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

2. dan wupaya hukum ini hanya dapat ditujukan dan diajukan
dalam keadaan tertentu sebagai syarat yvang mungkin  dapat
diajukan upava hukum luar biasa ;

3. upaya ini diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa
serta diputus coleh Mahkamah Agung sebagal instansi yang
pertama dan terakhir.

Disamping perbedaan tersebut terdapat Jjuga persamsan

antara Upayva Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Persa-

Maa vang praling penting dan utama sama-sama  bertujuan

untuk :
1. Mengoreksi dan meluruskan kesalshan yang terdapat dalam

putusan pengadilan di bawahnya.




87
2. Penglurusan kesgalahan tersebut dimakeudkan demi tegaknyva
hvkum dan kebenaran serta keadilan.

Mengenai Upaya Hukum Lnar Biasse sebagaimana  terdapat
dalam Bab XVIII KUHAP tersebut digolongkan menjadli 2 (dua)
bagian, vaitu : |
Bagian Kesatu i1alah Peneriksasn Kasasi Demi Kepentingan

Hukuimn.

Bagian Kedus islsah Peninjavankemball Putusan Pengadilan Yang

Telsh Mempercleh EKekuatsan Hukum Tetsp.

Dalam Sub Bab ini penulis akan membshas Baglan Kesatu dari
bab XVIII KUHAP, vaitu Pemeriksaan Kasasli Demi Kepentingan
Hukum, sedangkan pembahasan Bagian Kedua mengenai Peninjauvan-
kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan
Hukum Tetap akan pernulis uvraikan pada bagian berikutoya.
Pemeriksaarn Kasasi Demi Kepentingan Hukum (casatie in
het belang van het recht) merupskan salah satu Upaya Hukum
Luar Biasa vang diajukan terhadap semus putusan pengadilan
vang telah memperoleh kekuatan hukuwn tetap dari putusan
Pengadilan selain putusan Mahksmah Agung.
Ini berarti Kasasi Demi Kepentingan Hukum terhadap putusan
Pengadilan vang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetar hanyva
terbatas pada putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Penga-
dilan Tinggi. Sedangkan terhadap Putusan Mahkamah Agung vang
telah menperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat» diajukan

Upays Hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
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Tentang pejabat vang berwensng atav vang berhak mengajukan
Kasasi Demi Kepentingan Hukum diatur dalam Pasal 259 ayat (1)
KUHAP vyakni Jaksa Agung karena Jabatarmya. Cleh karena itn

Kasasi Demi Kepentingan Hukum sering juga disebut “Kasasi

Menurut Pasal 259 ayat (2) KUHAP, putusan Kasasi Demil
Kepentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak yang herkepen-
tingan. Jadi apabila suatu perkara sudah diputus dengan
putusan vang sudah berkekuatan hukum tetsap, dalam arti

putusan itu tidak darat lagi diperbaikil melalul uvraya hukum

. biasa, maka dengan diajukannya Kasasi Demi KEepentingan Hukum

oleh Jakea Agung dan sekalipun Mahkamah Agung sependapat
dengan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Agung bahwa terdak-
wa benar-benar bersalah, namun untuk memidananya Mahkamah
Agung terbentur oleh Pasal 259 ayat (2) KUHAP itu. Yang dapat
dilakukan oleh Mahkamah Agung hanyalah menunjuvkkan kesalahan
tersebut serta memberikan penegasan bagaimana penerapan hukum
vang semestinya dilakukan dalam perkara vyang bersanghkutan.
Jadi Mahkamah Agung tidak dapat merubah, wmisalnya putusan
pembebasan menjadi putusan pemidanaan.

Batasan yang dapat diambil sebagai patokan dalam menen-—
tukan kepentingan Terdakwa dalam susatu putusan Kasasi Demi

Kepentingan Hukum adalah :

18. Andi Hamzah - Irdan Dahlan, Loc. Cit., h. 112.
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1. tidak menjatuvhkan putusan pemidansan atas rutusan pembe-
basan ;
2. tidak memperberat pidana dari apa vang telah dijatuhkan
dalam putusan vang dikasasi demi kepentingsn hukum ;
3. tidak boleh wencabut hak perdata tervdakwa jika hal itu

tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.

Jadi Kasasi Demi Kerentingan Hukum atas permohonan Jaksa
Agung haﬁya semata-mata uvntuk kepentingan hukum dengsn tidak
merugikan pihak yang berkepentingan.

Atau wmenurut beberaspa penulis, bahwa “sebagai upava hukum
mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh Pengadilan.“lg

Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini baru akan diajukan oleh
Jakea Agung apabila ada sesuatu yang merugikan hukum atau ada
permasalshan hukum yang terjadi. Maka permagalahan tersebut
diserahkan hkepada Mahkamah Agung untuk memutuskan dan hasil
putusan tersebut nantinya akan dijadiken patokan oleh Hakim
vang lebih rendah tingkatannva.

Sebagaimana vang telah disebutkan di atas, hbahwa prutusan
Kasasi Demi Kerentingan Hukum tidak boleh merugikan pihak
lain vang berkerentingan. Dengan rerkatasn lain, Kasasi Demi
Kepentingan Hukum tidak akan mengubah putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak mempunvai akibat
hukum bagi Terdakwa. Putusan Hakim yang telah mempunvai

19. Andi Hamzah, £ L cara Pids donesia,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984 h. 77.
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kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)} tersebut tetap
berlaku walsupun putusan tersebut diﬁétalkan oleh Mahkamah
Agung. Karena Kasasi ini hanya semata-mata untuk kepentingan
hukum agar tercipta adanya kesatuan penafsiran Undang-undang
serta adanya kesatuan dalam cara melaksanakan Undang-undang.

Dengan demikian putusan Kasasi dari Mahkamah Agung
diharapkan wmenjadi pedoman bagi Hskim—hakim Pengadilan yang
lebih rendah tingkatannys untuk tidask melakukan kesalahan-
kesalahan yang sama baik dalam penafsiran maupun penerapan
Undang-undang. Hal ini juega skan menjadi jawaban bagi keragu-
raguan atau hal-hal vang dipermasalahkan oleh Hakim-hakim
Pengadilan, Jjika terjadi Mahkamah Agung dalam putusannya
membatalkan putusan Pengadilan yang lebih rendah itu. Sehing-
ga kesatuan hukum dan kepastian hukum bisa tercapal sekaligus
berarti juga tegaknya hukum dan keadilan.

Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Kasasi Demi
Kepentingan Hukum ini baik KUHAP maupun Pedoman Pelaksanaan
KUHAP ataw Tambzhan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tidak menga-
turnys sama sekali. Menurut pandangan penulis, pembentuk
Undang-undang tidak membatasi tenggang waktu untuk melakukan
Kasasi Demi Kepentingan Hukwn. Hal ini penulis simpulkan dari
motivasi atan tujuan diadakannya Kasasi Demi Kepentingan
Hukum ini, vaitu agar suatu putusan yang salah tidak berlang-
sung berlarut-larut. Dengan kata lain, mengoreksi putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah

in kracht van gewiljsde.
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Kalau hal ini kita analogikan dengan ketentuan Pasal 264 ayat

(3) KDHAP maka dspat disimpulksn beberapa hal seperti berikut

ini, yaitu :

i. Baik upayva Hukum Kasasil Demi EKepentingan Hukum maupun
Upays Hukum Peninjousnkemball merupakan rumpurnl YANg sama
dalam lembaga Upaya Hukum lvar Bilassa.

2. Seprerti sudah disebutkan motivasi dan tujuan keduanya Jjuga
sama, vakni mengoreksi putusan Pengsdilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap.

3. Basarannya Jjuga sama, yaknl memeriksa putusan FPengadilan

vang sudsh berkekuvatan hukum tetap.

Bertolak dari pemikiran di atas, penulis cenderung berpenda-
pat bahwa permohonan Keasi Demi Kepentingan Hukum dapat
diajukan oleh Jaksa Agung kapan saja tanpa dibatasi oleh
suatu tenggang waktu fertentu terhadap putusan Pengadilan
yang sudah berkekuatan hukum tetap. vang terhadapnya sgudah
tertutup pintu bagi Upaya Hukum Biasa baik melalui Banding

maupun Kasasi.

" Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acera Pidana Indone-

sia, vaitu Undang-undang Nomor 8 tzhun 1981 tidak diberikan
definisi ataw batasan yang jelas tentang pengertian dari
Peninjauankembali putusan Pengadilan yang telah mempertoleh

kekustan hukum tetap. Oleh karena itu rengertian Peninjsauan—~
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Putusan Fengadilan adalah pernyataan hakim vang diuvcap—

kan delam sidang pengadilan terbuka, vang dapat berupa

remidarnsan atau bhebas atan lepas dari zegala
tuntutan .fHZ1

hukanm dalam hal girta menuvrut cara vang diatur dalam

undang-undang ini.

Berdasarkan uraizn di atas, belum didapatkan penjelasan
atas kata-katza atau istilah dari "Peninjanankembali’” atau
“Herziening' sebagsaimana terdapst dalam Pasal 263 ayat (1)
KUHAP. Istilah Peninjauankembali yvang sekarang dipergunakan
dalam KUHAT  tersebut dikenal di  dalam Peraturan Mahkamsh
Agung No. 1 Tahun 1968, Undang-undang Ne. 14 Tahun 18970
khususnya Pasal 21 dan terakhir Mahkamah Agung mengeluarkan
PERMA Nomor 1 Tahun 1980 pada tanggal 1 Desember 1880 yang
mengatur tentang Peninjauvankembali sebelunm adanyva KUHAP.
Tetapi ketentuan perundang-undangsn tersebut di atas tidak
diberiksn rengertian yvang tegas tentang apa yvang dimaksuvdkar

tentang peninjavankembali itu. “"Bahkan di dalam Reglemen op

de Strafvordering (Staatsblad nomor 40 jo. 57  tahun 1847}

tidak mungkin dicari pengertian dari kata-kata tersebut,r

sebab Pasal 356 hanys menyvebutkhan “Herziening van een Iin

-
kkracht van gewlijsde. 22

Menurut 5.M. Amin,

Bilamana suatu vonis yang telah berdava ujud memenuhi
beberapa syarat tertentu, maks vonis terscbut  dapat

21 . Abul Hakim G. Nusantars, et. al.,Losz (8]

22 Hadari Djenswi Tahir, Bab Tentang Herzienineg di
Dalzm KUHAP. Penerbit Alvmni, Bandung, 1982, h. 25.




Putusan Pengadilan adalah pernyvataan hakim yang diucz;—
kan dalam sidang pengadilan terbuka, yvang dapat berupa
pemidansan atau bebas atau lepas dari segalsa
tuntutan .THIL

h?kup dalam ha% Eﬁrta menurut cara yvang diatur dalam

vndang-vndang ini.

Berdasarkan uraisn di atas, belum didapatkan penjelasan
atas kata-ksta atau istilah dari  "Peninjauvankembali” atau
“Herziening' soebagaimana terdapat dalam Pasal 263 ayat (1)
KUHAP. Istilah Peninjauvankembali vang sekarang dipergunakan
dalam KUHAP £ersebut dikenal di dalam Peraturan Mahkamsah
Agung No. 1 Tahun 19689, Undang-undang No. 14 Tahun 1870
khususnya Pasal 21 dan ferakhir Mahkamah Agung mengelunarkan
PERMA Nomor 1 Tahun 1980 pada tanggal 1 Desember 1960 vyang
mengatur tentang Peninjauvankembali sebelum adanya KUHAP.
Tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas tidsk
diberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimskasudkan
tentang peninjauankembali itu. "Bahkan di dalam Reglemen op
de Strafvordering (Stastsblad ncomor 40 jo. 57 tahun 1847)
tidak mungkin dicari pengertian dari kata-kata tersebut,
sebsb Pasal 356 hanya menyebutkan 'Herziening van éen in

- 'Yl q
kracht van gewliljsde. 22

Menurut 5.M. Amin, :

Bilsmana suatu vonis yang telah berdava ujud memernuhi
beberapa. syvarat tertentu, maka vonis tersebut dapat
21_ Abul Hakim G. Nusantara, et. 2l Log, O3t

29 Hodsri Dienawi Tahir. Ba entsa erzieni 1]
Dalam KUHAP, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, h. Zb.
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dijadikan persoalan nlangsn, “herziening” menurut isti-
lah asing, yang seterusnva akan kita sebut “tindauan
wlangan". Di sini dapat diartikan bahwa "tinjauvan
g%angan“ identik dengan pengertian ‘“peninjavankembali. "

Lebih lanjut Erni Widhayanti, mengatakan

Adapun yang dimaksud dengan Peninjauvankembali rutbusan

adalah upaya hukum luar biasa, dalam pengertian ia atau

mereka hany% %a?at dil%kukan tergidap rutusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai -apa vang diartikan dengan perkatasn “telah
memperoleh hekuatan hukum tetap” di dalam KUHAP juga tidak
ada penjelasannya. Perkataan tersebut di dalam ilmu perngeta—
huan hukum disebut dengan istilah “in kracht van gewijsde™
vang diterjemahkan “menjadi tetap"” atau tak dapat diubsh
lagi. Di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan FPedoman Pelaksanaan
KUHAP, dikatakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap adalah apabila tenggang waktu berpikir

telah melampaui 7 (tujuh)} hari setelah putusan pengadilan

tingkat pertamsa dan 14 {empat belas) hari setelash putusan

pengadilan tingkat banding.

Bertitik tolak dari uvursaian di atas dapatlsh disimpulksan
bahwa yang dimaksud dengan "telah mempercleh kekuatan hukum
tetap” adalah suatu Putusan Pengadilan vyang tidak dapat

diubah lagi dimana Upaya Hukum Biasa untuk mengadakan peru-~

23. Amin, 5.M., Huhuni_&cﬁm_f’ﬁnggdllan_&&ge_nl Pradnya
Paramita, Jakarta, 1976, h. 76.

24. Brni Widhayanti, Leo. (it
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bahan itu, balk beruvpa Banding, Perlawanan/Verzet dan XKasasi
tidak mungkin dilskukan lagi, baik oleh karena pernah dilsasku-
kan tetapi tidak berhasil maupun disebabkan oleh karena
tenggang waktunya telah berakhiz.<

Terhadap putusan yang demikian sudah dapat mengajukan permo-
honan Penindauankewbali atawn Herziening.

Jadi pengertian Herziening sebhagaimana yvang diatur dalam
hukwe acara pidana dapat diartikan sebagai upava hukum luar
biasa vang mengatur tentang bagaimana melakuksn penin-—
Jauvankemball terhadap putusan pengadilan vang telah mempero-
leh kekuvatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde. Dengan
perkataan lain Peninjauvankembali adalah sustu upaysa hukum
vang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau peru-
bahan terhadap putusan Hakim vang pada dasarnya sudah tidak

dapat diganggu gugat.

Lembags Hevziening di dalam hukum diartikan sebagai
suatu upava hukum vang mengatur tentang tata cara untuk
melakukan peninjauvankembali  suatu putusan Pengadilan vyang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lembaga ini merupsakan
turunan dari sistem Hukum Perancis dan kemudian lembaga
Herziening ini dimasukkan dalam hukum acara di Negeril Be landa

melalui asas konkordansi, sebab pada waktu itu Negeri Belanda

25 _ Hadari Djenawi Tahir, Op. Cit., h. Z26.
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merupakan jajahan Bangsa Perancis. Dari Negeri Belanda lemba—
ga ini dibawa masuk ke negara Indonesia vang ketentuan
acaranys terdapat dalam Reglement or de Strafvordering (RS5v)
Staatsblad Nomor 40 jo. Nomor 57 Tahun 1847 yang tercantum di
dalam Titel XVIII Pasal 356-360, vyang konkordans dengan
Wetboek van Staafvordering (WVs) di dalam Titel XViii, Pasal
457-481. Secars kebetulan lembaga Herziening ini juga diatur
dalam Bab XVIII, vang dimulai dari Pasal 263-2869 KUHAF yang
perlaku di Indonesia.

Herziening ini tidak terdapat ketentuannya di dalam HIR
atau RBg. Hal ini memang dapat dimengerti karena "kedua
reglement ini hanya mengatur tentang tata cara peradilan bagi
Fengadilan “inlander  (peradilan landraad) dan Pengadilan
Bumiputera lain yang lebih rendah (Inlandsce rechtbanken}."zs
Sedangkan tata cara peradilan Banding menjadi wewenang dari
Raad van Justitie yang diatur dalam RSv. Lembaga Herziening
ini kalau dilihat secara hirarki harusnya ditangani oleh
Hoogerechtshof (HGH), tetapi pada kenyataannya diatur dalam
RESv. Jadi, lembaga Herziening sebagaimana yang diatur dalam
Titel XVILI Keglement op de Strafvordering hanyalah diperun-—
tukkan bagi penduduk golongan Eropa atau mereka yvang dipersa—
makan dengan golongan Eropa. Sedangkan bagi golongan Bumipu-
tera, lembaga Herziening ini tidak diberlakukan karena

peraturannya tidak diatur dalam HIR maupun RBg.

26. Soedirjo, Peniniauankembali Dalam Perkara Pidana,
Penerbit Akademika, Jakarta, 1986, h.- 14.




Setelsh Indeonesia memproklamasikan kemerdekasnnya dan
kedsulatan negars Indonesia dipulihkan kembali maka perhatian
dialihkan pada pembentukan Undang-undang yang mengatur
susunan, kekuvasasn dan jalan Pengadilan Mahikamah Agvng Indo-
nesia vang diamanatkan oleh Pasal 113, 114 dan Passl 148 Kon-
stitusi Republik Indonesia Serikat. Sehingga pada tanggal 6
Mei 1950 terbentuklah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia
vang diundangkan pada tanggal 9 Mei 1950, Lembaran Negara
1950 ~ 30.

Mengingat sangat ditutuhkannya lembaga Herziening maka
diadakanlah berbagai upava agar lembaga Herziening tersebut
dapat diberlakukan di Indonesia. Usaha tersebut mulai terli-
hat ketika Undang-undang tentang Mahkamah Agung, vaitu UU
Nowmor 1 Takun 1950 vang dalam Pasal 131l-nya menyatakan
bahwa : “Jika di dalam pengadilan ada soal vang diatur dalam

Undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan gendiri
secars bagaimana soal itu harus dibicarakan.”27

Mahkamah Agung sendiri menafsirkan Pasal 131 tersebut
aehagal wewenang yang diberikan oleh Undang-undang untuk
mengisi svatu kekosongan yang terjadi di dalam hukum.

Dengan dikeluarkannya_Dekrit Presiden, berlakulah kemba-
1i Undang-Undang Dasar 1945. Lima tahun setelah Dekrit Preegi-
den tersebut, terciptalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964

tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang di

27. Kejaksaan Agung R.I., ‘ -unds
1950, Pasal 131.
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dalamnya lembaga Peninjauankembali mendapat dasar hukun
konstitusional. Tempat berpijak lembaga ini diatur dalem
Pasal 15. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang
Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah
Agung., vang meruvpakan pvelaksanaan dari Undang-undang Nomor 19
Tahun 1564, Lembaga Peninjavankemball mnendapat penegasan
sekali lagi dalam Pasal 3L dan 52. Soedirjo, mengatakan
bahwa

Kedua pasal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung diberi

wewenang dan tugas untuk menangani permohonan Penin-

%?u?nkembali terhadap Putusan'P?n%adilan (Negeri men&gut

asal 31) yvang telah mempunyai kekuvatan hukum tetap.

Selanjutnva karena adanya Janji yang dimuat dalam UU Nomor 19
Tahun 1964 maupun dalam UU Nomor 13 Tahun 1965 untuk mengatur
lembaga Peninjauankembali dalam Undang-undang, maka Mahkamah
Agung mengeluarkan Surat Edaran tanggal 28 Septenmber 1967 No.
631 /KM/1501/M/A.1/67 yang melarang dipergunakannya lembaga
Herziening dalam Rv sebagai pedoman untuk menyelesailkan
perkara permohonan FPeninjavankembali .

Belum adanya Undang-undang vang diperintahkan oleh kedua
UU tersebut untuk mengatur masalah Peninjauankemball maka
terjadilah kekosongan hukum di dalam Peninjauvankembali terha-
dap putusan yang telah mempercleh kekuatan hukum tetap.
Padshal banyak sekali permchonan Peninjauankembali vang

diterima pada waktu itu. Melihat situasi demikian maka Mahka—

28 . Socedirjo., Op. Cit., h. 14.
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rerlu untuk segera mengabasl masalah tersebut dengan menge-—
luarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1988, tanggal
18 Juli 1968, vang mengatur acara Feninjavankembsali dalam

rerkara perdata dan pldana yang mirip dengan Feguest Civil

dan HAerziening. HRequest Civil adalah svatu lembagsa Penin-

Jauvankembali putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam lapangan hukum pidana.

Peraturan Mahkamah Agung ini tidak berlaku lama karena mends—
pat isyarat dari DPR-GR vang pada waktu itu dalam semangat
Rule of Law dari tabun—tahun pertama Orde Baru dicanangkan
bahwa Mahkamah Agung bukan lembaga legislatif, meskipun
itikad baik Mahkamsh Agung dalam wemenuhi tuntutan para
pencari keadilan. Pembekuan tersebut tercantum dalam GSurat
Edaran Mahkamszh Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1968 tanggal 23
Oktober 19689.

Sesudah itu pada tanggal 17 Desember 1970 diundangkanlah
dan mulai berlaky Undang-undang Nomor 14 Tahun 1870 vyang
menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1964 yang di  dalam
Pasal 2i-nva menjanikan pengaturan lembaga Peninjauankembali

dalam suatvu Undang-undang.

Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, berbunyi

“Apabila terdapat hal-hal atau keadasn-keadaan vang
ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan penga-
dilan veng telah memperoleh kekuwatan hukuwn VYang tetap
dapat dimintakan peninjauvankembali kepada Mahkamah Agung
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dalam perkara perdata maupun pidana.”zg

Kemudian pada tanggal 30 Nopember 18970 dikeluarksn Peraturan
Mahkzmah Agung Nomor 1 Tahvun 1971 yang isinya mencabut Perma
No. 1 Tahun 19689. Makas sejak saat itu terjadi lagi kekosongan
hukum vang mengatur tata cara Peninjauvankemball putusan
pengadilan vang telah memperocleh kekuvatan hukum tetap, 8e-
dangkan pada waktu itu di Mahkamah Agung mengalir terus
permintasn Peninjzuankembali baik perkara perdata mavpun -
perkara pidana.

Terjadinya kekosongan hukum ini karena di dalam keten—
tuan Pasal 21 UU No. 24 Tshun 1970 ini semula dimaksudkan
untuk antara lain menggantikan Perma No. 1 Tahun 1569 ternya-
ta tidak dapat dilsksanakan berhubung Pasal 21 tersebut tidak
dilengksapi dengan peraturan pelaksanaannya. Atan dengan kata
lain hanya merupakan Janji belaka. Dengan demikian sama
artinya dengan kekosongan hukum dalam hal rpeninjavenkemball

putusan pengadilan vang telah mempercoleh kekuatan hukum

. tetap, khususnya dalam perkara pidana. Karena Perma HNo. 1

Tahun 1971 hanya memperbolehkan peninjauvankembali terhadap
perkars perdata saja vang berpedoman yads Burgelijke FRe-
chtsvordering, sedangkan “untuk perkara pidana “tidak dapat

dilayani’, dengan alasan belum ada undangwundangnya.”SO

) O 5

29 . Abdul Hakim G. Nusantara, et. al.,
1970, Penerbit Karva Anda, Surabaya, h. 260.

30. Andi Hamzah - Irdan Dahlan, Op. git., h. 124,
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Peraturan Mahkamah Agung ini juga tidak bertahan lams karena
dengan Peraturan Mahkamsh Agung No. 1 Tahun 18976 semuas
Perma/Curat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan pelaksanaan
Peninjauankembali dicabut.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mshkamsh Agung No. 1
Tahun 1976 tersebut, kewmbali terjadi kekosongan hukun dalam
hal Peninjzuankembali. Hal ini wenimbulkan permasalahan
karena uvpayva Peninjavankembali tertutur sama sekall, sedang-
kan wmenurut ketentuan Pasal 14 UU No. 14 tsahun 1870, Hakim
tidak boleh menoclak untuk memeriksa dan mengadili perkara
dengan alasan hukum tidzsk atzu kurang jelas. “Bahkan Hakim
diwajibkan menciptakan hukum melalui rutusan-putusannya
{varisprudensi)”. Dan kalsu dikaitken dengan Pasal 27 ayvat
(1) UU No. 14 tahun 1970 Hakim diwajibkan menggali nilal-~
nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kebutuhan akan Lembaga FPeninjauvankembali atau Herziening
ini, terutama peraturan pelakeanaannva kian hari kian mende-
sak terutawma sejak terjadinya kasus vang cukup menggemparkan
dunia peradilan di Indoanesia dengan timbulnyas kasuse Sengkon
bin Yakin dan Karta alias karung aslias Encep bin Salam, yang
telah dijatuhi hukuman penjara berturut-turut 12 tahun dan 7
tazhun oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tahun 1977. Keti-
dakadilan muncul terhadap Sengkon dan Karta ketika pelaku
pembunvhan dan perampokan sebenarnya terungkap bahkan telah
dijatuvni hukvman oleh Pengadilan vang sama.

Harus diakui bahwa Kasus Sengkon dan Karta hal yang

tidak terpieahkan dari sejarah perkembangan lembaga Penin-
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Jauankembali di Indonesia. Bshkan Hadari Dienawi Tahir,
mengatakan

Tidak disangkal bahwa lahirnya kembzali tentsng penin-
jauvankembali putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap di bidang perkara pidana sadalah
disebabkan oleh adanya kas§? Sengkon-Karta yang “mele-
dak  pada akhir tahun 1880.

Dalam bagian ini penulis merasa perlu Jjuga menyajikan
secara garis besar kejadian kasus Bengkon dan Karta, sebagai-
mana Juga terdapat dalam tulisaﬁ Andi Hamzah, sebagai beri-
kut :

Terdakwa Sengkon dan Karta diajukan ke pengadilan Negeri
Bekasi dengan dakwaan telah melakukan pembunuhan terha-
dap ©Sulaeman dan istrinya tahun 1974. Berdasarkan
bukti-bukti wvang ada, kedua terdakwa dalam Putusan
Pengadilan Negeri Bekasi No. 2/KTS/BKS1977 tanggal 20
Oktober 1977 dinvatakan bersalah melakukan pembunuhan
dan dijatuhi pidana, masing-masing selama 12 tzhun dan 7
tahun. Kemudian terpidana Sengkon mengajukan Banding ke
Pengadilan Tinggi Bandung, sedangkan Karta tidak menga-
jukan Banding. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Karena
terpidana tidak mengajukan Kasasi, maka = putusan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. setelah menjalani pidana
di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, beberapa tahun
remudian muncullah pelaku pembunuhan yang sebenarnya
yaitu Gunel bin Kuru yang mengaku bahwa dialah yang
sebenarnya melakukan pembunuhan tersebut, vang pada
akhirnyva terdakwa Gunel bhin Kuru diajukan ke Pengadilan
dan dijatuhi pidana 10 tahun penjara. RKarena pelakn
pembunuhan sebenarnya terhadap Sulaeman telah diketahui
dan telah pula dipidana oleh Pengadilan Negeri Bekasi,
maks terpidana Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam
mengajukan permchonan peninjauvankembali kepada Mahkamah
Agung. Dalam amar putusannya tanggal 31 Januwari 1881,
Mahkamah Agung memutuskan :
- menerima permohonan peninjauankembali dari pemohon
Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam ;
- membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.
38/1978/Pid/PTB tanggal 25 Mel 1978 serta putusan
Pengadilan Negeri Bekasi No. 2/KTS/Bks/1977 tanggal 20

31. Hadari Djenawi Tahir, Op. Cit., Halaman Pengantar.
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Oktober 1977.

Dan mengadili sendiri :

- menvatakan kesalahan pemchon peninjauankembalil Sengkon
bin Yakin dan Karta bin Salam tidak terbukti dengan
sanh dan mevakinkan.

- membebas%%n mereks oleh karena itu dari segala
tuduhan.

Memang kalau dilihat dari struktural dan formalitas
terbitnva Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang
dipaksi BPbdgdl dasar hvkum untuk menyelesaikan kasus Seng-
kon dan Karta tersebut dianggap SEbdgal inkonstitusional dan
sebagai melanggrar asas pembagian kekuvasaan yang memisshkan
wewenang lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Dengan
kata lain tidak mendasarkan pada ketentuan vyang yuridis
formal dsan konstitusional. Tetapi di dslam situasi seperti
kasus Sengkon dan Karta ini maka kalau hanya wengharapkan
suatu saluran vang formal normatif mungkin sudah sangat
terlambat. Oleh sebab itu harus dianggap bijaksana kalau
melihat Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada itikad dan
tujuan hukumnyva, vaitu memberikan keadilan. "Karenza bukankah
hukum adalah untuk menciptaksn keadilan dibandingkan dengan
sekedar formalitas 733
Lagipula sifat dari Perma No. 1 Tahun 1980 tersebut hanyalah
temporer dan insidentil sajas, artinya hanyva semata-mata

dibuat karena adanya keperluan mendesak pada suatu kondisi

32. Andi Hamzah, Q. Cit., h. 12Z.

33. K. Wantjik Saleh, Penindsuvan Kembali Putusan Yaneg

Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap. Ghalls Indonesia,
Jakarta, 1980, h. 14.

i
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tertentu saja dan sarana hukum untuk masalah tersebut belum
ada. Sifat demikian dapat diketahui dari konsideransnya yang

berbunyi :

... memandang perlu untuk sambil menungguy peraturan
perundang-undangan mengenai peninjauvankembali. ..
bahwa, oleh karena itu sambil nmenunggu Undang-undang
pelaksanan Pasal 21 UJ No. 14 Tahun 1870 menganggap
perlua un%gk mengsunakan lembaga peninjauvankembali terse-
but..."” *
Setahun sesudsh berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No.
1 Tahun 1980 pada tanggal 31 Desember 1931 diundangkan dan
malai berlaku UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
vang di dalam pasal-pasalnya ada mengatur mengenal penin-
jauvankembali terhadap putusan Pengadilan yang telah mempero-
leh kekuatan hukum tetap. Sejak saat itu berakhirlah masa
berlakunya Perma No. 1 Tahun 1980 sepanjang yang mengenal
peninjauvankembali dalam lapangan hukum pidana. Hal pencabutan
ini secara tegas dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum atas
U No. 8 Tahun 1981, sub 1 alinea ke-4 vang berbunyi sebagal

berikut

... maka. "Het Herziene Inlandsch Reglement” (Staatsblad
Tahun 1941 Nomor 44), berhubung dengan dan Undang-undang
Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1851 No.
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81, serta semua
peraturan pelasksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam

ext

34. Mahkamsah Agung R.1., > a2k s c
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Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Bagian Konsiderans.
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peraturgn rerundang-undangan lainnya, sepanjang hal %Eu
mengenai hukum acara pidans, perlu dicabut karensa ...

Penini kembali.

1. Svarat—syarat untuk dapat| mengajukan Permchonan Peninjauvan—

kembali.

Bagian kedua dari Upaya Hukvm Luar Biasa sebagaimana

yvang terdapat di dalam KUHAP adalah Upaya Peninjauvankembali
terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuvatan
hukum vang tetap. Di dalam Pasal 263 avat (1}, ditentukan
bahwa :
“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas
dari segala tuntuten hpkum, terpidana atau ghli warisnya
dapat mengajukags permintaan peninjauvankemball kepada
Mahkamah Agung.”
Dengan memperhatikan isi Pasal 263 ayat (1), dapat dirinci
dalzm beherapa hal, sebagai berikut
a. yveng dapat dimchonkan peaoinjauankembali hanyvalsh  putusan
Pengadilan vang sudah mempercleh kekuatan hukum vang
tetap 3
b. vang akan diajukan reninjauankemball ituv bukan merupakan

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

35. Abdul Hakim G. Nusantara, e€t. al., QOp, Cift., Penje-
lasan Umam.

36. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., {p. Cit., h. B7.
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¢. vang dapat mengajukan peninjsuankembali adalah terpidana

sendiri atau ahli warisnya ;

d. permintasn peninjauvankembali tersebut ditujukan kepsada

Mahkamah Agung.

Keempat perincian tersebut dapat diuvraikan seperti di  bawsah

ini,

ad a.

vaitu :

Yang dimaksud dengan prutusan Fengadilan vang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu putusan
pengadilan vang sudah diterims baik oleh terdakwa
maupun Jaksa Penuntut Unum atau apabila tenggansg waktu
untuk mengajukan upaya hukun blasa sebagaimana  yang
diberikan oleh peraturan rperundang-undangan sudah
berakhir. Perkatazn "telash memperoleh kekuatan hukum
tetap” di dalam ilmu hukum disebut dengan istilah “in
kracht van gewiisde’, vang diterjemahkan Juga dengan
istilakh “menjadi tetap’ atau menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tszhun 1850 (Undang-undang tentang Grasi) dise-
but dengan istilah "tak dapat diubah lagi”. Dengan
demikian dapatlah disimpulkap hahwa yang dimaksud
dengan telah wmemperoleh kekuatan hukum tetar adalah
suatn putusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagil
dimansa Upaya Hukum Biasa untuk mengadakan perubahan
putusan itu, + yang berupa banding/revisi,
perlawanan/verzet, dan kasasi tidak mungkin dilakukan
tetapi tidak berhasil maupun disebabkan oleh karena

tengeang waktunya telah berakhir.




ad b.

o
Q.
0

ad d.

&7
Yang dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan Hakim
Pengadilan vyang membebaskan terdakwa dari tuntutan
hukum karena Pengadilan berpendapast bahwa dari  hasil
pemerikeaan di sidang pengadilan kesalahan Terdakwa
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti
secara sah dan meyvakinkan.
Sedangkan vang dimaksud dengan putusan lepas dari
segala tuntutan hukvm adalzah putusan Hakim Pengadilan
vang membebaskan Terdekwa dari tuntutan hukum karena
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan vang didakwakan
kepada Terdakwsa terbukti, tetapi perbuatan tersebut
bukan merupskan suabtu perbuatan pidana.
Yang menjadi pihak vang dapt mengajukan permintaan
reninjauankembalii hanyalah Terpidana ataun Ahli
warisnya saja. Mengenai pengertian dan uraian selan-
jutnya akan diuraikan dalam sub bab berikutnya.
Permintaan Peninjauvarkembali tersebut ditujukan kepada
Mahkamah Agung adslah karena Mahkamah Agung merupakan
Peradilan vang tertinggi ataun merupakan puncak dari
semua badan reradilan di Indonesia. Dalam hal rpermin-
taan peninjauvankembali vang diajukan oleh Terpidana
atan ahli warisnya tersebut harus diajukan lewat FPani-
tera Pengadilan vang telah memutus perkaranya dalam
tingkat pertams.
Avabila permintasn Peninjaunankemball itu langsuneg
ditujukan kepada Mahkamzsh Agung tanpa melewati Pengadi-

lan tingkat pertama yang telah mematus perkaranya maka




o
rermintaan Peninjaunankembali tersebut akan dinyatékan
tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya syarat
formalitas yang telah ditentukan oleh Pasal 2684 ayat
(1)} KUHAP.

Adapun Mahkemsh Agung sebagail Pengadilan tertinggi
Negara Indonesia ditunjuk untuk mengadili prerkara
Peninjauankembali ini diatur oleh Pasal 21 Undang-
undang No. 14 Tahun 1870. Fungsi dari Mahkamsh Agung di
sini adalah sebagail koreksi terakhir terhadap kekhila-
fan atau kekeliruan dari putusan pengadilan sebelunnya
demi tegaknya keadilan dan kebenaran.
Sebenafnya apa vang telah disebut di dalam Pasal 283 ayat (1)
KUHAP yang penulis rinci menjadi 4 bagian di atas, merupakan
syarat:pokok vang terlebih dulu harus dipenuhi sebelum meli-
hat pada syarat-syarat yang ditentukan lebih lanjut di dalam
Pasal .263 avat (2) huruf a, b, dan < Kitab Undang~undang
Hukum Acars Pidana. Jika persyaratan tersebut di atas telah
terpenuhi maka baru a#an diteliti avarat—syarat yang beri-

kutnys sebagaimsna tercantum di dalam Pasal 263 ayat (2} itu.

Ketentuan Pasal 283 ayat (2) KUHAP wmengatur tentang
alasan-alasan Vyang dapat dipergunakan untuk mengajukan per-
mintaan Peninjauankembali tersebut adalah : -

a. apabila terdapat keadsan baru yang menimbulkan dugaar:
kuat, bahwa Jjika keadaan itu sudah diketahui pada
waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa
putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan -
hukum atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan

- pidana yang lebih ringan ;
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b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyvataan
bahwa sesuatu tslah terbukti, skan tetapi hal atau
keadaan sebagal dasar atau alasan putuesan yvang dinya-
takan telah terbukti itu, ternvata telah bertpntangan
satu dengan vang lain ;

c. apablila putusan itu dengan jelase memperlihatkan 5u§$u
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan vang nyata-

Ketiga alasan tersebut di atas merupakan syarat vang bersifat
alternatif, artinya apabila salah satu syarat terpenuhi ?Baja
sudah dapat mengajukan permintaan Peninjauwankembali. |

Pi  sini . akan diadakan tinjauwan lebih lanjut satu per
satu ara vang menjadil dasar untuk melskukan Peninjauankemﬁali
terhadap putusan Pengadilan yang sudah menjadi tetap, seb;gai

berikut :

ad a. Permintaan Peninjauankembali yang dilakukan atas dasar
apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan
kuat, bahwa jika keadasan itu sudah diketahui pada wéktu
sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putﬁsaﬂ
bebas atav lepas dari segala tuntutan hukum &tau
tuntutan peanuntut umum tidak dapat diterima ataun tefha—
dap perkara itu diterapksn ketentuan pidana yang lebih
ringar.
"Keadaan baru” di dalam ketentuan di &atas Dbilasa
dikenal dengan istilah “nevwm”, yvaitu suatu hal vang
baru yvang timbul kemudian sesudah adanya putusan Peﬁga—
dilan vyang telah memperoleh kekuatan hukum yvang tétap

vang sebelumnya tidak pernah mpnaadl rembicaraan atau

37. Abdul Hskim G. Nusantara, et. al., Lec., Cif.
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tidak dapat diterima ?enolakan Hakim denga

70
tidak pernsh dipersoalkan di dalam pemeriksaan Penga—
dilan. Novum itu memansg sebelunnya tidak pernahk diketa-
hui oleh Hakim yang memeriksa perkara itu, sedangkan
kesdaan baru itu, baik sendirl maupun dalam hubungannysa
dengan pembuktian vang terdahulv tidak dapat disesuai-
kan dengan putusan Hakim. Sehingga menimbulkan dugaan
xuat bahwa Jjika keadaan itu sudah diketahui pada waktu
sidang masih berlangsung maka putusarn Pengadilan akan
menjadi berlainan dengan putusan yang sudah diambil.
Putusan Va&NEe rungkin akan berlainan Jika novam itu
diketahui oleh Hakim sewaktu pemeriksaan perkara ber-
langsung wongkin akan berupa -

a. putusan hebas atau vrijspraak,

b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
ontslag van alle rechtsvervolging,

~. tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atan
niet ontvankelijk verklaring,

d. diterapkan pidana yang lebih ringan.

Mengenai putusan bebas dan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum telah dijelaskan di muks sedangkan mengenal

pengertian "funtutan Penuntut Umum yang tidak dapat diterima”

adalah suatu pernyatan dari hakim vang menyatakan. bahwa

Penuntut Umum ditolak dengan dasar tidak cukupnyea

tuntutan

alasan untuk melanjutkan pemeriksaart. Perbedaannya Yang lain

dengan putusan bebas ialah'bahwa pada tuntutan Penuntut Umum

n suatu  ketetapan

dilakukan pada awal  persidangan sedangkan putusan hebas

o ma g ey




lainnys dilakukan pada akhir rersidangan.

Adanya putusan tuntutan Permantut Umum tidak dapat  diterims

adalal karena adanya rerbedaan pendapat antara Penuntut Umum

dengan Hakim mengenal dasar penuntutan.

ad b.

Permintaan Peninjauankemball veng dilakuksn atas dasar
apabila dalaﬁ relbagai putusan terdapat pernyataan
bahwa sesvatu telah terbukti, akan tetari hal keadaan
sebagai dasar:d&n alasan putusan yvang dinyvatakan telah
terbukti itu, ternyata telah hertentangan satu dengan
vang lain. '

Dasar kedua yang menjadi alasan untuk mengajukan per-—
mintaan Peniﬁjauankembali merupakarn pengambilalihan
dari Pasal 356 ayat (1) angka 1 Reglement op de Straf-
vordering yang sebelumnya telsh diambil alih baik oleh
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  Tahun 1968 maupun
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Adspun
vang menjadi dﬁsar permchonan Peninjauankembali di sini
adalah adanya kKenvataan ketidaksesuvaian hal-hal yang
menjadi dasar aari beberapa putusan Pengadilan meskipun
SENRA keadaan:terbukti dengan sah. Tidak adanya perse-
suaian dari beberapa hal yang telah terbukti dengan sah
itu biasa dikénal sebagai "conflict van rechisprask’.
Permintaan Peninjauankembali yang dilakukan atas dasar
spabila putuéqn itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan Hakim atau svatu kekelirvan ysng nyata.
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Dengan dicantumkannya alasan suatu “kekhilafan Hakim
atau suatu kekeliruan vang nyata” berarti Kitab Undang-
undang Hukum . Acara Pidana Indonesia mengskui bahwa
hakim sebagai manusia juga dapat khilaf dan keliru

dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara pidana.

2. Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permintaan Peninjavankem-

bali.

Mengenai orang yang berhak mengajukan permintaan Penin-
jauvankembali, telah ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab
Dndang-undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981. Menurﬁt ketentuan Pasal 263 ayat (1) tersebut
maka vang berhak :mengajukan permintasn Peninjauvankembali
adalah :

1. Terpidana, étau

2. Ahli waris terpidana.

Mermruat Ketentuan Hukum KUHAP, Pasal 1 butir ke-32, yang
dimaksud dengan Terﬁidana adalah seorang vang dipidana berda-
sarkan putusan Peﬁgadilan vang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Mengeﬁai.pengertian dari ahli wariz pembentuk
Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Menurut Kamus
Umum Bahass Inggris karangan Paul Procter, Longman Dictionary
of Cbntemﬁorary Ehgjisb disebtutkan sebagal berikutb
“Heir @ the pepson;who has the lawful right toe recelve the

property  or title: of an colder member of the Ifamily whe
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dieg.“sa {Terjemahan bebhas dari penulis @ Ahll waris adslah
orang yang mempunyal hak_seoara hukum wntuk menerima segala
harta kekavasn dari anggota keluaréa varng lebih tua vang
telah meninggal dunia).

Atesv merurut Kemus Hukuvm karangan J.T.C. Simorangkir, dkk.,
mengatakan bahwa < “Ahli warils adalah orang yang berhsak
menerims harta peninggalan ataw pusaka seseorang vVang mening-
gal: orang yvang berhak mewaris."ag Di dalam RKUHAFP juga tidzk
menentukan sispa-siapa saja yang menjsdi ahli waris.

Mermrut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet-
boek) pada Pasal 832 ditentukan bahwa : ... yang berhak
menjadi ahli waris adalsh para keluarga sedarsh, baik sah,
maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terla-
na, 40

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pun tidak memberi
batasan dan urut-urutan ahli waris vang dapat mengajukan
permintaan Peninjauvankembali kepada Mahkamah Agung.

Ménurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, urut-urutan dan
golongan—-golongan shlli waris sesecrang Vang meninggal adalah

euami maka ahli warisnyva adalah sebagai bharikut :

38. Paul Procter. Longman Dictionary of (oniemprary
English. Printed in Great Britain at The FPitman Fress Baat
Reprinted, 1980.

39. J.T.C. Simorangkir, et. al. Kamus Hukum., Aksara
Baru, Jakarta, 1983, h. 17.

-

40. R. Subekti, Kitab Undsneg-undane Hukum Perdata, terje-
mahan, Cetakan Keduapuluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

1986, h. 207.
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anak-anak dan/atau keturunannya darx
Janda 3
b. Golongan ke-2 : jika golongan orang yang disebut pada
golongan ke-1 tidak ada, maka para ahii
warisnya adalash orang tua dan saudara-—
saudara sekandung dan/atau ansk-anak
keturunannya

c. Golongan ke-3 : kalau golongan ke-2 tersebut di atas tidak
ada maka para ahli warisnya adalah kakek
dan/atan nenek dan leluhur seterusnya ke
atas 3

d. Golongan ke-4 : jika golongan ke-3 seperti tersebut di

atas ternyvata tidak ada Jjuga maka ahli

warisnyva adalah sanak keluarga vang lebih

Jauh gflam'garis ke samping sampal tingkat

ke-6. ) .

a. Golongan ke-1

e

Perlu ditambahkan bahwa jika terpidana adalah seorang wanita
maka, urutan ahli Warisnya seperti yang disebutkan pada
golongan ke-1, dengan ketentuan perkataan janda harus diganti
dengan perkataan duda, sedangkan urutan golongan selanjutnya
adalah tetap. |

Sehubungan dengan masalah siapa yvang berhak mengajukan
permintaan Peninjauankewmbali ini, dari hasil prenelitian
ternyata sampail sekarang masih terjadi kesimpangsiuran dalam
menentukan siapa-siapa yang berhak mengajukan permintaan
reninjavankembali itu.

Mermrut Yahya Harshap, bahwa “Sekalipun terpidana  masih
hidup dan sedang menjalani hukuman ahli warisnya dapat lang-
sung mengajukan permintasn peninjauankembali. Ahli waris
dapat langsung mempergunakan upaya tersebut sekalipun terpi-
dana masih hidup.42
41_ Hadari Dienawi Tahir, Op. Cit., h. 30.

42 . Yahya Harshap, Op. Cit., h. 1202.




Selanjutnyva dikatakan oleh belisu, bahwa :

Hak Ahli waris untuk mengajukan peninjauwan kembali bukan
merupakan hak substitusi yang mereks peroleh setelah
terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah hak
originil vang diberikan Undang—undang kepadz mereka demi
untuk kepentingan terpidana. Sekalipun terpidana masih
hidup kemungkinan besar ahli waris lebih mampu dan lebih
dapat leluasa berdaya upaya untuk memikirkzg dan
menangani pengajuan rerwnintean peninjauankembali.

Pzulune E. Lotulung, bervendapat bahwa : untuk memahamni
maksud dari pewmbentuk KUHAP maks kita harus lebih dahulu
mengerti makna/arti  dari perkatan yang dipergunaksn oleh
pembentuk undang-undang itu sendiri.

Selanjutnya menurut beliau dikatakan :
“Makna dari istilah shli waris yang dipergunakan dalam
Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut adalah orang yang
berhak menerima hak dan kewajiban dari seseorang yang
sudah meninggal dunia. Dengan kata lain, apabils terpi-
dana belum meninggal dunii maka anggota keluarganya
belum menjadi ahli waris.”
Hal vyang sama renulis temukan juga dalam Keputusan Mahkamah
Agung Regno : 1/PK/Pid/1986 dalam pertimbangannya antara lain
berbunyi
... permohonan peninjauvankembali dari isteri terpidana
harue pula dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena
ia sebagail isteri belum menjadi ahli waris berhvbung
terpidana masih hidup dan tidak mendapat surat kuasa

dari terpidasna, dan dengan demikian b%lum berhak mengs—
Jukan permohonan peninjavankembali.”

43. Yahya Harahap, Leoc. CIit.

44. Hasil wawancaras dengan Paulus E. Lotulung, Ketua Muda

Mahkamah Agung Bidang Perdata dan TUN pada Mgpkamah Agung RI.

45. Mahkamah Agung RI, Putusan Reeno & 1/ PE/Pid/ /1986,
h. 31. '
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Permlis sendiri sependapat dengan pandangan dari Paulus E.
Lotulung, maupun dari Keputusan Mahkamsh Agung di dalam
praktek peradilan.

Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, ditentukan bahwa vang
dapat mengajukan permintsan Peninjauankembali adalah Terpida-
na atesu ahli warisnya. Di sini tidak dijelaskan apakah per-
mintaan peninjauankembali ini boleh dikuasakan kepada orang
lain atavw tidak. Apakah ketentuan ini berarti melarang Pena-
sihat Hukum atau seseorang vang dikuasakan terpidsna atau
ahli warisnya untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali ?

Hal vang sama dapat dijumpai pula di dalam Pasal 244
KUHAP, dimana dikatakan :

“Terhadapr putusan perkara pidana yang diberikan pada

tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada

Mahkamah Agung, terdakwa ataun penuntut umuam dapat menga-—

jukan permintszan pemeriksaan kasasi _kepada Mahkamah
Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Di s=ini juga tidak ditentukan apakah terdakwa yang bersang-
wutan dapat memberi kuasa kepada seorang Penasihat Hukum atau
orang lain untuk mengajukan Kasasi atau tidak.

Akan tetapi akhirnya ketentuan Pasal 244 tersebut diperlunak
pleh angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.
14-PW 07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1883 yang meruvpa-—
kan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAF, telah memperkenankan

seorang kuasa untuk mengajukan permohonar Kasasi. Kalau Pasal

46. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cit., h. 81,
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244 KUHAP sudah ada Tambshan Pedoman Pelaksanasannya Vyang
membolehkan secrang kuasa untuk mengajukan permohonan Kasasi
untuk kuasanya ; Bagaimana halnyva dengan permohonan Penin-
janankembsli yvang sampal saat ini belum ada Tambahan FPedoman
Pelaksanaan vang menentukan diperbolehkannyva seorang kuasa.

untnk mengaiukan permintsan Peninjauvankembali 7

Sesuai dengan bunyi Pasal 264 ayat (1) KUHAP yvang ber-—

bunyi :
Permintaan peninjavankembali oleh pemchon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada pani-
tera pengadilsn vyang telah mematus perkaranys dalam

tingkat47pertama dengan menyebutkan secara jelas ala-
SaNnNyA .

Berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan,
Paniters FPengadilan negeri merupakan rihak pertama yang
menangani pengajuan permintaan peninjanankembali dari Femo-
hor. Setelah nmenerima surat perinluotaan Peninjauvankembalil,
oleh Panitera permintaan Peningsuankembali itu ditulis dalam
aurat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta
Pemohon kemudizn dicatat dalam suatn daftar dan dilampirkan

pada berkas rerkara.

A7. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cit., h. 83,
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Palam hal permohonan Peninjauankembali, +tidak semua
terpidans atau ahli warisnya bisa membaca dan menulis ataupun

mengetahui selnk beluk hukum.

Untuk memecahkan masalsah ini, oleh pembentuk KUHAP telah
dibuka kesempatan kepadsa Terpidana atau shli warisanya untuk
menjelaskan maksud dan alasannya mengajukan permintaan Penin-
javankembali kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Dan
pembentuk Undang-undang juga telah memberi wewenang kepada
Panitera pada waktu menerima permintaan Peninjauankembali
dari Terpidana vang kurang memahami hukum untuk menanyakan
apakah alasan ia mengajukan permintaan Peninjauankembali dan
kemudian membantu merumuskannya dalam surat permintaan Penin-

jauvankembali baginya.

Hal ini secara jelas disatur dalam Pasal 264 ayat (4) KUHAP,
sebagai berikut :
Dalam hal pemohon peninjauvankembali adalah terpida-
na yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu
menerima permintaan  peninjavankembalil wajib menaya—
kan apakah panite5§ membuatkan surat permintasan
peninjavankembali.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan
lebih lanjut apa atau siapa yang dimaksud dengan Terpidana
yvang kurang memahami hukum itu. Tetapi di dalam Pedoman

Pelaksanaan KUHAP telah dijelaskan siapa saja yvang tergolong

48. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al.,
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ke dalam orang yang kurang memshami hulum sebagai penjelssan
dari Pasal 2483 avat (2} KUHAP. Di sana dikatakan bshwa mereks
vang bukan sarjsana hukum atav ahli hukum mevpun vang bukan
rengacara. Aps yang dijelaskan dalam buku Pedomsn Pelaksanaan
KUHAP itu dapat kits Jjadikan sebagail kriteria untuk menentu-—
kan Pemohon yvang kurang mamnpw wmemshami huvkue vang disebutkan
di dalam Pasmal 264 avat (4) KUHAP tersebut.

Bertitik tolak dari bunyi Pasal 264 avat (4) KUHAP dapat
kita simpulkan kewajiban bantuan apa saja vang harus diberi-
kan oleh Panitera terhadapr Pemohon yvang Rkurang memshami hukum
vang mengajukan permintaan Peninjauvankemball, vakni :

1. Panitera wajib mensnyskan kepada pemohon alasan yang
menjadi dasar pengajuan permintaan peninjauvsankembalil.

2. Panitera wajib membuatkan surat permintasn peninjauvankem-
bali dengan jalan merumuskarn alasan yang sesual dengan apa

vang telah dikemukakan oleh Femchon.

Dengen dibebankannya kewadiban bantuan hukum oleh Paniters
kepada Pemohon vyang kurang mewmahami hukwn ini, sebenarnya
periulis kurang menyetujul ketentuan tersebut. Hal ini  &akan
penulis vuraikan dalam sub Bab vang lain. khusvsnya mengenal

kelemahan Upaya Hukum Peninjauankemball ini.
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H. Acars Pemeriksaan Surat Permohonall Penindiauankemball di Penga—

331 N .

Sehelum Pengadilan Negeri meneruskan permintaan Penin~
javankembali kepada Méhkamah Agung, Pasal 265 KUHAP menugas-
kan kepada Pengadilan'Negeri.yang bersangkutan untuk mengada-
kan persidangan. Maksud dari persidangan itu adalal untuk
memeyiksa apakah permintaan Peninjauvankemball tersebut meme-—
nuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2863 avyatl (23

KUHAP.
Di dalsm FPasal 265 ayat (1) KUHAP menecntukan bahwa

Ketua Pengadilan setelah menerima permintaan peninjuan-—
kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)
menungjuk hakim yvang tidak memeriksa perkara semula vang
dimintakan peninjuankembali itu untuk memeriksa apakah
permintaan peninjauankembali tersebut memenugé alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).

Sepelum Pengadilan Negeri menerima permintaan Fenin-

javankembalil, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan

akan mengeluarkan penetapan penunjukan Hakim yang akan ber-—
+indak melakukan pemeriksaan persidangan. Hakim vang ditunjuk

tergebut tidak boleh Hakim yang semula memeriksa dan  mematus

perkara tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas

dan obyektivitas dari pemeriksaan perkara Peninjuankemball

tersebut.
Mengenai Jjumlah hakim yang akan memeriksa perkara'Peninjauan—

kembali ini, KUHAP tidak memberi penjelasannya. Di dalam

49. Abdul Hakim G. Nusantara, €t. al.. Loc., Cit.
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ketentuan Pasal 265 ayat (1) KUHAP hanya wmenvebutkan “memun-—
|
jug hakim" saja. Tidak ditegaskan apaksh harus berupa Hakim

‘ .
Majelis ataukash Hakim Tunggal. Dengan demikian kita menvim—
i
| . ’ 3 3
rulkan bahwa pemeriksaan perunintaan peninjavankembali di

Peﬁgadilan Negeri dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal maupun

Hakim Majelis, dengan ketentuan Hskim atou Hakim Majelis vang

diﬁunjuk it bukan Hakim yang terlibat dalam pewmeriksasan
|

prerkara sewols!
|
i Kalauw kita memperhatikan bunyi Pasal 265 avat (1) KUHAP
|
|

itu ternyata pemeriksaan permintaan peninjsuankembali di

Pe@gadilan Negeri hanya dipusatkan kepadsa alasan rperminbasan

peninjauankembali dari Pemchorn.
|

Peﬁsid&ngan tidak diperbolehkan memeriksa hal-hal vang berada

di ' luar alasan permintaan Peninjauankembali dari Pemohon.

I
Aldsanwalasan tersebut tentunya harus memenvhi persyaratan

yadg ditentukan oleh Pasal 263 avat (1) dan (2) KUHAP.

: Hakim Pengadilan Negeri sebenarnya hanva boleh menguji
da& menilai secsra formil saja  terhsadap Surat Permintaan
Peﬁinjauankembali varng disjukan oleh Pemohon tersebut dan
se#edar memberikan pertimbangan-pertimbangannya kepsda Mahka-

maq Agung. Pengujian dan penilaian secara formil itu dilaku-~
kaﬁ dari rersidangan-persidangan yang diﬁuangkan dalam Berita
Acara Pemerikssan vang dihadiri oleh Pemohon, Jaksa dan
H'#im. Kemudian dari berksas-berkas Berita Acara Pemeriksaan

u oleh Hakim dibuat suatu Berita Acara Pendapat. Antara
.ita Acars Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat Jjelas

r
| : .
terdapat perbedaan. EKarena Berita Acara Pemerikssan itu
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ditandatangani oleh 4 pihak yaitw : Hakim, Jaksa, FPemchon,
dan Panitera, sedangkan Berita Acesra Pendapat hanya ditanda-
tangani oleh Hakim dan Panitera saja. Jadi dapat disimpulkan
bahwa Hakim Pengadilan HNegeri yang memeriksa rpermintaan
Peninjauankembali hanya terbatas sekedar memberi pendapat
vang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat. Sedangkan Mahka-
mah Agung sendiri tidak terikat kepada "saran" atau pendapat
dari Hakim Perigadilan Negeri. Dengan kata lain Berita Acara
Pendapat tidak bersifat menentukan atav "defterminant”™ putusan
dari Mahkamah Agung.

Tetapi dalam praktek ternyata Berita Acara Pendapat dari
hasil pemeriksaan Hakim Pengadilan Negeri ini justru memegang
peranan yang amat penting di antara surat-surat atau berkas-
berkas yvang dilampirkan pada surat permintaan Peningjauankem-
bali yvang diajukan oleh pemchon kepada Mahkamah Agung terse-—
but. Hal ini disebabkan karena Berita Acara Pendapat tersebut
merupakan penilaian hasil pemeriksasn atas Surat Permintaan
Peninjauankembali  dari  pemohorn maupun pendapat darl Jaksa
atas permohonsa  Peninjavankembali vang ditujukan kepada

Mahkamah Agung.

Mengingat yvang hadir dalam persidangan tersebut terdiri anri
Hakim, Jaksa, Terpidana/Pemochon dan Panitera seperti halnyva
dengan pemeriksaan sidang Pengadilan blasanya, serta  adanyva

tanya Jawab antara Hakim dengan Terpidana, maupun Jaksa

dengan Terpidana, maka jalannya’ persidangan vang seperti

pemeriksaan perkara biasa itu merupakan semacamn “putusan”
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dari hasil pemeriksaan~5o

betelah persidangan di FPengadilan Negeri selesai. maka
Pengadilan Negeri yvang bersangkutan melanjutksn permintsan
peninjauvankemball dari Pemohon kepada Mahkamsh Agung. Menge-—
nai hal ini sudah diatur dalam dua ketentuan, vyaitu dalam
Pasal 264 ayat (5) KUHAP dan Pasal 265 ayat (4) KUHAP. Kedua
ketentuan itu memiliki arti dan tujuan yang sama, hanya saja
rumusan Pasal 265 ayat (4) KUHAP tersebut lebih terperinci
menjelaskan hal-hal aps saja vang harus dikirvimkan kepada
Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya Pasal 265 ayat (4) hanva
bersifat periancian dari Pasal 264 ayat (5) KUHAP tersebut.

Menurut Pasal 264 ayat (5) KUHAF, maka “"Ketua Fengadilan
segera mengirimkan surat permintaan peninjauvankemball beserta
berkas:perkaranya kepada Mahkamah Agung.”
Kemudién dalam FPasal 265 ayat (4) wenegaskan bahwa

Ketua FPengadilan segera melanjutkan permintasan penin-

jeuvankembali vang dilampivi berkas rperkara semula,

berita acara pemeriksaan dan berita  acara pendapat

k@pada _Mahkamah qung ya@g t?mpusan ggrat rengantarnya

disampaikan kepada pemchon dan jaksa.
Berdasarkan ketentuan tersebut di  atas dapat disimpulkan
bahwa, Ketua Pengadilan HNegeri vang bersangkutan harus

mengirimkan hal-hal seperti di bawsh ini kepada Mahksmah

Agung, vaitu :

50. Hadari Djenawi Tahir, 2p. it., h. 5O,

51. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., ale]




surat prermintasan peninjauan kemb&li,

semua  berkas perkara; termasuk berita acara penyi-
dikan, berita acara remeriksasan sidang, suvrat dakwaan
Jaksa, segala surat-surat vang berhubungan dengsan
rerkara tersebut,

berita acara pemeriksaan permintasan peninjavankembs—
Li,

berita ‘acara pendapat dari Hakim yang memeriksa per-—
mintaan peninjauvankembaliitu. Dalam praktek Juga
digertakan pehdapat Jaksa atas permchonan peninjauvan—

kembali itu.

Disamping kewajiban mengirimkan berkas seperti disebutkan di

atas kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Negeri berkewa-

1.

jiban pula untuk :

menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman  itu
kepada Pemchon dan Jaksa;

menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman pada
Pengadilan Tinggi, Jika perkara yang dimintakan
peninjauvankembali sdalah putusan Pengadilan Tingel
dalam tingkat Banding dan dilawpiri dengan herita

acara pemeriksasn dan berita acara pendapat.
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HASIL PENELITIANM DAN PEMBAHASAN

Tata cara untuk mengajukan permintaan Peninjauankembali
ini diatur dalam Pasal 264 KUHAP. Pada avat (1) dikatakan
bahwa -

Permintaan peninjauvankembali oleh pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada pani-

tera pengadilan vyeang telsh memutus perkaranva dalam
tingkat, pertama dengan menyebutkan secara Jjelas ala-

SEANYVE.

Sebagaimana sudaeh disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa
vang dimaksud dengan Pemohon seperti dimaksud dalam Pasal Z63
ayat (1) KUHAP yaitu Terpidanza atau ahli warisnyz, vyang di
dalam praktek peradilan diperkenankan dikuasskan kepadas
seseorang kuasa hukun vang ditentukan oleh Terpidana atao

Ahli warisnya dengan surat kuvasa khusus.

1. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., K sk eratia—
ran—everaturan Pelakszns, Penerbit Djijambatan, Jakarta, 1986,

h. 88.

ek by e v T
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.Permﬂhonan Peninisuankembali itu disjukan kepada Pani-
tera Pengadilan Negeri yang telah memutus perkaranya dalam
tingkat pertama, vaitu Pengadilan Negerl setempat. Di  dalam
praktek sering terjadi bahwa permchonan Peninjauvankemball
dilakukan oleh Terpidana atau Ahli warisnya atau kuvasanyas
langsung kepada Mahkamah Agung dengan melampirkan segala
surat-surat putusan dari Pengadilsn Negeri sampal pada
putusan Mahksmah Agung tanpa melslui Panitera Pengadilan
Negeri vang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
Hal ini tentunyve tidak diperkenanksn oleh Undang—-undang dan
skan dinystakan tidak dapat diterima permohonannys oleh
Mahkamah Agung karens tidak melaluil prosedur vang ditentukan
oleh KUHAP. Lain halnya dengan Peraturan Mahksmah Agung Nomor
1 Tshun 1980 terutama di dslsm Pasal 10 avat (2) yang wmem-
herikan kemungkinan dimohonkannya Peninjavankembali bailk

wepads Paniters Pengadilan Negeri vang telah memutus perkar-

anyva  dalam  tingkst pertama msupurn  SeCara langsung kepada

mahkamah Agung. KUHAP tidak mengensl cara permohcnsn  Fenln-
jauankembali dilakukan langsung kepada Mahkamah Agung.

Bentuk dari permohonan Peninjsvankemball vang diajukan
kepada Mahkamah Agung lewat Panitera Pengadilan Negeri pada
prinsiprnya berbentuk tertulis. Tetapl mengingat tidak semua
Pemohon Peninjauankemball itu mampi untuk menulis ataw memin-
ta jasa seseorang Kuasa hukum untuk mengurus suratb permohonan
Peninjsuankembali tersebut, maka pembenbtuk Undang-undang
telah memberi wewenang kepada Panitera Pengadilan Negeri

untuk mewmbantu membuatkan surat permintaan peninjauankembali

R 0
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bagi terpidana atau ahli warisnya yang kvrang memahami  hukum
maupun tidak bisa menulis. Hal tersebut secara tegas diatur

dalam Pasal 264 ayat (4) KUHAFP.

Permintaan Feninjauankembali ini harus dengan Jjelas
menyebutkan alasannys, vaitu alazsan-alasan sebagaimana yang
disebutksan di dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Surat permohonan vyang diajukan kepada Panltera Pengadilan
Negeri setempat di mana perkara tersebut diputuskan kemudian
oleh Panitera, ditulis dalam sebuah surat keterangan Vvang

ditandatangani colenh Panitera serta Pemchorn., dan dicatat dalam

daftar vang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 264 ayat

(2} Jo. Pasal 245 ayat (2) KUHAP) .

Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan permintaan
Peninjauvankembali secara tegas diatur oleh Pasal 264 ayat (3)
vang berbunyi : "FPermintaan peninjavankembali tidak dibatasi
dengan suatu Jjangka waktu." Tidak ada batas wakiu untuk

mengajokan permintaan Peninjauankembsali.

Ini berarti kapanpun boleh saja Terpidans atau ahll warisnya
mengajukan permintaan Peninjauankemball apabila Terpidana
atau Ahli warisnya menemukan alasan vang cukup mendasar untuk
mendukung permintaan Peninjauvankembali. Hal ini ditegaskan

juga oleh M. Yahya Harahap, dengan mengatakan :

Undang-undang tetap dan selamanya membuka pintu selebar—
lebarnya untuk itu. Apakah nanti alasan itu baru dipero-
leh pada generasil cucu terpidana, tidak menjadi soal.




bt
Silakan sang cucuy sebagai ahli wagis terpidana mengsjua—
kan permintaan peninjauvankembali.

[y

Mengenai tata cara pemerikéaan peninjauvankembali di

Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1881 +tentansg
KUHAF tidak mengatﬁrnya sama sekali.
Lain halnya dengan wekanisme atau tata cara persidangan
perkara dalam tingkat Kasasi, Undang-undang menentukan secara
tegas sebagaimana yvang di atur dalam ketentuwan Pasal 253 ayat
(2) KUHAP. Undang-undang mernegaskan bahwa pemeriksaan perkara
dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamsh Agung dengan
ketentuan :

1. Sekurang-kurangnya tiga orang hakim,

2. pemeriksaan didasarkan atas berkas perkara vang
diterima oleh Mahkawsh Agung daril Pengadilan Negeri
yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari
penyidik, berita acara peneriksasan di sidang, semuaa
surat-surat yang timEul di szidang vang berhubungan
dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat

pertama dan atau tingkat terakbir.a

2_ Yahva Harahap, Penbahassn Permagalahan dan Peneraran
KUHAP Jilid I1, Pustaka Kertini, Jakarta, h. 1211.

3. Abdul Hakim G. Nﬁsaﬁtara, et. al., J b i d ., h. 84.
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Eetentvan seperti yang diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHAP
tersebut tidak dijumpal dalam pasal-pasal vyang mengatur
tentang permintaan peninjeauvankembali terhadap putusan penga-—
dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 266
KUHAP langsung membicarakan mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan putusan Mahkamah Agung atas permintasn peninjsuankem—
bali tanpa didahului oleh suatu pasal vang mengatur tata cara
reneriksasn permintasan peninjauankembsli.

Berdasarkan hasil pengamstan berkas-—-berkas putusan
perkara Peninjauankemballi yang berada di Mahkamah Agung
Republik Indonesia dari tahun 1990 sampal tehun 2000 ternyata
tidak ada satu putusan pun yang dilakukan dengan Hakim Tung-
gal atau bahkan "Hakim Ganda” pun tidak ditemukan. Termasuk
putusan Mahkamsh Agung atas perkara "Pelanggaran Lalu-lintas'
Regno : 48 PEK/Pid/1988 yang dipimpin coleh Ketua Sidang H_R.
Djoke Scegianto, 5.H. dan Hakim-hakim anggota terdiri dari M.
Yahya Harahap, S5.H. dan M. Yahya Adiwimartz, S.H. dengan
Panitera Fengganti Ny. Fatimah Siregar, 5.H.

Dari kurang lebih sebanyak 308 perkara Peninjauvankembali vang
masuk di Mahkamah Agung vang sebagilan besar sudah  diputus
oleh Mahkamah Agung, tefnyata pemeriksaan perkara Peninjauvan-—
kembali ini dilakukan oleh suatu tim yang sudah diatur secara
rapih dan tidak mungkin bisa terdiri dari Hakim Agung yang
pernah memeriksa perkara semuls dalawm tingkat Kasssi. Tim
Hakiﬁﬁ Agung ini terdiri dari minimal 3 (tiga) orang Hakim
ditambah dengan secorang atau lebih Panitera Pengganti, bahkan

kadang kala susunan tim itu terdiri deri lima atau ensam Hakin
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Agung ditambah dengan seorang/lebih Panitera Pengganti.
Dari hal-hal tersebut di atas dapatlah penulis simpulkan
bahwa dalam praktek peradilan ternvata dalam pemeriksaan
permintssn Peninjauvankembali di Mahkamah Agung secara tidak
langsung sudah menerapksn ketentuan Pasal 253 ayat (Z) KUHAP
tersebut. Jadi, acara pemerikesaan Peninjauvsnkembali di Mahka—
mah Agung dilakukan
i. dengan-sekurang-kursngnya tiga orang Hakim Agung,
2. pemeriksaan dilakukan berdasarkan berkas semula,
berita acars pemeriksaan Peninjauankewnbalil dan berita
acaras pendapat serta surat permintasn Peninjauankem-

bali dari pemohon.

Setelah Mahkameh Aguneg mengadakan pemeriksaan permintaan
Peninjauankembali tersebut maks Mahkamah Agung akan menjatuh-
kan putusannya. Mengenai bentuk-bentuk dari putusan Mahkamah
Agung itu sudah diatur dalam Pasal 266 KUHAP, yang dapat
berupa

a. Putusan permintaan Peninjauvankembali dinyatakan tidak

dapat diterima.

Mahkesmah Agung dapat menjatuhkan putusan yang menya-
takan permintasan peninjauvankembali tidek dapat diter-
ima berdassrkan beberapa alasan, baik berdasar atas
alssan yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1}
mavpvn atas dasar alasan vang dijelask&n dalam Pasal
266 ayat (1) jo. Pasal 263 ayat (Z2}.

Pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa :
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Terhadap putusan pengadilan yang telah memperocleh
kekunatan hukum tetap, kecuall putusan bebas ataun
lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau
zhli warisnya dapat mengajukan permintasan penin-
jaunankembali kepada Maohkamah Asgung.

Pada intinva ada tiga hal vang harus dipenuhi oleh
Pemohon untuk permintaan Peninjauvankembali :
a. harus merupakan putusan yang telah Yberkekuatan
hukum tetap ;
b. putusan itu bukan putusan pebas atau putusan lepas
dari segals tuntutan hukum ;
c. yang mengajukan haruslah terpidana atau ahli
wWarisnya.
Ketiga syarat tersebut di atas mutlak harus dipenuhil
secara komulatif/bersama—sama. Apabila salah gatu
dzsri ketiga syarat itu tidak dipenuhi maka permintaan
Peninjauankemball itu dinvatakan “tidak diterima”
oleh Mahkamah Agung. Sebagal contoh permintaan FPenine-
jaunankembali vang diajukan oleh buﬁan orang yang
berhak untuk itu atau pihak ketiga tanpa surat RKuasa
khusus, maka dalam putusannya Mahkamah Agung menyata-
kan Permintasn Peningauankemball tidak dapat diteri-
me . Umpatanys. permintaan peninjauankembali vang
diajukan ocleh seorang advocat  Henry Yosodiningrat,
S.H.,Jétas perkara yang terpidananya bernams REobertus

Purrnomo Henny tanpa ada surat kuasa khusus, mnaka

4. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cit., 87.
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dalam putusannya tertanggal 26 Agustus 1983 Mahkamah
Agung menyatakan "tidaek dapat diterima” permintaan
preninjauankemball dari pemohon dengan alasan bahwa
pemohon adalah pihak ketiga sehingga tidak memerahl

ketentuan Pasal 2683 ayat (1) KUHAP.

Disamping itu, Mahkamah Agung juga akan wmenyatakan
permintaan Peninjauankembali tidak dapat diterima
berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) RKUHAF ber-
bunyvi :
Dalam hal permintaman peninjaveankembali tidak meme-—
nuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263
ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permin-
taan Peninjauankembali tidak dapat diterima dengan
disertai dasar alasannya.”
Menurut bunyi Pasal 266 ayat (1) tersebut, Jika
permintaan Peninjzuankembali tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 263 ayat (2}, Mahka-
mah Agung menvatakan permiontaan Peninjauvankembali
tidak dspat diterima. Artinya, alasan yang mendasari
permintaan Peninjauvankemball harus mengenal alasan
yvang disebutkan dalam Passl vang sudah diperincl
dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu 3
a. adanya novum ;
Y. adanys conflict van rechtspraak ;

c. adanya kekhilsafan atsu kekeliruan nyvabta.

5. Abdul Hakim G. Nusantara. et. al.. Op, Cit., h. 89.°
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Heluar deri atau menyimpang dari alassan-—-alasan yang
disebutkan dalam pasal tersebut dianggap tidak meme-
nvhi syarat formil dan sebagai konsekuensi hukunnya
rermintaan seperti itu dinvatakan tidak dapat diteri-

ma. .

Contoh putusan Mahkamsh Agung tanggal 20 Agustus 1984
atas permohonan peninjsuankembali dari Terpidana Abu
Bakar marahens dinyatakan tidak dapat diterima karens
tidak memenuhi ketentuan Fasal 266 ayat (1) jo. Pasal
263 ayat (2} KUHAP.

Putusan menolak permintaan Peninjauankembali.
Mahkamah Agung dapat menjatuvhkan putusan penolakan
permirntaan Peninjauvankembali dalam hal apsbhila alasan
keberatan vang mendasari permintaan Peninjavankembalil

secars formil telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat

\]

(2} KUHAP skan tetapi alasan tersebut tidak dapat

dibenarkan. Suatu alasan tidak dibenarksn dapat

disebabkan beberapa kemungkinan, yaitu

1}. alasan tersebut secara faktual tidak dapat dini
lai sebagai suatu keadaan baru ataw novum. Ini
berarti mnovum vang dikemukekan . Pemohon bukan
merupakan keadaan baru yang secara nyata dapat
menimbulkan dugaan kuat vang menghasilkan keputu-
san lain seandainya keadasn itu “diketahui dan
diajukan prada waktu sidang masih sedang berlang-

sung. Atau secara nyata keadaarn barua itu tidak




2).

3).

4
mempunyal nilail sebagai kesdaan yang dapat mem—

pengariihi putusan.

Menurut M. Yahyva Harshap :
“agar supays keadaan baru atsu novum tersebut
harus berupa dan bersifat keadaan nyata vang
henar-benar relevan sebagail fakta bharu yang
mempunyal daya dan nilai melvmpuhkan fakta lama
vang diwujudkan da%am rubtusan yvang dimintakan
Peninjauvankembali™.
alasan tersebut ternvata tidak benar terdapat
saling pertentangan antara pelbhagai putusan.
Pemchon vang mengajukan permohonan Peninjauankem-—
bali atas dasar adanya saling pertentangan antara
pelbagai pubtusan akan tetapi wmenurut penilaian
dan pendapat Mahkamah Agung ternyata tidak dijum-
pat adanya saling pertentangan diantara keputusan
itu. Oleh karena itu alasan keberatan itu tidak
dapat dibenarkan dan permintaan Peninjausnkembalil

itv harus ditolak.

slasgan tersebut ternyata tidak benar terdapat
rutusan vang mengandung kekhilafan Hakim atau
kekelirvuan yang nysta dari Hakim.

Sehagaimana sudah dijelaskan bahwa salsh satu
dasar dan alasan untuk permintaan Feninjauankem—

bali adalsh adanva kekeliruvan dan atau kekhilafan

6. Harahap, Yahva, I b i d., h. 1220
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Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Tetapi jika
dalam pemeriksaan ternyata Mahkamah Agung menilail
dan berpendapat' hal-hal yvang dikemukakan oleh
Pemohon itu tidak termasuk dalam kriteria kekhi-
lafan atau kekeliruan Hakim pada putusan vang
dimintakan Peninjauankembali maka Mahkeamah Agung
dalam putusannya akan menyatbtsakan menolak permin-

tazn Peninjauankembali dari Pemohon tersebut.

c. Putusan yang membenarkan alasan Pemohon.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan membe-

narkan

it

lasan permintaan Peninjauankembali vVang
diajukan Pemchon, Jjika alasan yang mendasari Permin-
taan Peninjauankembali benar-benar mengandung kenya-
taan yang sesuai dengan kétentuan Pasal 263 ayat (2)
KUHAP . Umpamanya keadaan baru yvang dikemukakan pemo-
hon secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang
sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang ca lam
putusan semula, atau secara nyata terdapat saling
pertentangan antara pelbagal putusan, maupun dalam
suatu putusan ternyata terdapat kekeliruan atau
kekhilafan dari Hakim. Jika hal-hal itu dijumpai oleh
Mahkamah Agung dalam permintaan Peninjavankembali
maka alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menurut Pasal 266 ayat (2) huruf b, apabila Mahkamah
Agung membenarkan alasan permintaaﬁ Peninjauankemba—

1i, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri atau
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mengsdili lagi.

Putusan yang akan dijatuhkan atas pembenaran itu

dapat berups :

1). Putusan bebas, apabila btuntuban yansg didakwakarn
atau kesalahan dari terpidana ternvata tidak

terbukti secara sah dan meyvakinkan.

2}. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila
tuntutan vang didakwakan terbukti askan tetapi
perbuastan itu bukan merupakan kejahatan maupun
pelsnggaran.

3). Putusan tidak dapat menerima tuntutan Penuntut
Umum, apabila terdapat keadaan baru bahwsa perkara
itu dulunya sudah pernah diputus atau pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung Terpidana mening-
gal dunia, namun Pengadilan tetap memutus rerkara
dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakws, padahal
menurut Pasal 77 KUHP kewenangan meauntut pidana
hapus jiks Terdakwa meninggal dunia.

4). Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana vang
lebih ringan. Biasanya terjadi dalam perkara yang
surat dakwaannya bersifat alternatif. UWisalnya
terdakws didakwa secara alternatif me lakukan
perbuatan pidana, primair pembunvhan yvang diren-
canakan, subsider pemburntthan, subsider lagi
pengariiayaan vang mengakibatkan matinya seseor—

ang. Pengadilan memutus berdasarkan dakwaan
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primair yakni melakukan kejahatan pemburnuhan yvang
dirvencanakan (Pasal 340 KUHBP) dan putusan itu
telah Yberkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan
itu Terpidana mengajukan permintaan Peninjauan-
kembali dengan mengemukakan adanya kekellruan
Hakim ataun adanva keadaan baru yang mampu melum-
puhkan hal-hal vang dianggapr terbukti akan tetapi
Terpidana mampu membuktikan adanya kekeliruvan
Hakim atau adanyva keadaan baru yang mempunyai
daya nilai yang mampu wmelenyapkan kesengajaan
wmenghilangkan Jiwa orang lain, sehingga o©leh
Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauankembali
ini diterapkan kepada Terpidana dakwaan subsider
lagi, yvakni penganiayaan yang menyvebabkan matinya
seseorang [(Pasal 351 ayat (3) KUHPI] dengan mem—
beri putusan baru yang lebih ringan terhadap
Terpidana.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjavarn—
kembsli tidak boleh melebihi pidana vang telah

dijstuhkan dalam putusan semula.

Mengenai masalah pengembalian berkas permintaan Fenin-
jauankembali dan pemberitahuan putusan permintaan Feninjauan-—
kembali telah diatur dalam Pasal 267 ayat (1) dan (2) KUHAF,
yvang berbunyi : ’

(1) Sélinan' Putusan Mahkamah Agung tentang FPeninjauan-—

kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh
hari setelah putusan tersebutl dijatuhkan, dikirim

T T I T T e



kepada Pengadilan yvang melanjuvtkan permintaan Peniz?
Javankemball.
{2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat
(2), "ayat (3), avat (4} dan avat (8} berlaku Jjuea
bag% gutusan Mahkamah Agung mengenal Peninjauankem—
bali.
Bertitik tolak dari bunyi ayat (1) tersebut maks Jelasglah
bahwa putusan Mahkawmal Agung besserta semva berkas yang sudah
dikirimkan kepada Mahksmah Agung harvs dikirimkan kembali
kepada Pengadilan yang telah melanjutkan rpermintaan Penin-
Jauvankemnbali itu dalam batas wagtu tujuh hari sejak putusan
tersebut dijatuhkan. Namun dalam kenyatsaan vang penulis temul
ternvata seringkali ketentuan ini tidak diindahkan.
Banvak perkara Peninjauankembali yvang sudah diputus tidak
dikirimkan ke Pengadilan Negeri walaupun sudah lebih dari
tujuh hari bahkan ada vang sampal bterbulan-bulan bahkan
bertahun-tahun.
Sebenarnya pembentuk Undang-undang wmembatasi jangks waktu tu-
juh hari pengiriman putusan adalah agar tidak menmunpuknya
berkas perkara di Mahkamah Agung serta agar Pendhon segera
dapat mengetahui hasil pemeriksaan permintaan Peninjauvanremn—
bali vang disampaikan ke Mahkamah Agung tersebut wmelalui
Panitera Pengadilan Negeri setempat.
Selanjutnys Pasal 267 ayat (2) menunjuk pada Pasal 243 ayat

&

(2), ayat (3) dan ayat (5) berlaku juga bagl putusan Mahka-

mah Agung mengenal peninjauvankembali, yvaitu :

7. Abdul Hakim G. Nusantara, et. al., Op. Cift.. h. 89.
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Bshwa isi putusan setelah dicatat dalam buku register

segera diberitahukan kepada Terpidana dan Penuntut Unum

oleh Panitera Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan menunjuk Pasal 226 KUHAP yang juga diberlaku-

kan dalam perkara Peninjauankembali, antara lain :

a. petikan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada
Pemchon Peninjauvankemball ;

b. salinan surat putusan Mahkamah Agung diberikan kepada
Penuntut Umum, sedangkan kepada Pemchon diberikan atas
pvermintaan ;

c. salinan surat putusan Mahkamah Agung hanyva boleh
diberikan kepada orang lain dengan seijin Ketua Mahka-
mah Agung setelah mempertimbangkan kepentingan dari
permintaan tersebut.

Bahwa jika Pemohon bertempat tinggal di luar daerah hukum

Pengadilan Negeri tersebut, Panitera minta bantuan kepada

Panitera Pengadilaan Negeri yang dalam daerah hukomnya

Pemchon bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat

putusan itu.

Bahwas daleam hal Pemohon tidak diketahui tempat Linggalnya

stau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi suratl

putusan itu disampaikan melalui Képala Desa atau pejabét
atau melalui kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar

Negeri, dimana Pemohon biasa berdiam, atau Jika tidak

berhasil pemchon dipangeil dua kali berturut-turut melaluil

dua surat kabar yang terbilt di daerah hukum Pengadilan

" MNegeri itu sendiri.
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Berdasarkan beberaspa hal tersebut di atas Jelaslah bahwa
rutussn Mahksmah Agung Juega harus diberitzhukan kepads
Penuntut Umum dan penyidik dengan tujuan demi hubungan baik
antars aparat penegak hukum, sedangkan bagi Pemohon sendiri
retikan surat putusan Mshkamah Agung itw harus segers diberi-
kan kepada pemohon agar segers merngetahui vutusan atas per-—
mintaan Peninjauvenkembsli vang telsh ia ajukan. Namuan seperti
halnya telah penvlis terangkan di atas sering Pemchon tidak
menerima putusan biarpun sudah lama diputus oleh Mahkamah

Agung.

*

&. Perkembangan perlindongan terhadap hak asasi manusia.

seperti telzh disebutkan dalam bab sebelumnya,. Kitab

1}

Undang-undang Hukum Acers Pidans meruvpaken Sarana vang sSsangsi
venting dalam mempertahankan hukum materiel vang langsung
mengatur kehidupen masvaraikat Indonesisa gserta hak-hak asasi
marusia.

S5alah satu mengensai hak asasl manusis yang diatur dalam
KUHAP adalah tentang upays hukum yang Jdilskukan oleh terpida-
na vang tidak puas terhadap putuvean sidang pengadilan. Upaya
hukum dapeat beruvpa Upaya Hukum Bissa maupun Upsyva Hukum Luar
Biasa dimana Peninjsusnkembali juega merupakan salah satu

hagiannysa.
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" Yogyakarta, 1986, bh. 76.
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Haok asasi adalah hak vang dimiliki manusia yang dipero-
leh dan dibawanys bersamasan dengan kelshirannys 41 dalom

kehidupan bermasyarakat. Atau menurut Bambang Foernomo :

“Uak Asasi manusia merupakan keinsyafan terhadsr harga
diri, harkat dan martabat kemanusiaan vang menjadil

kodrat sejak manusia lahir di bumi. Dan sejagah hak

asasi bersamaan dengan sejarah lahirnya manusia.

Hukum Hamurabi di Babylonia merupakan penetapan hukum
vang mengandung Jjaminan terhadap hak asasi manusia pada masa
lebih kurang 2000 tahun SM. Filosof Socrates dan Plato dan
kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Aristoteles dalam
puku-bukunya merupskan pelopor yang mengajarkan perlindungan
dan Jjaminan hak asasi manusia berhadapan dengan kKekuasaan
penguasa pada wakitu itu vang tidak mengakunl nilai-nilai
keadilan dan kebenaran.

Tidak .ketinggalan dalam ajaran agama yang ada di dunia
ini juga mengajarkan kepada umat manusia untuk menghargal hak

orang lain. Bebagal contoh dalam agama Kristen, hak

asosl
asasi manusis diletakkan sebagai salah satu “Hukum yang
paling utama’, yaitu Hukum Kasih vang menyataken : “"Kesihani-

§. Bambang Poernomo. Pokok-Pokok Peradilan Pidana
g0 L —undang RI Mo, 8 Tahun 1941, Liberty,
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lah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.“g
Dalam sjaran Sang Budha, umsat manuvsia berfungsi daelam saling
ketergantungan dengan seluruh ciptassn. Manusia terkait dalam
segala makhluk berpikir lainnya secara rumit dalam suatu
kesinambungan kesadaran tetapi manusiaz khusus karena mereka
mampu melsksanakan kehendak Sang Pencipta. Karena itu, setiap
manusiz  apspun Jjuga rasnya, kelas atau Jjenls kelaminnya
mempunyai kemampuvan untuk kebangunan rohani. Dalam ajaran
Sang Budha juga menekanksn adanya jaminan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia, dengan mengatakan bahwa : "Manu-
sia harus menghormati segala ciptaan dan menjawabnya dengan
sikap tidak membahayakan dengan rendsh hati (ahimsa) dan
belas kasih dan dalam Budhisme tak ada kekerasan "yang adil”,
demikian pula dalam ajaran agama Islam ., Hindu yvang menekan-
kan pada perbuatan kebajikan terhadsp semua orang. termasuk
pula Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Harus diakui bahwa hak ssasi manusia vang dimiliki oleh
manusia sejak lahir tadl tanpa perbedaan atas dasar hangsa,
ras, agams atau jenis kelamin itu bersifat asasi gerta  uni-
versal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus
memperoleh kesempatan untuk berkembang sesnal dengan bhakat
dan cits—citanya.

Dalam perkembangan sejarsh umat mnanusia telah tercatat

9. Injil Matius, Alkitab Perdaniisn Baru, LAL, Jakarta,
1985, h. 33.
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banvak kejadian dimana seseorang atau segolongan manusia
mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain
untuk memperjuangkan apa vang dianggap haknya. Sering per-
Juangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga di dunia
Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta
memperjuangkan beberaps hak yang dianggap seuci dan harus
dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali ada hal-hal yang

diznggap menyvinggung perasasn dan merendshkan martabat se-

" seorang sebagai manusia. Dalam proses ini telah lahir bebera-

pa  naskah yvang berangsur menetapkan bahwa ada beberapa hak

vang mendasari kehidupan manusia yang bersifat universal dan

asasi.
Naskah-naskah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bangsa Inggris berhasil memformulasikan hak-hak asasi
manusia berturut-turut dalam naskah Magna Charta, Habeas
Corpus Act 1679 dan Bill of Right 1689 vyang kesemuanya
menyangkut hak-hak asasi manusia dengan pemnerintah, manu-
sia dalam peradilan dan manusia dengan kepentingan sosial
rolitik.

2. Bangsa Amerika merumvskan hak asasinya dalam 'Virginia
Bill of Right 1776 dan Declaration of  Independent 1776
vang wmengandung rumusan ~Fiagam Hék Asasi Manusia® yang

bersifat universal”.lo

3. Bangsa- Perancis oleh para cendekiawan Rousseau, Voltaire

darr Montesquie berhasil mendorong “Declaration des drails

-10:~ Bambang Poernomo, QOp. Cit., h. 77.
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de 1 homme et du citoyenm" Yang dirumuskan tahun 1789
segera menjadi bagian Konstitusi Perancis 1791/1795.,
Miriam Budiardjo, mengstakan bahwsa :
ﬁak—hak asasl yang dirumusksn dalam abad ke-17 dan 18
ini sangat dipengaruhi oleh gagassan mengenai Hukum Alam
(Natural Law), seperti vang dirumuskan oleh John Locke
(1832-1714) dan Jean Jagues Roussesu (1712-1773) dan
hanyva terbatas pada hak-~hak vang bersifat politis saja
seperti kesamaf? hak, hak atas kebebasan. hak mewmilih
dan sebagainya.
Dalam abad ke-21 ini hak-hak rolitik dianggap kurang

sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain vang lebih

luas ruang lingkurnya. Yanse sangat terkenal adalah empat hak

vang dirumuskan o¢leh Franklin D. Roosevelt rada permulsan

Perang Dunia II sewaktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman
vyang menginjak-injak hak-hak ssasi manusis.
Hak-hak +tersebut oleh Roosevelt disebut dengan sebutan
terkenal, The Four Freedoms, yaitu :
1. Kebebasan untuk berbicara dan menvatakan rendapat
(freedom of speech),
2. kebebasan bheragams (freedom of religion},
3. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)}, 12
4. kebebasan dari kemelaratan {freedom from want}.—=
Setelah dunia mengalsmi dua kali persng dunia vang
melibatkan seluruh dunia dan dimana—mansa hak-hak asasi
manusia diinjak-injak, timbul keinginsn untuk merumusksn hak—

hak asasi manusia 1itu dalam suvatu nasksh internasional.

11. Miriam Budiardjo, DRagar-dasar Ilmu Politik, Pener—
bit PT. Gramedia, Jakarta, 1986, h. 121.

12. L b 7 d.
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Menurut Bambang Poernomo :

Statuta Mahkamah Internasional atau Piagam FPerserikatan

Bangsa—Bangsa merupaksn bagian yang tak terpisahkan

dengan perjuangan hak asasi manusia, sebagalilmana tercan-

tum dalam rumasan ‘'Charter of Peace"” dan Right of Self

Determination" yang telah disetujul pada tanggal 26 Juni

1945. Kedua rumusan itu mulai berlaku pada tanggal 24

Cktober 1945 bertepa%gn dengan lahirnya “The United

nations Organization’.

Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desem—
ber 1848 di Chailleot, FPerancis diproklamirkan suatu pernya-—
taan sedunia tentang hak asasi manusia dalam piagam Univer-
sal Declaration of Human Rights” atau Pernyataan Sedunia
tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Dengan tersebarnya ide-ide perjuangan terhadapr perlin-
dungan hak, harkat dan martabat manusia di seluruh penjuru
dunia bukan berarti bahwa pelanggaran terhadap hak asasi 1tu
berakhir, tetapi dimana-manana saja terjadi pelanggaran—
pelanggaran vang hebat, sehingga perjuangan terhadapr perlin-—
dungan hak asasi manusia tersebut harus terus dilanjutkan
secara berkesinambungan <l masa mendatang.

Perjuangan hak asasi manusia dalam kondisi~kondisi
khusus dalam proses peradilan pidana ini tercermin dari
kongres yvang diadakan di Athena "The International Commission
of Jurist” dengan tuntutan :

1. Keamanan pribadi harus dijamin; tidak seorangpun dapat
ditahan/dipenjarakan tanpa suatu putusan Hakim atau untuk

makeud-maksud preventif; tempat kediaman adalah tidak

13. Bambang Poernomo, Op. Cit., h. 76.
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dapat dilanggar, tidek seorangpun dapat diuvsir deri ru-
mahnya, dideportasikansdiasingken kecuali karensa suatu
rerkars dalam putusan pengadilan yvang berlakuw final,
didasarkan atas ketentuan hukun yang ditafisir secara
restruktif.

Tidak ada hak fundamental dapat ditafsirkan seperti me-
mungkinkan suatu daerah satau suwatu alat perlengkapan
negsrsa untuk mengeluarkan peraturan, untuk mengeluarkan
peraturan, untuk mengambil tindakan yang mempunyai maksud
membatasi,/meniadakan hak-hak fundamental itu.

Kehidupan pribadi haruslah tidak dapat dilanggar, Rahasia
surat-menyvurat haruslah dijamin. Tidak secrangpun dapat
dituntut karena pendapatnya yvang dinyatakan dalam
korespondensi; kebebasan beragawma harus dijamin, setiap
kepercayvaan vang diakui harus dihormati dengan syarat
kepentingan umum dan moral tidak dapat dilangear.

Kemauan Rakyat adalah kekuasaan penguasa. Kebebasan penga-
dilan dan jaminan tidak memihak adalah kondisi yang tidak
dapst ditiadakan dslam suatu negara merdeka dan demokra-
tis.

Pengakuan terhadasp menentukan diri sendiri merupakan suatu
achivement vang besar dari mans Kits dan merupakan salah
satu prinsip fundamental dari hukum internasional dan vang

tidak melsksarnakannva dikubuk secara drastis.

Banyak lagi konvensi internssionsl vang membahas perlindungsn

terhadapr hak-hak asasi manusia. Dari konvensi-konvensli yvang

diadakan depat disiwmpullkan bahwa perjuangan ini harus dilan—




Jutkan karens dalam kenyvataan vang terjadi masih saja banvak
pelanggaran—-pelanggaran hak asasi manueia di selurvh dunia,
biarpun sudsh mengalami banyak kemajusn.

Sebhenarnvae masalah perlinduoagan HAM dan  perlindungan
korban merupakan dua sisi darli satu mata wang yang sama.
Kedua—duanya tidak bhisa diplsahlepaskan, karena seperti
dinyatakan oleh Zvonimir-Paul Separovic, “the rights of the
vietim are a component part of the concept of human
rights".14

Bagi negars Indonesia, terhadap hak asasi manusia sudah
dituangkan dalam suatu produk perundang-undangan vaitu Un-—
dang—undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasl Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomcr 165,
tanggal 23 September 1999) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, tanggal 23 Nopember
20007 .

b. Lembaga Peninjauankembali sebagai salah satu pelindung hak
asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia lewat lembaga okun tidak
lain adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Untuk
mewujudkan keadilan dan kebenaran bukanliah hal vang wmudah,

akan tetapi tidak berarti hanya bherdiam diri karsena sulit

14. Barda Nawawi Arief, dalam Perlindungan Hak Asasi
Manusia Dan Korban Dalam Pembahsruan Hukum Pidana Indonesia,
Bshan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarasng, 23-30
Nopember 1983.
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mewujudkannysa.

SBebagai faktor penghambat untuk terwujudnyva keadilan dan
kebenaran dapat datang darl terridana sendiri atan ahli
warisnve mauvpun dari apsrat rpenegak hukum. Kurangnvae pengeta-—
huan hukum masyarakat serta ketidakmampuan terdakwa seringka-
li mengakibatkan mereka tidak mampu mempertahankan hak asa-
sinva. Demikian pula pada para penegak keadilan yang Jjuga
adslah marusia biasa vang tidak luput dari  kekhilafan dan
kekeliruvan, bisa menyebabkan akibat yang fatal bagl orang
lain. Hal seperti 1ini bisa menyebabkan orang yang tidak
persalah dijatuhi hukuman, sedangkan pelaku sesungguhnya
bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Dengan dihukvmnya
orang vang sebenarnya tidak bersalah, berarti telsh terjadil
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana kebebasan dan
kemerdekaannya telah dirampas secara tidak sah ‘, disamping
terjadinya pencemaran nams balk serta kerugian moril maupun
materiel.

Apabila ada kejadian seperti di atas, ke mana mereks
harue mencari keadilan, padahal upava hukum biasa sudah
tertutup baginya 7
Satu-satunya harapan terakhir untuk memﬁeroleh kembali hak
asasinya adalsh lewat Lembaga Peninjavankemball. Melalui
lembags inilah hak kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang
telah dirampas secara tidak sah dapat dipulihkan kembali.
Oleh karena itu eeyogyanya Mahksawah Agung menjadi pengawas
dan pengendali puncak/tertinggi” ( "the ﬁqp leader' atau “the

top law enforcement officer”) dari kegeluruhan proses  pene-—
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Hukum Acara Pidana Indonesia. Biarpun tidak semuma tuntutan

ganti kerugian akan dikabulkan oleh Hsakim Yang memeriksa

perkara tersebut.

Dalam kehidupan sebagai manusia pasti tidak terliepas
dari kelemahan-kelemahan. Segala sesuatu vang dibuat oleh
manusia tidak akan luput dari kekeliruvan dan kekhilafan.
Seperti Juga dapat dilihat dari hasil keputusan Pengadilan
yang terjadi di Indonesia. Ada kalanya sudah melalui tiga
tahap peradilan masih bisa terjadi adanyva kekeliruan. Hal ihi
membuktikan ketidaksempurnaan manusia itu sendiri. benarlah
apa vang dikatakan oleh Hermann Mostar bahwa "Errare Humanum
#s5¢ - khilaf adalah insanish”. Bahksan manusia ssja tak luput
dari kekhilafan dan kekeliruan melainkan Jjustru merupakan
sumber kedua sifat itu.

Demikian rula dengan pelaksansan dari KUHAP khususnya
mengenal Penlndauvankembali tidak terlepas dari kelemahan-
kelemahan.

Dengan adanya kelemszhan tersebut tentunyva akan berpengaruh
terhadap peranan Lenmbaga Penenjauankembali itu sendiri seba-
gal salah satu pelindung hak asasi manusia.

a. Kelemshan pada KUHAP.

b. Keleméﬁan pada Pelsaksana KUHAP.




ad a. Kelemahan pada KUHAP.
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Harus dizkui bahwa setisp karya manusia tidak ada yang
sempurns karena manusia itw sendiri pada dasarnya
tidak ada vang sempurna. Pasti ada segl-segi tertentu
vang tidak terpikirkan oleh pemikiran manusia. Geperti
juga halnya dengan peraturan yang mwmengatur Utentang

Peninjanankembali dalam Pasal 263 sampal dengan Pasal

269 KUHAP.

1). Perumusan pasal undang-undang vang bisa mengaki-
batkan penafsiran yang berbeda.

Sebagai contoh :

). Rumusan Pasal 263 ayat (1) dari kata “"ahli
waris". Dalam putusan MA Regno : 1/PK/Pid/86
dikatakan bahwa sebagai istri terpidana belum
menjadi ahli waris berhubung terpidana masih
hidup, sedangkan M. Yahya Harahap, berpendapat
bahwa "Hak waris tersebut telah dilekatkan
undang-undang kepada mereka sekalipun terpida-
ne. masih hidup, dan bukan hak yang timbul
sebagai akibat kematian terpidana.” Pengan
adanya perbedaan pandangan tersebut bisa
mengakibatkan keraguan dari pencari keadilan,
dalam hal ini ahli warie terpidana.

b). Tidak ditulisnya Kuasa dari Terpidana atau
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ahli warisnya, jugae menimbulkan beda pendaprat.
Dari jawaban Jaksa atas permintaan Peninjauvan-
kembali vang diajukan oleh kuasa dari terpids-
ns  Rudy Wijava alias Kok Hwa bherpama @00 M.
Remmy Nursa, ©5.H. Associated untuk Putusan
Kosssi Regno : 209/K/Pid/1984 tanggal 11 Juni
1986 ; dikatakan antara lain bahwa KUHAP telah
mengatur sispa-siapa vang berhak mengajukan
Peninjauankembali. Menurut Pasal 283 avat (1),
vang dapat mengajukan Peninjazuankembali adalah
terpidana atau ahli warisnya. Di sini Jelas
dinyatakan bahwa kuasanya tidak dapat mnengaju-
kan Peninjuankembali walaupun untuk dan atas
nama terpidana. Sedangkan ternyata dalam
putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa
kuasa dari terpidana tersebut berhak untulk
mengajukan peninjauankembali tersebut, begitu

prula dengan randangan berbagai ahli pidana.ls

2). Pasal yang kurang menjamin rasa keadilan.
Contoh :
Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya memberikan
kesempatan satu kall saja untuk mengajukan penin-
jauankembaii. Padshal kalau benar-benar setelab

16. Lihat lampirsan tentang Pendapat Jakss Atas Permo—
honan Peninjauvankembali Putusan Mahkamah Agung RI.




3).

17.
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pemohon mengajukan Peninjauankembali, terpidansa
atau ahli warisnya menemukan fakta baru'yang hampu
melumpuhkan fakta lama atan ada kemungkinan niat
jahat dari seseorang untuk menjerumuskan terpidana
dengan mengsjukan peninjuankembali untuknya tanpa.
surat kuasa khusus yang akibatnya dinyatakan oleh
Mahkamash Agung "tidak daprat diterima", padahal
setelah itu terpidana bensr-bensr menemuksan fakta
baru maka akibatnya terpidana tidak bissa ﬁengaju~
kan permintasan Peninjauankembali lagi .

Sebagaimana Yahya Harahap mengatakan bahwa ...
rasanya adil dan beralasan untuk memberi kesem—
patan dua kali, dan jangan satu kali saja.“17
Terjadi ketidaksinkronan antzra Pasal rokok dengan
rasal yvang ditunjuk oleh pasal tersebut.

Contoh :

Pasal 267 ayat (2) KUHAP menentukan tentang proses
selanjutnya putusan vyang dikirim oleh Mahkamah
Agung kepada pengsdilan semula yvang melanjtkan
pengiriman permintaan Peninjauankembali dimana
dikatakan “Ketentuan sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 243 ayat (2), (3}, (4) dan (5) berlaku Jjuga
bagi putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjsusn—

kembali". Kalau dikaji satu per satu, seharusnya

pasal ini memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Lihat Yahya Harahap, h. 1229.
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Sebagaimana diketahui bahwa Passl 243 KUHAP adalash
acara mengatur pemerikssan tingkat banding yang
tentunya terdapat perbedaan-perbedasn yang khusus.
Misalnyva ketentuan Passl 243 ayvat (2) vang menga—
tur tentang tehnis pelaksanaan cara pemberitahuan
putussn Pengadilan Tinggi oleh Pengadilan Negeri
kepada terdaskwa dan penuntut umum. Masalshnyva di
sinil adalsh bahwa apabila putusan Peninjauvankenbs-—
11 dari Mahkamsah Agung tidak ada sangkut paut
secars administratif dengan Pengadilan Tinggi,
maka penggunaan Pasal 243 ayat (2) KUHAP menjadi
tidak tepat.

Kedua, mengenal diperlakukannya FPasal 243 avat (3}
KUHAP dalam hal melaksanakan bunyi Pasal 257 KUHAP
dimana ditentukan : “"Ketentuvuan mengenal putusan
rengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
226 berlsku juga bagi putusan pengadilan tinggi.”
Jika diteliti ‘bpunyi Pasal 226 ayat (1) KUHAP
ternyata isinya bertentangan dengan bunyi Pasal
267 ayvat (1) KUHAFP sebab Pasal 226 menentukan
bazhwa salinan Putusan Pengadilan Negeri diberikan
kepada terdakwa atau penasihat hukumnys segers
getelah putusan divcapkan, padshal Pasal 267 ayat
(1) menentukan bahwa pengiriman Putusan Malhkamah
Agung tentang Peninjauvankewbsali adalah dalam
Jjangka waktu 7 (tujuh)} hari setelah putusan dija-

tuhken oleh Mashkamah Agung. DPemikian juga mengenal
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pemberitahuan hasil putusan Mahkamsh Agung dengan
menggunakan Pasal 243 ayvat (2) KUHAP diberitahukan
kepada penuntut umum dan terdakwa tidak atas
permintaannya. Tetapi Pasal 226 ayat (2) KUHAP
menentukan bahws putusan diberikan atas permintaan
terdakwa atau penasihat hukumnya. Pengertian kedua
pasal tersebut Jjelas berbeda , sebab Jika rada
Pasal 243 ayat (Z2) KUHAP tanpa diminta secara
khusus, tidak ada kewajiban pada Pengadilan untuk
memberitahukan putusan.
Hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah
mengenai penyebutan kata “terdakwa” vang terdapat
pada Pasal 243 ayat (2) dan Pasal 226 ayat (2)
KUHAP. Dalam hal ini pada Putusan Mahkamah Agung
yvang dimintakan Peninjauvankembalil tentunya tidak
ada lagi sebutan terdakwa melainkan vyang ada
hanyalah “terpidana”. Bukankah putusan yang dimin-
takan Peninjauvankembali itu adalsh putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana si
terdakwa telah berubah statusnya menjadi terpida-
na ?
melihat vraian di atas, penulis berpendapat, bahwa
renunjukan berlakunya Pasal 243 KUHAFP di da;am
proses penyampalan putusan Mahkamah Agﬁng varng
dimintakan peninjauankembali terdapat banyak

"inkonsistensi’.
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ad b. Kelemahan dari Pelaksana KUHAY.

Sebagaimana telah penulils kataken di atas bahwa manu-
sia menurut kodratnya tidak terlepas dari kelemahan—
kelemahan. Sering kali bisa melakukan kesalshan vang
sengaja dilakuvkan. Kelemahean ini bisa terjadi pada :
1). Pengadilan.

2). Pemchon.

3). Mahkamah Agung.

Dalam hal ‘memberikan pendapat dalam berita acara
pendapat vang disertakan. kepada Mshkamah Agung pada
surat permintaan Peninjauvankemball dari pemchon.
Sering terjadi Jjustru pendapat dari Hakim Pengadilan
Negeri tersebut bersifat menentukan sekalil dalam
pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung selanjutnya.
Demikian Juga pemchon, banyak permintasan Feninjauan-
rembali yang dinyatakan “tidak dapat diterima™” atau
“ditolak” oleh Mahkamah Agung hanyva karena penchon
tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana vyang
ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2} KUHAP.

Alasan vang mendasari adalah permintaan Peninjavankem-—
bali tidak dapat diterima oleh Mzhkamah Agung atau
premohon  salah dalam perumusan alasan keberatan
terhadap putusan Pengadilan. Dapat Jjuga terjadi pihak
ketiga yang berkepentingan mengajukan permintaan
Peninjavankemball, padahal KUHAF menernbukarn vang

berhak mengajukan Peninjauankembali hanyalah terpidana
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atsu ahli warisnya atau kuasanya. Dengan demikian
permintaan Peninjauvankembali tersebut dinvataksn tidak
dapat diterima oleh Mankamah Agung. Dan hal ini berar-—
+i menubtup kemngkinan kepada terpidana atau ahli
warisnya untuk mengsjukan permintaan Peningauankembalil
walavpun 1ia nenemukan keadaan yvang mampu me Lumpuhkan

putusan yvang terdahulu.

Belum adanya pengaturan yvang tegas dalam KUHAP mengenai

hak Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permintaan peninjauvankem—
bali, memerlukan epatu tindakan hukum untuk memperjelas hak
Jaksa Penuantut Umum,/Kejaksaan mengajukan peninjauankembali

yang tersirat 31 dalam beberapa peraturan perundang—undangan

v

vang berlaku.

Hal ini dikarenakan ada suatu putusan Mahkamah Agung,

yvaitu Putusan Nomor 55 PK/Pid/18396, tanggal 25 Oktober 1996

terhadap terdakwa Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., dimana

pemohon peninjauankembali adalah Jakesa/Pernuntut Umum dan

permnohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Menurut penulis, hak Jaksa dalam mengajukan permintaan

peninjauankembali adalah dalam kaopasitasnya sebagai Penuntut

Umum  Yang mewakili negara dan kepentingan umum dalam proses

penyelesalan perkara pildana. Dengan demikian permintaan

peninjauankembali ini bukan karena kepentingan pribadi Jaksa/
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Penuntut Umuom stav Lembagza Kejaksaan, tetapi untuk kepen-—
tingan wmm/negara. Apa yang dimakeud dengan kepentingan
wmum, antars lain terdapat dalam Penielagan Pasal 49 Undaneg-—

undane  Womor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha RNe-

gars., dimans dijelaskan bahwa yvang dimaksud dengan "Kepen;
tingan Umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dar/atau
kepentingan masysrakat bersama dan/atau kepentingan pem-
bangunan, sesuai dengan peraturan perundang-vndangan yang
berlaku.

Selsin itu juga terdapat di dalam Penijelasan Pasal 32
huruf ¢ Undang—undane Nowor & tahua 1991 tentang Kejakeaan RI
yeng menjelaskan bahwa vang dimaksud dengan Kepentingan Umum
adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan ma-
syarakat luas.

Di dalam EKetetsvran MPR No, II/MPR/1993 tentang Garis-

garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa pembangunan materi
hukum adalash antara lain pembentukan hukum, Sebagaimana
dimaklumi bahwa pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu
perundang-vndangan Vang baru tetapi juga menciptakan hukum
melalui Yurisprudensi. Hal ini dipertegas dalanm AMDira;

Kerutusarn Presiden No, 17 tabun 1994 Repelita VI, Dbidang

hukum vang antara lain mengatakan memberikan peranan yang
lebih besar kepads lembaga peradilan dalam meneatuvkan arah
perkembangan hukum yang @ianggap penting bagi perwujudan
keadilan sosial tdalam masyvarakat melaluil putusan Hakim
(Yurisprudensi).

Dengan demikian diterimanya permintasaan peninjavankemba—
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1i ity merupakan langkah positif dari Mahkamah Agung dalam

mengisi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau kekurangie-—

lasan dalam peraturan.

Adapun berikut ini penulis akan mengutip beberapa keten-—

tuan Undeng-undang vang menjadi dasar hukum bagi Jaksa/Penun-

tut Umum di dalam mengajukan permnintaan peninjauvankembali :

a.

Pasal 21 Undang—undang No. 14 Tahun 1970.

“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang aditentu-
kan dengan Undang-undang terhadap putusan yang telah
mempercleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan
peninjauankembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara
perdata dan pidana oleh yang berkepentingan’'.

Siapa vang dimaksudkan sebagal vang berkepentingan
dalam proses penyelesaian dalam perkara pidana 7

jalah tiada lain adalah Jaksa/FPenuptut Umum di satu

pihak dan
Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan

"Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli

warisnya dapat mengajukan permintaan paeninjauankemnba-

 1i kepada Mahkamah Agung .

Walaupun di dalam ketentuan Pasal 263 ayvat (1) KUHAP
tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa,/Penuntut

Umom  berhak untuk mengajukan permintaan peninjauvan—




!
i
i

i2a

kembali kepada Mahkasmsh Agung, namun Yyang Jelas
ketentuan ini +tidak wmelarang Jakss/Penuntut Umum
untuk melaksanakan hal tersebut.

Adalah wajar apabila permintsan peninjauankembali
terhadap rutusan bebas atau lepas dari segslia
tuntutan hwkum oleh terpidana atauw ahli warisnya
dikecualikan tersebut (putusan bebas dan lepas dari
segala- tuntutan hukwum ) adalah menjadi hak
Jaksa/Pernuntut Umum pula untuk mengajukan peninjauvan-
kembali sebagal pihak yang berkepentingan sepanjang
terdaprat dasar atauw alasan yvang cukup sebagaimana
diatur dalam Pasal 263 ayat (Z) KUHAP.

Pasal 263 ayat (3) EKUHAP menyatakan :

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut
pada ayat (2) terdapat putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan penin-
Jauankemball apabila dalam putusan itu suatu per-
buatan yang didakwakan telah dinyatskan terbukti akan
tetapl tidak diikuti oleh suatu pemidanaan’.
Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAF ini
tentunya tidak mungkin terpidans atau ahli warisnya
skan menggunsksn ketentusn pasal ini  sebagai dasar
untuk mengajukan rermintaan preninjavankembali,
menginéé£ tidak akan menguntungkan bagi dirinya.
Kalau memang Hperumusan Pasal 263 &ayat (3) KUHAP
adalah untuk terpidana atau shli warisnya, sebenarnya

sudah cukup tertampung oleh ketentuwan Pasal 263 ayat
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(2) hvruf c. Jelas nampak bahwa pengaturannya berle-
bihan. Dengan demikian menjadi pertanyaan mengapa
ketentuan pasal ini di atur dalam ayat tersendiri,
dan untuk siapa ketentuan pasal ini dibuatsdisiapkan
pengaturannya 7 Jawsban yang paling tepat, tiada lain
kecuali untuk Jaksa/Penuntut Umum sebagal pihak vaang
berkepentingan ( di luar terpidana atau ahli
warisnya) .
Kesimpulan ini diperkuat pula oleh pendapat dari Andi
Hamzah, dalam bukunya "Upayva Hukum Dalam Perkara
Pidana", vang menyatakan bahwa sdalah kurang adil
apabila keputusan itu Jaksa/Penuntut Umum tidak
diberikan hak dan wewenang mengajukan permintaan
peninjauvankembali. Lagi pula di dalam peraturan
perundang-undangan yang lama (sebelum KUHAP ada)
yaitu di dalam Reglement op de straf vordering dan
Peraturan Mahkamah Aguang RI Nomor 1 tahun 1969 s=erta
Peraturan Mahkamah Agung RI Nowor i tahun 1880,

terdapat ketentuan bahwa vang harus mengajukan permo-

honan peninjavankembali adalah Jakss Asung. terwvidansa
atan pihak vang berkepentingan.

Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam
perundang-undangan lama tersebut menjadi sumber
inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP,
sehinggs seyogyanya apabila permintaah’peninjauankem~

bali dapat pula diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umun.
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1). Identitas Terpidana

Nama : : ROBERTUS POERNOMO HENNY

Tempat,//Tanggal lsahir : Magelang, 35 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Bekas pegawai honorer E.M.K.L.
PT. PIDC

Alamat : Jl. Patemon IV No. Z0 C Bura-
baya

2). Identitas Pemchon

Nama : PT. INDAUDA (diwakili oleh
kuasanya : Henry Yosodinin-
grat, SH)

Pekerjaan : Advocat

3). Dakwasan
Kesatu Primair
Bahwa terdakwa Robertus Poernomo Henny dan Zulkarnaen
alias Jul., baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama
dan bersekutnu dengan Dirk Jeskiel Pandi, Frederik Nico-

las Mendey, Kisjadi, Turun, Moc. EBEffendi Mochtar,
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Rameli dan Drs. MA Nasution melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana ééng diatur dan diancam pada TPasal
1 avat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 UU No. 3
Tahun 1971 jo. Pasal 55 Jjo. Pasal 64 KUHP.
Kedua Primair :
Bahwa terdakws Robertus Poernomo Henny dan Zulkarnaen
alias Jul, baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama
dan bersekutu dengan Dirk Jeskiel Pandi, Frederik Nico-
las Mendey, Kisjadi, Turun, Moc. Effendi Mochtar,
Rameli dan Drs. MA Nasution bersalah melakukan kejaha-
tan tindak pidana ekonomi. Memasukkan barang-barang ke
peredaran bebas tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan
Ordonansi Bea dan lampiran-lampirannya.
Hasil Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekconomi
a) Tentang Tindak Pidana Korupsi
Menyatakan terdakwa Robertus Poernomo Henny, bersa-—
lah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi ;
Menghukum terdakwa dengan hukunan penjara selama
satu tahun dan enam bulan dengan ketentuan lamanya
terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi
seluruhnya
Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkarsa
sebesar Rp. 5.000.000,- ;
b) Tentang Tindak Pidana Ekconomi :
Menyatakan terdakwa bersgalah melakukan kejahatan
tindak pidana ekonomi ;

Memasukkan barang-barang ke peredaran bebas tanpa
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mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonsnsi Bea dan
lampiran-lampirannya :

Menghukum terdakwa dengan hukuman renjars selsms 1

{satu} tahuwn dan denda sebeéar Bp. 2Z.000.000,-

Subegidair 2 bulan kurungan ;

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos perkara

sebesar Rp. 5.000,~ ;

Memerintahkan barang bukti :

- 82 ypeti berisi 60 unit Holden J Car Camira, 4
cylinder, tipe JB.8J.U.69 CED

- 86 (enam) petl herisi 60 unit AC mobil bheserta
surat-surat vang berhubungan dengan itu ;

- 4 (ewmpat) giro hilyet Bank Indonesia dengan dana
vang tersedia untok itu sebesar Rp.
322.052.333,60,- yang terdiri dari :

(1) Giro bilyet No. ME.270225 tanggal 7 Februari
1984 dengan nilai nominal Rp. 113.398.709,00 ;
{2} Giroc bilyet No. ME. 270225 tanggal 7 Februari
1984 dengan nilai nominal Rp. 47.627.457,80 ;
(3) Giro bilyet No. ME.Z270753 tanggal 14 Februari
1984 dengan nilal nominal Rp. 113.387.708,00 ;
(4) Giro bilyet No. ME_Z7V0754 tanggal 14 Februari
1984 dengan nilal nominal Rp. 47.627.487,380 ;
5). Hasil Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi
Ekonomi
Ménerima rermohonan bhanding baik dari - penuntut  umum

maupun . dari terdakwa Robertus Poernomo Henny tersebut ;
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memperbalkl putusan Pengadilan Negeri,/Pengadilan Ekono-
mil Surabaya tanggal 4 Mei 1885 yang dimochonkan banding

tersebut, sekedar mengenai barang hbukti berupa :

- 892 peti berisli 80 unit Holden J Car Camira, 4 cy-—
linder, tipe JB.BJ.UJ.68 CKD

~ 6 (enam) peti berisi 60 unit AC mobil beserta surat-
surat yvang berhubungan dengan itu :

- 4 (empat) girc bilyet Bank Indonesia dengan dana yang
tersedia untuk itu sebesar Rp. 322.0562_.333,60,- vyang
terdiri dari :

a) Giro bilyet No. ME.270225 tanggal 7 Februari 1984
dengan nilai nominal Rp. 113.3983.703,00 ;

b) Giro bilyet No. ME. 270225 tanggal 7 Februafi 1984
dengan nilai nominal Rp. 47.627.457,80 ;

¢) Giro bilyet No. ME.270753 tangegal 14 Februari 1884
dengan nilai nominal Rp. 113.397.708,00 ;

d} Giro bilyvet No. ME._270754 tanggal 14 Februari 1984
dengan nilai nominal Rp. 47.627.457,80 ;

dirampas untuk Negaraza ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Fengadilan Ekonomi

Surabava tersebut untuk selebihnya ;

Menghukum terdakwa untuk membayar biayva perkara dalam

tingkat banding vang ditentukan sebesar Rp. 2.500,-

Hagil Keputusan Mahkamah Agung

Menolak pemchon kasasi- dari pemchon kasasi @ ROBERTUS

POERNOMO HENNY tersebut
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menghukum pemohon tersebut untuk wmembavar biaya perkarsa

dalam tingkat ini sebesar Rp. Z.500 ;

Inti Isi Surat Permohonan Peninjauankembali :

Memohon agar putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari

1986 Regneo : 1418 K/Pid/ /1985 tersebut dapat ditinjau

kembali khusus mengenai status barang vang disita

berupa 60 (enam puluh) unit AC untuk mobil tanpa men-
campuri pemidansan.

Hasil Keputusan Mahkamah Agung atas Permchonan Penin-

jauankembali dari remohon.

Menimbang :

a) Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 263 KUHAP terhadap
putusan Pengadilan yang telah mempercleh kekuatan
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari
segala tuntutan hukum dapat diajukan permohonan
peninjauankembali itu adalah terpidana  atau ahli
warisnya ;

b} Bahwa dalam perkara ini yvang mengajukan rermchonan
peninjauankembali adalah pihak ketiga oleh karena
itu berdasarkan Pasal 283 KUHAF permohonsn penin-
jauankembali dari pemohon peninjauvankembali tersebut
harus dinystakan tidak dapat diterima ;

Memperhatikan

1) Pasal 263 KUHAP ;

2} Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tehun 1981
3} Undang-uvndang No. 14 Tahun 1885.

Mengadili :
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Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan-—
kembali dari pemchon peninjauankembali : PT. INDAUDA,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Henry Yosodi-
ningrat, SH, advocat itu ;
Menghukum pemohon  peninjauankembali tersebut untuk
membayar biayva perkara dalam tingkat peninjauvankembali

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

b. Analigis Pata.
Sebagaimana sudsh diketahui bahwa untuk mengajukan
Peninjauankembali harus memperhatikan syvarat pokok seperti
vang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, vaitu bahwa :
1). vang dimintakan peninjauvankembali itu haruslah putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

2). putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas apau lepas
dari segala tuntutan hukum ;

3). vang mengajukan permintaan tersebut adalan terpidana atau
ahli waris terpidana.

Dari kasus yang dipaparkan di atas, ternyata permohonan
terschut sudah benar diajukan terhadapr putusan Pengadilan
vang telah wumempercleh kekuvatan hukum tetap, vaitu dengan
Putusan kasasi Regno : 1418 K/Pid/1885 ; dan putusan yang
telah menmperoleh kekuatan hukum tetap itu pun bukan putusan
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan
+tetapi -permohonan Peninjaunankembali tersebut dilakukan oleh
PT. Indauda vang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Henry

Yosodiningrat, SH sebagail pihak ketiga, bukan terpidana atan
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ahll waris terpidana sebagaimana yvang dimaksud oleh Pazal 263
ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu adalah sudah sewajarnya
Mahkamah Aguvng dalam putusannya menvatakan “tidsk dapat
diterima” permohonan peninjavankembali, FPT. INDAUDA, vwvang
diwakili oleh kuasanva, Henry Yosodiningrat., BSH., advocat
tersebut.

Dengan tidak terpenuhinya syarat pokok untuk permohonan
reninjauvankembali sebagaimansa diatur pada Pasal 263 ayat (1)
KUHAR, maka Mahksmah Agung tidak perlu lagi memperhatikan

lebih lanjut alasan-alasan yang dikewmukakan oleh pemchon

tersebut.

1}. ITdentitas terpidans/pemohon :
Nama = PARLINDUNGAN PATALRTBU

Tempat lahir & umur : Medan, 49 Tahun

Pekerjasn : Karvawan Swasta
Alamat - Ji Cimarnak VI 205, Ri, 117040,

Kel. Mekzr Jayva, Depok

2Y. Dakwaan :

h

Parlindungan Pasasribu bersalah melanggar asal
Undang-undang Lalu-lintas Jjo. FPasal 49 ayat (1) Jo.
PPL.

3). Hasil Kepuvutusan Pengadilan Negeri :

s e b Sh e e
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Menyatakan terdakws - Parlinduvngan Pasaribu, bersalah
melakukan pelanggaran lalu-lintas, yaitu menpergunakan
Jalan dengan cara dapat membahayakan kebebasan lalu—
lintas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 32 Un-
dang-undang No. 3 Tahun 1985 3
Menghukum terdakws tersebut dengan hukuman denda sebe-
sar Rp. 7.500,~- (tujuh ribu lima ratus rupiah)} ; Dengan
ketentvan bahwa jika hukuman dends tersebut tidak di-
bayar, harus diganti dengan huvkuman kurungan selama &
(lima} hari ;
Hasil Keputusan Mahkamah Agung
Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Parlin-
dungan Pasaribu tersebut ;
Menghukum pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima
ratus rupiah}.
Inti Isi Surat Permohonan Peninjauvankembsli bertanggal,
Depok 10 Juli 1887.
Bahwa sebenarnya pemohon peninjauankembali adalah yang
melaporkan kejadian ini kepada Polisi, karena mobil
pemchon peninjeuankembali yang dirusak diservempet oleh
saksi.
bebenarnya vang melakukan pelanggarasn lalu-lintas
adalah saksi yang datang dari sebelah kiri kendaraan
reninjauankembali, tetapi kejadian ini diputarbalikkan.
Bahwa SIM Bl Umum pemchon peninjauvankembali telah

digita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan

k4
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surat keterangan yang kurang memenuhi syvarat.
Dleh karena jtu Pemohon memohon sgar pubtusan Mahkamah
Agung ‘tanggal 28 Februari 1986 Regno : 59 EK/Pid/1985

tersebut dapat ditinjau kembali.

6). Hasil Keputusan Mahkamah Agung atas permintaan Penin-

javankembali dari pemohon.

Menimbang :

a) bahwa - keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan,
oleh karena bukan merupakan alasan peninjauvankembali
vang dimaksuwd dalam Fasal 263 ayat (2) KUHAP ;

b) bahwa dengan demikian keberatan permohonan penin-
janankembali tidak merupakan alasan-alasan sebagai-
mana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a,
b, dan ¢ KUHAP, oleh karena itu berdasarkan Pasal
266 ayat (2) muruf a KUHAP permohonan peninjavankem-
bali dari pemchon tersebut harus ditolak

Memperhatikan :

1) Pasal 263, 266 KUHAP ;

2) Pasal 21 Undang-undang RNo. 14 tzhun 1970

3) Undang-undang No. 3 talman 1981 ;

4) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 ;

Mengadili :

1) Menolak permohonan Peninjeuankembali dari : Parlin-
dungan Pasaribu tersebut 3

2) Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjavan-—
kembali tersebut untuk membayar biayva perkara dalam

tingkat peninjauankemball ini sebesar Rp. 2.500,-
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(duva ribu lima ratus rupish).

b. Analigis Data

Dari data yvang disajikan dapzat dikatakan bahwa prosedur
vang ditempuh oleh pemchon peninjauankembali, Parlindungan
Passribu telah memernvhi syarat pokok sebagsimsna disvaratkan
oleh Pasal 263 ayvat (1) KUHAP, yaitu :

1). Bahwa vang dimintakan peninjavankembali itu adalah putu-
san pengadilan yvang telah bherkekuatan hukum tétap, yaitu
putusan Kasasi tariggal 28 Februari 1986 Regno : 58 K/Pid/
1985.

2). Bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum.

3). Bahwa yang mengajukan permohonan tersebut adalah terpida-
na sendiri.

Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengadakan penelitian

lebih lanjut, dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemu-

kakan pemcohon tersebut apakah memenuhi ketentuan sebagaimsna
disebutkan oleh pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Di dalam surat permohonan Peninjavankembali dari Farlin-
dungan Pasaribu, telah dikemukakan keberatan vang menjadi
dasar permchonannya, yaita :

1). Bahwa sebenarnya pemchon peninjauankembali adalah yang
melaporkan kejadian ini kepada Polisi. karena mobil pemo-
hon peninjauvankembali vang dirusak/diserempet.

2). Bahwa sebenarnya yang melakukan pelanggaran lalu-lintas

dengan cara vang dapat membsahayakan lalu~lintas adalah
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saksi vyang datang dari sebelsh kiri kendaraan pemchon
pgpinjauankembali, tetapi kejadian ini diputarbalikkan.

3). Bahwa SIM Bl Umum pemochon reninjavankembali telsh disitas
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat

keterangan yvang kurang memenuhi syarat.

Dengan memperhatikan alasan keberstan vang diajukan oleh

terpidana Parlindungsn Pasaribu vang dijadikan dasar permoho-
nan  Peninjauvankembsali tersebut secara formil telah memenuhi
ketentuan Pasal 263 . ayat (2) KUHAP. Artinya alasan yang
mendasari permohonan Peninjauankembali telah dirvmuskan oleh
pemohon sesual dengan alasan-alasan yang disyvaratkan dalam
Pasal 263 ayvat (2) KUHAP.
Jadi, alasan tersebut telah memenuhi rersyatatan yvang diten-—
tukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acsra Pidans. Dengan
demikian secara analogi, dari bunyi Pasal 266 asyat (1) KUHAP,
maka Karena permintaan peninjauvankembali tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 2637 ayat {(2) KUHAP, sudsah
seharusnyalah Msahkamah Agung berpendapat bahwa permcohonan
Peninjauwankembali dari Parlindungan Pasaribu dapat diterima
untuk diperiksa menurut Pasal 266 ayat (2) KUHAP, varng ber-
bunyvi :

Dalam Mahkasmah Agung berpendapat bahwa permintasn penin-—

Jauankembali dapat diterima untuk diperiksa., berlaku

ketentuan sebagai berikut :

a. apablla Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan
pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan penin-
jauankembali dengan menetapkan bahwa putusan yang
diminta peninjavan kembali itu tetap berlakw disertai

dengan dasar pertimbangannva
b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alassn pemohon,




i3E

Mahkamah Agung mempbatalkan putusan  vang dapat

berupsa :

1. putusan bebas ;

2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

3. putusan tidak dapat menerima ‘tuntutan penuntut

umum 3
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana vyang
lebih ringan. :
Sekalipun alasan vyang menjadi dasar permohonan dari

Parlindungan Pasaribu sudah memenuhi syarat formil, sebagai-
mana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP., namun alasan
tersebut "tidak dapat dibenarkan'” oleh Mahkamah Agung.
Hal ini disebabkan, alasan yang dikemukakan tersebut sudah
pernah dikemukakan dalam persidangan sebelumnyva. Jadi bukan
merupakan alasan peninjauvankemball sebagaimana yvang dimakeud
dalam Pasal 2863 ayat (2) KUHAP. Oleh karena secara faktual
tidak terdapat "keadaan baru’ yang secara nyata dapat menim—
bulkan dugaan kuat vang dapat menyebabkan putusan itu berbe-
da, seandainyva keadaan itu diketahui dan diajukan selama
zidang masih berlangsung atau tidak ada pertentangan antara
putusan yang satu dengan lainnya dan  juga tidak terdapat
putusan vang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAR,
permohonan peninjavankembali dari remohon Parlindungan
Pasaribu tersebut harus ditolak. Sehingga Mahkamsh Agung
dalam putusannyva tertanggal 26 April 1989 dengan perkara No.

48 PK/Pid/1988, telah menyatakan menolak permohonan penin-

jauvankembali dari Parlindungan Pasaribu tersebut serta mene-

' tapkan bahwa putusan vang dimohonkan peninjauankemball tetap




dalah sudah tepat.

W

1). Identitas Terpidana//Pemohon

Nama : MARCEL JULIUS TAHER
Tempat/Tgl-léhir > Udung Pandang, 30 Tahun
Pekerjaan : Direktur CV. Subuh Manado
Alamat : J1. Mahawu No. 158 A, Manado

2). Dakwaan

Primair :

a) Bahwa ia tertuduh Marcel Juliuwe Taher, Direktur CV.

Subuh Manado dan atau sebagail eksportir kayu hitam,
baik bertindak sendiri maupun bersekutu dengan orang
'lain telah mengekspor barang-barang tanpa mengindah-
kan ketentuan-ketentuan dari ordonansi bea dan dari
Reglemen-reglemen yang terlampir padanya, yaitu men-
gekspor sebanyak 611 batang kayu atau 123,619 w3,
seharga B 185,278,550 atau sama. dengan ARp.
115.799.062,50 tanpa dilindungi oleh surat-surat
atau sertifikat vang mendvkung keabsahan karena
tertuduh tidak pernah mengajukan permohonan untuk
mendapatkan persetujuan mengekspor kayu hitam kepada
Direktur Jenderal Kehutanan cg. Direktur Bina barana
Usaha Kehutanan ini adalah syarat untﬁk dapat diter-

bitkan SEHH dan oleh karena itu SEHH beserta doku-
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men—-dokumen lainnya yang dimiliki oleh tertuduh
adalah tidak sah.

b} Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yvang
tersebut dalam Pasal 26 huruf b R.0O. Sth. 1332 No.
240 yang divbah dan ditawmbah Jo. Pasal 55 KUHP jo.
U No. 8/Prp/1962 jo. UU No. 11/Prp/1962 Jjo. Skerp
No. 13124/Daglu/79/HK.11 jo. UU no. 8/Drt/53 Jjo. UU
No. 7/Drt/1855 jo. UU No. 21 Tahun 1959.

Subsidair

Bahwa ia tertuduh Marcel Julius Taher, Direktur CV.

Subuh Manado, baik sendiri atau bersekutu dengan orang

lain telah dengan sengaja memberitahukan sslah tentang

Jenis barang dalam pemberitahuan keluar daerah pabean

barang tersebut di atas, akan tetapli kenyvataannya

1} Jenis atau bentuk kayu hitam/ebony vang dieksport
tersebut  tidak sesual dengan bentuk sebagaimana
permohonan  yang diajuksn atau vang terdapat dalom
dokumen vang ada.

Z) Volume kayun hitam/ebony vang diekspor tersebut tidsk
sesual  atau tidak cocok dengsn volume kavu hitam
vang diajukan ztaw vang terdapat dalam dokumen yang
ada [sehagai contoh : Lihat dalam Putusan MA No. 48
PK/Pi1d/1988].

Dengan data-data tersebut di atas terdapat selisih
lebih ©,509 3.
Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar keten—

tuan Pasal 25, II Sub ¢ R.O. 5th 1832 jo. 240 sgeba-

L
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gaimana kemudian @i ubah dan ditambah jo. Pasal 5D
KUHP Jjo. UJ No. 8/Prp/19862 jo. UJ No. 11/Prp/18962
jo. Skep Mendag No. Skep 20/Kp/I/78 jo. S5.E. Dirjen
Perdsngangan Lwar Negeri No. 1124/Daglu/79/HK.11 Jo.
UU Ho. B/Drt/68 jo. UU no. 7/Drt/18565 jo UU Ro. <1
Tahun 18589.

Hasil Putusan Pengadilan Negeri

Menvatakan tertuduh : Marcel Yulius Taher, terbuktil

berasalah menurut hukum dan keyvakinan, melakukan keja-

“hatan Tindak Pidana Ekonomi yvaitv mengekspor barang

tanpa mengindahkan ketentuan dari Ordonansi daen Regle-
men vang terlampir.

Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman pen-—
jara selama 6 bulan dipotong selama barada dalam taha-
narn Sementars.

Menghukum pula tertuduh dengan hukuman dernds sebesar
Kp. 1.000.000, - dengan ketentuan bahwa apabila dends
tersebut tidak dibayarnya akan diganti hukuman kuruvngan
selama 1 bulan.

Menentukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) kayu hitam sebanyak 611 batang dirampas untuk ne-
EATE .

2) surat-surat tetap terlampir dalam berkas rerkara.
Memerintahkan kepada Kejakssan Negeri Bitung untuk
mengembalikan kepada tertudoh kayu hitam sebanyak 400
bataﬁg.

Menghukum pula tertuduh untuk membsyay biava rperkara
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ini.

Membebaskan tertuduh dalam tuduhan subsidair.

Hasil Putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi

Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa Marcel Julius Taher tersebut.

Menguatkan Keputusan Pengadilan Ekonomi Manado tertang-
gal 13 Mei 1981 Pidana No. 8/Btg/1980/B.Ek vang dimo-
honkan banding itu

Menghukum terdakwa untuk membaviar ongkos perkara dalam
kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding dite-
tapkan sebesar Rp. 2.500,-

Hagil Keputusan Mahkamah Agung

Menolak permchonan kasasi dari pemchon kasasi : Marcel
Julius Taher tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di
Manado tanggsl 3 Mei 18982 HNo. 2/Pid/B.ek/1981/PT.MDO
dan Pengadilan Ekonomi Manado tanggal 13 Mei 1881
Pidana No. 8/Btg/1980/B.Ek. sekedar mengenail kualifiks-—
sinya berbunyi sebagal berikut

Mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Rechten
Ordonansi dan Reglement yang terlampir padanya.
Menghukum pemchon kasasi,/terdakwa tersebubt untuk mem—
bayar biaya perkara dalam tingkat 1ini sebesar Rp.
2.500,- (dua ribq lima ratus rupiah).

Isi Surat Permohonan Peninjeuvankembali

a) bahwa keputusan Mahkamah Agung RI No. 780 K/Pid/1882




b)

c)
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dirasakan kurang adil dan merugikan pemohon penin-
Javankembali karensa keputussn tersebut berads pada
atau bertentangan dengan keputussn Mahkamakh Agung RI
vang diputus sebelumnys vaitu kerutusan Mahkamsh
Agung no. 140/Pid/1982, padahal kedua keputusan
tersebut memeriksa dua perkara (yaitu perkara No.
83/Btg,/ 1930 Biasga Bk . dengan terdakwsa Eddy
Tumbelaks), yang mempunyai :

(1) locus delictie sama,

(Z2) tempus delictie szma,

(3) pasal-pasal yvang dituduhkan samsa ,

(4) pertimbangan maupun keputusan dari Hakim rertama
maupun banding sama pula ;

bahwa Mahkamah Agung untuk perkara No. 140/Btg

1980/B Ek terhadap Eddy Tumbelaka memutuskan dalam

keputusan Mahkamah Agung No. 140 K/Pid/1982 sebagai

berikut

Menerima permohonan kasasi dari Penuntut Kasasi -

Eddy Tumbelaka tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No.

L/PT.MPO/EK/ 1981 dan Putusan Pengadilan Negeri di

Manado No. 4/Btg/1980/B. Ek ;

Menyatakan kesalahan terdakwa Eddy Tumbelzka terse-—

but tentang perbuatan yang dituduhkan Primsir dan

Susidair kepadanya tidak terbukti dengan sah dan

meyakinkan.

Membebaskannya oleh karena itu dari tuduhan—-tuduahan
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tersebut ;

Memerintahkan supayva barang-bparsng bukti berupa :

(1)} Kayu hitam sebanyak 1626 batang atau 284,244 m3
dikembalikan kepada terdakwa.

{(2) Surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas
perkara ;

Membebankan blaya perkara dalam semua tingkat pera-

dilan kepada Negara ;

Namun merupskan suatu ironi untuk perkara No.

11/Btg/1880/B Ek. terhadap kami pemohon Mahkamah

Agung telah memutuskan dengan keputusan Mahkamsh

Agung No. 790 K/Pid/1982 sehbagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Marcel

Julius Taher tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado

No. 2/Pid.B.Ek/1981/PT_ Mdo dan Pengadilan HNegeri

Manado No. 8/Btg/1880.B.Ek. sekedar kualifikasinya

sehingga berbunyi sebagal berikut

Mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan

Rechter Ordonantie vang terlampir padanya ;

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk

membayvar biayva perkara dalam tingkat ini sebesar Rp.

2.600,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pertimbangan pokok Mahkamah Agung dalam kasus

Eddy Tumbelaka adalah mengenai :

Apakah terdakwa Eddy Tumbelaka telah mengekspor atau

mencoba mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan
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ketentuan dari Ordonantie Bea dan dari Reglement
vang terlampir padanya :

Hal mana dipertimbangksn sebagai berikut
Menimbang, bahwe pengeksporan ataw percobaan pen-
geksporan kayu hitam vang bersangkutan oleh terdakwa
telah dilengkapi dengan SEHH vang tidak didukung
adanva persetujuan dari Dirjen Eehutanan, akan
tetspl hal-hal tersebut diskai oleh Dinas Kehutanan
Propinsi Sulawesi Utara sebagail kesalahannya,
sehingga kesalzhan tersebgt tidak dapat dirertang-
gungjawabkan kepada terdakwa dan oleh karena itu
Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengenai penerbitan
SEHH vang tidak didukung oleh persetujuan Ekspor
dsri Dinas Kehutanan, terdakwa tidsk dapat dipersa-
iahksn menurut hukum sebab bertentangan dengan
Jurisprudensi Mahkawmah Agung yvang menyatakan bahwa
ket idakbenaran data-data SEHH adalah tanggung Jjawab
dari Instanei yvang mengelusrkan SEHH dalam hal ini
Dinas Kehutanan (Putusan MA No. 66 K/Kr./1975).
Sedangkan dalam keputusan Mahkamah Agung No. 790
K/Pid/1982 vang menyangkut diri pemohon hal tersebut
tidak dipertimbangkan denagn alasan bahwa “oleh
karens keberatan tersebut prada hakekatnya merngenai
penilaian hasil pembuktian yang bergsifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, Reb@ratan semacam itu tidak
éapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tinghkst

kasasi' ;
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f} Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung dalam dua kasus
vang sama telah menjatuhkan dua keputussn yang

berbedsa 3

Kami pemchon sebagai orang awam kurang dapat menger-—

ti mengapa terjadi keganjilan tersebhut vang menurut

hemat kami sangat bertentangan derngan perasaan
keadilan, sehinggs hal itulah merupzkan alasan bagi
kami untuk memcohon peninjauvankembalil sesuwal Pasal

263 ayat (2)fKUHAP 3

Cleh karens itu pula pemchon yakin seyakin-yakinnya

bahwa apabila dalam keputusan Mahkamah Agung vyansg

sekalipun sudah memperoleh kekuvuatan hukum tetap
terdapat alasan-alasan hukum yvang kuat untuk memin-
takan peninjsauankembali, berdasarkan Pasal 263 ayat

(2) KUHAP, sudah tentu askan dibenarkan alasan-alasan

pemohon dengan menjatuhkan putusan yang dapat berupa

putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntu-
tan hukum.
7). Hasil EKeputusan Mahkamah Agung atas permintaan
Peninjauvankembali

Menimbang :

a} bahwa atas alasan-alasan peninjauvan kembali
taersebut Mahkamah Agung berpendapat ;
Alasan-alagan peninjauvankembali dari pemohon pada
pokoknya ‘dapat dibenarkan oleh karena berdasarkan

Pasal 263 avat (2) sub b  KUHAP, memang benar

i e i e I R e
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dalam putusan Mahkamsh Agvng No. 790 K/Pid/1982

dan No. 140 K/Pid /1982 mengenai hal vang sams

terdapat pernyvataan bahwa sesuatu telah terbukti
vaitu dalam putvsan No. 780 K/Pid/ /1882 terpidana
dinyatakan terbukiti bhersalash "Mengekspor barang

tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari R.0",

sedangkan hal atau keadsan sebagal dasar dan

alasan putusan yang wenyatakan terbukti itu
terdapat pertentangan antara putusan Mahkamsh

Agung No. 780 K/Pid/ /1982 dengan putusan Mahkamah

Agung No. 140 K/Pid/19832.

Hal seperti itu menurut hemat Mahkamah Agung

memenuhli rumusan Passl 263 avat (2) sub b KUHAP ;
Berdasarkan uraian di atas Mahkamah Agung

akan mempertimbangkan perkarsa vang dimohon penin-

Jauankembali seperti pertimbangan sebagai beri-

kut

(1} bahwa Judex facti dalam putusannya Vang
terhadap putusan msana permohonan kasasinya
ditolak oleh Mahkamah Agung antara lain
dipertimbangksan.

(2) bahwa walsupun diakui dalam hal penerbitan
SEHH untuk terpidana/pemchon peninjauvankembsa-
1i terdapat kesalahgn pada pejabat Dinas
Kehutanan tetapi hal itu bukan berarti terpi-
dana/pemohon peninjguankembali terlepas dari

kesalshan dan tanggung jawab atas terbitnya

T
52




(3)

145
AEHH tersebut
bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut
Majelis pemeriksasan peninjauan kembali adalah
keliru karena SEHH nyatanya telah terbit, se-
hingga dengan demikian terpidana dalam men-
gekspor kayu hitam telah dilindungi oleh

dokumen—-dokumen vang disyvaratkan.

-Berdasarkan pertimbangan di atas maka dakwaan

primair harus dinyatakan tidak terbukti se-
hingga terpidana harus dibebaskan dari dakwaan
tersebut, dengan demikian putusan Kasasi No.
790 K/Pid/1982 tidak dapat dipertshankan lagil
dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan
ﬁengadili sendiri perkara vyang dimohonkan
peninjavankembali tersebut ;

Bahwa oleh karena sesual dengan pertimbangan
di atas, dakwaan primair ternyata tidak ter-
bukti maka perlu dipertinbangkan dakwaan
subsidair ;

Sesuail hasil pemeriksaan hasil vaitu
keterangan terdakwa vang dibenarkan oleh saksi
Pegawsl Bea dan Cukai di Bitung Weely Ruman-
git, saksi Kepala Pemangkuan Hutan Daerah
Minahasa Ir. Djaman Baroces Eelah terbukti

hahwa apa vang tercantum dalam SEHH adalah

sama dengan keadaan barang vang akan diekspor

sehingga karenanva dakwaan subsidair pun tidak




b)

c)
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terbukti dan karena itu terdskwa harus pula
dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut
pahwa oleh karena terdaskwa dibebaskan dari segala
dakwazn maka terdakws harus segera diperintshkan
untuk dikelusarkan dari tahanan ;
bahwa mengenai barang bukti harus dikembalikan
kepada terdskwa ;
bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangsn terse-
but, permohonan peninjauvankembali dari pewnchon
peninjavankembali harvs dikabulkan, oleh karena
terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal Z63 ayat
{(2) sub & jo Pasal 266 ayat (2) sub b KUHAP, untuk
membatalkan‘ putusan Mshkmah Agung tanggal 29
Oktober 1983 Regno 790 K/Pid/ /1982 dan selanjutnya
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara
tersebut dengan amarnya seperti tercantom di bawah
ini
Memperhatikan
a) Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970
b} Undang-undang No. 8 Tahua 1981
c) Undang-undang No. 14 Tahun 1885 ;
Mengadili
a) Mengabulkan permohonan peninjauankembali  dari
pemchon : Marcel Julius Taher tersebut ;
b) Membatslkan putusan Mahkamah Agung RI  tanggal
29 Oktober 1983 No. 780 K/ /Pid/1898Z ;

Mengadili sendiri
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Menyatakan kesalahan terpidana Marcel Julius
Taher tersebutl tentang perbuatan vang didakwa-—
kan kepadanya Primair dan Subsidsir tidak
terbukti secara sabh dan meyakinkan
Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari
segala deakwaan 3
Memerintahkan supaya terdakwa dikeluwarkan dari
tahanan kecuali apabila ia karena alasan lain
harus tetap berada dalam tahanan ;
Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedu-
dukan dan harkat serta martabatnya
Memerintahkan supaya barang bukti berupa
(1) Kayu hitam sebanyak 611 batang atau 123,519
m3 + 400 bhatang = 1011 batang dikembalikan
kepada terdakwa.
(2) Surat-surat tetap terlampir dalam berkas
perkara.
Membebankan biaya perkaras dalam semua tingkat

peradilan kepada Negara ;

b. Analigis Data.

Dari

data vang disajikan, ternyvata prosedur yang

ditempuh oleh pemohon Peninjauankembali telah memenuhi tiga

syarat pokok sebagaimans ditentukan Pasél 263 ayat (1)

KUHAP, yaitu :

s. bahwa permohonan tersebut diajukan terhadap putusan

pengadilan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap




(Putusan Kasasi No. 790 K/Pid/1982) ;

b. bahwa permohonan tersebut diajukan oleh terpidana ;

¢. bahwa putusan yang dimohonkan tersebut bukan putusan
hebas atau lepas dari segala tunbutan hukum.

Karena 3 (tiga) syarat pokok tersebut sudah terpenuhi. maka

selanjutnys Mahkamah Agung akan meneliti apakah alasan vang

m

dikemukakan oleh penchon telah memenuhi ketentuan sebagai-
mana disyaratkan oleh Pasal 283 ayat {2) KUHAP.
D dalam surat rermohonan peninjauvankembali, Marcel Juliue
Taher mengemukakan alasan-alasannya berdasarkan Pasal 263
ayat (2} huruvf b KUHAP yang berbunyi
Permintaan peninjauvankembali dilakukan atas dasar,
apsbila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa
sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan
sebagal dasar dan alasan putusan vang dinyatakan telzh
terbukti itu, ternyvata telah bertentangan satu dengan
lgin.
Kalau diteliti alasan yang dikemukakan oleh terpidana
Marcel Julius Taher tersebut, secara formil telah memenuhi
Pasal 263 ayat (2) KUHAP, sehingega dapat diterima untuk
diperiksa oleh Mahkamah Agung. Dan ternyata di  dalam
pemeriksaan tersebut wmemang aiasan reninjauvankemball vang
dikemukakan oleh pemchon pada pokoknya dapat dibenarkan,
oleh karena berdasarkan Pasal 263 ayat (2) sub b KUHAP.
Ternysata Jjuga bensr bahws dalam putusan Mahkamah Agung No.
790 E/Pid/1982 dan No. 140 K/Pid/1982 mengenai hal yang
sama bterdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti yaitu
daslam putusan No. 790 EK/Fid/1982 terpidana dinyatakan

terbukti hersalah “Mengekspor barang -tanpra wmengindahkan
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ketentuan dari R.0", sedangkan hal atau keadaan esebagal
dasar dan alasan putusan yang menvatakan terbukti itu
terdapat pertentangan antara putusan Mahkamah Agung No. 780
K/Pid,/ 1932 dengarn putusan Mahkamsh Agung No. 140
K/Pid/1982. Hal ini berarti telah memenuhi ketentuan seba-
gaimana yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) sub b KUHAP.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam putusannya
tertanggal 5 Agustus 1986 yang diuvcapkan dalam sidang
terbuka tanggal 23 September 1986 dengan perkara No. 23
PK/PID/1984 adalah sudah tepat menyatakan “Mengabulkan
permohonan Peninjauankembali pemohon Marcel Julius Taher
tersebut”.
Karena permohonan peninjauvankembali dikabulkan, dengan
sendirinya Mahkamah Agung dalam putusannya harus Juga
"Membatalkan putusan Mahkamah Agung” yang dimohonkan penin-
Javankembali tersebut™.
Setelah itu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan
menyatakan kesalahan terpidana tersebut tentang perbuatan
vang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan dan membebaskan oleh karena itu dari segala

Dan satu hal penting sebagaimana telah dilakukan oleh
Mahkamah Agung dalam perkara ini adalah tidak lupa untuk
menyebutkan @ "Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan,

kedudukan dan harkat serta martabatnya’ gebagal anggota

masyarakat. Dengan perkataan lain Mahkamah Agung sudah

merehabilitasi nama baik dari pemohon reninjauankembali




terasebut.

Berikut ini akan penulis bahas sebuah Kasus Peninjauvan-—

kembali dengan terpidana TIMSAR ZUBIL sliss SUDIRMAN, yang
diajukan oleh beberapa pemchon Penindasnankembali berturuvt-
turut oleh :
a. Ny. Nuraini Timsar Zubil (Isteri terpidana Timsar Zubil
aliss Judirman) bertanggal Medan, 1 Julli 1885 ;
k. Sahat Mangapul Napitupulu (Pembela) bertanggal Medsn, 20
Maret 1885 ;
c. Timsar Zubil alias Sudirman bertanggal Medsn. Z8 Marst
1982 dan tanggal 10 Oktober 18385 ;
yang memohon agar putusan Putusan Fengadilan Negeri di  Medan
tanggal 7 Maret 1978 No. 1457/KTS5/1977/PN.MDN dapat ditinjau
lagi. Perkara ini telah diputus oleh Mahkamsh Agung dengan
pubusan Regno :1 PK/Pi1d/1986, tangsgsal 26 Juli 1986. FPerkara
dengan tindak pidans Subversi ini tidak diajukan permohopan
banding maupun kasasi dengan demikian putusan tersebut telah
mempunyai kekustan hvkum tetap, dan ter?idana telah mengaju-
kan permohonan peninjauankemball tanggal 28 Juli 1985 ;
Dengan memperhatikan berita acara pendapat Majelis. Hakim
Pengadilan Negeri di Medan tanggal 17 Desember 1985 No.
1/Her/1985/PN.Mdn vang berrendapat bahﬁa permohonan penlin-

jauankembali tersebut memernuhi alasan esebagaimansa dimaksud
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dalam Pasal 263 ayat (2) huruf ¢ KUHAP, karena di dalam

Putusan Pengadilan Regeri di Medan tangegal 7 Maret 1978 No.

1457/KT5/1977/PN.Mdn  pada pertimbangan hukumnya ada hal-hal

yang meringankan bagl terdakwa skan tetapi dalem smar putusan
dijatuhkan hukuman maksimal yaitu pidana mati dengan demikian
putusan tersebut jelas wmemperlihatkan suatu kekhilafan hakim.

Dari data vyang telah penulis sajikan di atas, maka dapat

diperoleh 2 (dua) hal, yaitu :

1. Permohonan peninjavankembali vang diajukan oleh isteri
terpidana, vyaitu Ny. Nur ainl Timsar Zubil dan Pembela
Sahat Mangapul Napitupulu.

2. Permchonan Peninjauvankembali yang diajukan oleh terpidana
sendiri. |

Menurut ketentuan Pasal 263 KUHAP berbunyi :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah wmemperoleh kekua-
tan hukum tetap, kecuall putusan bebas atau  lepas dari
segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat
mengajukan peninjauvankemnbali kepada Mahkamah Agung.

{2} Permintaan peninjauankembali dilakukan atas dasar

a. apabila tedapat keadaan baru
b. apabila dalam pelbagail hal
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Sesuvail bunyi Pasal 263 avat (1) KUHAP tersebut, maka
permohonan peninjauvankembali yvang diajukan oleh Penasihat

hukum/Pembela dalam hal ini Sahat Mangapul Napitupulu tanpa
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ada kvasa dari terpidana sendiri adalsh tidak dapat diterima,
karena diajukan oleh orang yasng tidak berhak. Demikisn Jjuga
permohonan peninjauankesmbali yang diajvkan oleh isteri terpi-
dana harus puala dinyatakan tidak dapat diterima. karens is
sebagal isteri belum menjadi ahli waris terpidana berhubung
terpidana masih hidup dan dalam mengajuksn permohonan terse-
but Juga tidak mendapat surat kuasa dari terpidana untuk
mengajukan permohonsn peninjsuvankembali. Dengan demikian,
sebagal isteri terpidana, ia juga belum berhal untuk mengajua-
kan perwmohonan peninjauvankembali bagi suvaminya. Sehingga
adalah sangat beralasan apabila permchonan peninjauankembali
dari Penasihat Hukum dan isteri terpidana oleh Mahksamsh Agung
dinyvatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat
pokok vang ditentukan oleh Pasal 263 ayait (1} EKUHAP.

Lain halnya dengan surat permohonan vang diajuvkan oleh
terpidana seadiri Timsar Zubil alias Sudirman, adalah sudah
memenuhi Ketentuan atau syarat pokok sebagaimans di atur pada
Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga di dalam salah satu per-
timbangannya Mahkamah Agung menystakan permohonarn reningauan—
kembali dari terpidana dapat diterima.

Dengan demikian Mahkamah Agung skan mengsadakan peneli-
tian lebih lanjut terhadap alasan-slasan yang dikemukakan
oleh pemchon, apakah telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat:
{2) RKUHAP.

"Pada dasarnya alasan yang dikemukakan oleh pemchon
peninjauvankembali /terpidana adalah bshwa terdapat perten—

tangan antara pertimbangan hukum judex facti dengsn  amar
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prutusannysa, vaitu dalam pertimbangan terdapat hal-hal 'yang
meringankan, tetapl hukuvman yvang dijatuhkan adalah hukuman
vang terberat (pidana mati). Hal ini Jjelas memperliihatkan
adanya suwatu kekhilafan hakim, sebagaimana vyang dirumuskan
dalam Pasal 283 ayat (2) huruf ¢ KUHAP. |

Dari alasan vang dikemukakan oleh terpidana vang menda-—
sari permchonan Peninjauvankemballi tersebut secara formil
telah memenuhi Pasal 283 ayat (2) huruf ¢ KUJHAP, sehingga
secara formil telah memenuhi persyaratan vang ditentukan oleh
Undang-undang Hukum Acars Pidana guna mengajukan permohonan
Peninjauankembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena terdapat
cukup aslasan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf ¢ jo. Pasal
266 ayat (2) huruf b angks 4 KUHAP, untuk membatalkan putusan
Pengadilan Negeri di Medan, tanggal 7 Maret 1978 Nomor
1457 /KTS5/1877 /PN . MDN.

Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung tertanggal 26 Julil
1986 Regno : 1 PEK/Pid /1986, telah menyatakan tidak dapat
diterima permchonan peninjauankembali dar:i para pemchon
peninjauan : ISTERI dan PENASIHAT HUKUM TERPIDANA tersebut
Menerima permohonan peninjauankembali dari pemohon penin-
jauvankembali/terpidana : Timsar Zubil alias bBudirman tersebut
:  Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Medan tanggal 7
Maret 1978 No. 1457/KTS/1977/PN.MDN ; Mengadili sendiri
Menyatakan bahwa terdakwa :Timsar Zubil alias Sudirman télah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana SUBVERSI ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara : SHEUMUR

HIDUP ;
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Menstapkan babwa barang bukti vang dipakai dalam perkara  ini
diserahkan kepada Kedsksaan vntuk dipergunakan sebagai barang
bukti dslam perkara lain ;
Menghukum pémohon reninjauankembali  terpidana tersebut untuk
membayar biava perkara dalam pefadilan tingkat pertama dan
dalam tingkat ini, sedangkan dalam peradilan tingkat dini
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari putusan tersebut di atas dapat dilihat bshwa Mahka—
mah Agung mendasarkan putusannya tersebut pada Pasal 263 ayat
(2) huruf c KUHAP jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4
KUHAP, artinya alasan yang dikemukakan oleh pemohon mengenat
adanya putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhi-
lafan hakim dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka Mahkamah
Agung wmembatalkan putusan vang dimintakan peninjauankembsli
itu dan menjatuhkan putusan yang berupa “putusan dengan
menerapkan ketentuan rpidana yvang lebih ringan“, vaitu dari

rutusan pidana matl menjadi putusan penjara seumur hidup.

B T I T T R e
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A. Eesimpulan.

Sesvai dengan tujuan dari EKitab Undang-undang Hukum
Acarsa Pidana 'Indonesia vang memberi pengayvoman dan perlin-
dungan terhadap hak asasi manusia dalam keseimbangannva
dengan kerentingan umum, maka dalam EUHAP ini terdapat perbe-—
daan vyang fundamentzal dengan HIR, terutams mengenai perlin-
dungan harkat dan martabat manusia dan keadilan antara lain
dengan diadakannya lembaga Peninjauankembali terhadap putusan
Pengadilan yang telah memperocleh kekuatan hukum tetap. HIR
tidak ada pengaturannysa mengenai lembaga peninjavankenmbali
ini.

Walaupun telah diakui bahwa lembaga peninjauvankembali
vang telah diatur dalam KUHAP tersebut masih terdapat kele-
mahannva, namun apabila penulis hubungkan antara perumusan
masalah dan tujuan penelitian, maka penulis mencoba mengambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diaturnya Lembaga Peninjavankemball di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka
perlindungan terhadap hak asasi manusia, harkat dan

martabatnys mwmenjadi lebih terjamin. Hal ini karena

hak asasi seseorang yvang dilanggar secara tidak sah
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nieh karens dituntut dan diadili tanpa alasan yang
sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum
yang diterarkan, sedangkan upaya hukum bissa sudah
tertutup baginva ; maka satu-satunya cars untuk
memperoleh kembali hak asasinya, harkat serta marta-
batnya adalah melslui Upaya Hukum Peninjauvankembali.
Di sinilah Lembsga Peninjauankembali ini menunjukikan
fungeinya dalam memperjuangkan hak asasi, harkat dan

martabat manusis vang telah dilanggar.

~J

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang ter-
tinggi telah wmenmunjukkan peranannya dalam wmemper—
juangkan hak asasl seseorang; walaupun dalam praktek
ada putusan M4 yang prenerapan hukumnya sudah sesuai
dengan prosedury/peraturan perundang-undangan (syarat
formil), tetapi putusan tersebut justru bertentangan

dengan rass keadilan dan hak asasi manusia.

Setelah mengadakan penelitian lapangan sertia renelitian
perpustakaan, maka diskhir proulisan tesis ini penulis  beru-
saha semaksimal mungkin untuk menyumbangkan pemikiran bherupa
saran—-saran yang mungkin berguna  bagi rerkembangan 1ilmu
pengetahuan hukwoe  secars aoam dan khususnya perkara vyang
diajukan permintaan Peninjauankembali serta dengan harapan

berguna hagi pencari keadilan dan kebenaran.
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Adapun saran-saran yang venulis tekankan adalah sebsgai

berikut

1. Kepada terpidana atau ahli warie terpidana vang ingin

2

mengajukan permintazan Peninjauankembali disarankan
untuk meminta bantuan dari Penasihat Hukum untuk
mengajukan Peninjauvankembali, karena seorang Penasi-
hat hukum lebih mengerti seluk beluk vang berlaku
dalam proses peradilan. Hal ini adalah agar pemohon
tidak terjebak oleh asas permchonan Peninjauankembali
vang berbunyi : "Permintaan Peninjauankembali atas
suatu putusan hanya dapét dilakvkan satu kali saja’.
Hendaknya Panitera Pengadilan Negeri tidak dibebani
untuk membantv menyusvun suatu permintaan Peninjauan-
kembali. Hal ini karena akan menimbulkan masalah
psikologis antara Panitera dengan Ketua FPengadilan
Negeri atau setidak-tidaknya dengan Hakim vang telah
memutus perkara yvang bersangkutan. Menurut hemat
penulis lebih tepat apabils diserahkan kerada Lembaga
Bantuarn Hukum atauw Pos Bantuan Hukum di  tilap-tizp
FPengadilan Negeri vang ditunjuk khusus untuk
menangani surat permchonan peninjsuankembali.

Untuk menghindarkan terjadinyva ketidakadilan vyang
mungkin terjadi karena ketidaktahuan pemchon untuk
merumuskan secara tepat surat permintaan peninjauan-
kembali, disarankan memberikan kesempatan kepada

pencari keadilan untuk dapat mengajukan Peninjauvan-
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kembali sebanvak dua kali, jangan hanya satu kalil
saja.

Hendaknyva penerapan Pasal 266 ayat (1) KUHAP tidak
dilaksanskan secara mutlak terhddsp setiap kasus. Hal
ini tergantung pada keadaan yang meliputi permintaan
peninjavankembali. Seandainya berdasarkan pemerikeaan
Perigadilan Negeri alasan yang diajukan terpidana yang
mendasari rpermintaan peninjauankembali sedemikian
rups sifat dan kualitasnya benar-benar divakini dapat
melumpuhksn putusan yang dimintakan peninjauvankemba—
1i, +tentu lebih bijaksana untuk menangguhkan dulu
pelaksanaan eksekusl, apalagli terhadap hukuman mati.
Hendaknyva dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang baru , dipertegas kedudukaﬁ
Jakea/Penuntut Umum atau Lembaga Kejaksaan dalam
mengajukan peninjavankembali. Hal ini karena sering
terjadi perdebatan apakah Jaksa berhak mengajukan
permintasn Peninjsuankembali atau tidak. Sebab  dalam
Putussn MA No. 55 PE/PID/1996 tanggal 25 Oktober
1996, ternyata mengabulkan permchonan Peninjavanken-
bali dari pemohon penindavankembali (Jaksa) dan ha L
ini sudah dapat menjadi yurisprudensi.

Disarankan agar ada satu kesatuan pandangan di antara
para Hakim Agung terhadar penafsiran suatu pasal
dalam KUHAP.

Hendaknyva para penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ber—

tindak hati-hati dalam melakssnakan tugasnya, vailtu
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dalam mengungkarkan sustu kejahatan dan membawa orang
vyang "dianggap’ bersalah ke meja hijau. Jangan sampai
terjadi, hanya karena untuk menunjuvkkan sikap tanggap
dan dapat bertindak cepat dalam mengungkapr kasus-—
kasus yang terjadi dalam masyarakat, mereka harus
mengorbankan orang lain vang sebenarnya tidak bersa-
lah.

8. Demikian Jjuga para Hakim, sebeluwn wmenjatuhkan
putusans/vonis hendaknyva merneliti dan meyakini secara
betul-betul apakah orang tersebut dapat dipersalahkan
atas dakwaan yang didakwakan kepadanya atauv tidak.
Sehingga kemungkinan menjatuhkan putusan yang keliru
bisa dihindarkan.

9. Apabila putusan Peninjauankembali mengandung pembe-~
basan terpidana, hendaknya Mahkamah Agung sekaligus
mencantumkan pemulihan harkat dan martabat / reha-
bilitasi bagi terpidana dalam putusan tersebut.
Sehingga si terpidana tidak perlu lagi bersusah payvah
untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan vang telah
memutus perkarsnya pada tinghkat pertams untuk memper-

alel rehat:Llitasi.

Akhirnvae penulis mengakui bahwa secara keseluruhan
uraian vaneg penvlis sajikan dalam tesis inil dapat dikatakan
sangat singket dan sederhana sekali. Namunﬁdemikian renulis
berharap bahwa aps yvang telah diuraikan dalam tesis ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak., khususnya bagi para abdi  hukum
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ridana. Hal ini karena penulis sadar betul bahwa sebagai
marnusia dalam  berkarya dengan hukum pidana ini  diharuskan
menjangkau hal-hal yvang Jauh di atas kemampuan kita sendiri.

Kekuasaan yang diberikan pads para sbdi  hukum sdalsh
besar dan dapat menimbulkan sesuatu ?ang mempengaruhl Jauh
dalam hidup sesecrang, bahkan kadang-kadang membuat hidupnya
fatal pula. Pengembanan tugas berat inilah yvane harus selalu
diingat dan direnungkan kembali setiap kali oleh ahli-shili
hukum pidana. Pengembanan tugas berat demikian inilah yang
meminta shli-ahli hukum pidana senantiasa dan terus menerus
mengasah budinya dan memelihara keluhuran budinva. Tanggung
Jawab woral vyang tinggi dari shli-zhli hukum pidans hanya
mungkin bilamana disamping berbudi pekerti yang luhur, Juea
memilikil pengetahuan yang baik.

Kiranya tulisan vang prenulis sajikan ini dapat menjadi
bahan penguat tekad dalam pelaksansan tugas yang bertangsung

Jawab moral yvang tinggi ini.

m
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